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Pengantar  Redaksi 


Dalam  ANALISA  terbitan  bulan  Februari  1986 yang  lalu  telah  dimuat  se- 
rangkaian  tulisan  mengenai  beberapa pokok pikiran  dalam  bidang  strategi  nu-  \ 
klir,  khususnya  strategi  nuklirnegara-negara  adikuasa,  masalah-masalah  yang  \ 
berkaitan  dengan  pembatasan  senjata  nuklir  maupun  efeknya  terhadap  suatu 
kawasan  dunia  tertentu,  -dan  persoalan-persoalan  yang  berhubungan  dengan 
proliferasi  senjata  nuklir.  Sebagai  kelanjutan  dari persoalan-persoalan  strategi 
nuklir  itu,  ANALISA  terbitan  bulan  Juni  1986  ini  menyuguhkan  enam  tulisan  . 
lainnya  sebagai  suatu  rangkaian  usaha  untuk  lebih  memahami  masalah  pen-  \ 
ting  tersebut,  seperti  dijanjikan  oleh  Redaksi. 

Telah  lebih  dari  40  tahun  dunia  kita  hidup  berdampingan  dengan  senjata-  \ 
senjata  nuklir.  Meskipun  dalam  kurun  waktu  itu  dilaporkan  adanya  sejumlah  \ 
insiden  yang  hampir  melibatkan  penggunaan  senjata  nuklir  dalam  suatu  kon-  3 
flik  bersenjata,  dalam  kenyataannya  senjata  nuklir  belum  pernah  diperguna-  h 
kan  dalam  suatu  peperangan  sejak  pemboman  Hiroshima  dan  Nagasaki.  Dari  i 
sebab  itu  terdapat  suatu  anggapan  bahwa  tidak  terjadinya  perang  nuklir  dan  \ 
konflik  global  untuk  empat  dasawarsa  terakhir  ini  adalah  berkat  berfungsinya  r 
strategi  penangkalan  nuklir.  Tetapi  benarkah  strategi  penangkalan  nuklir  itu 
telah  beroperasi  dengan  berhasil?  Tulisan  pertama  dalam  edisi  ini  oleh  J. 
Soedjati  DJIWANDONO,  "Perdebatan  Masalah  Strategi.  "  mengulas  pokok 
masalah  yang  kini  gencar  diperdebatkan  dalam  strategi  nuklir,  berkaitan 
dengan  relevansi  teori  strategi  penangkalan  itu. 

Salah  satu  segi  pembicaraan  mengenai  strategi  pertahanan  pada  umumnya 
dan  strategi  nuklir  pada  khususnya  adalah  efektivitas  persenjataan  untuk 
mencapai  sasaran  yang  hendak  dihancurkan  sebagai  bagian  dari  syarat  untuk 
menjamin  tercapainya  tujuan  yang  dikehendaki.  Teknologi  yang  diperguna- 
kan  dalam  sistem  persenjataan  (strategis)  negara-negara  nuklir  telah  memung- 
kinkan,  sekurang-kurangnya  menurut  perhitungan-perhitungan  teoretis  ber- 
dasarkan  percobaan-percobaan  yang  mereka  Idkukan,  untuk  menghancurkan 
kekuatan  strategis  la  wan  di  tempafnya.  Karena  itu,  pada  dasarnya  sistem 
persenjataan  strategis,  khususnya  jenis-jenis  yang  berpangkalan  tetap  seperti 
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ICBM,  sesuatu  negara  dewasa  ini  adalah  rawan  terhadap  senjata  lawan.  Un- 
tuk  mengatasi  kerawanan  itu,  serangkaian  usaha  dilakukan,  misalnya  dengan 
memperkeras  "silo, "  memencarkan  dan  mengubah-ubah  tempat  pangkal  ru- 
dal  seperti program  MX  Amerika  Serikat,  dan  mencegat  serta  menghancurkan 
senjata  lawan  ketika  masih  berada  di  perjalanan.  Mengenai  yang  terakhir  ini, 
\  Amerika  Serikat  kinisedang  mengembangkan  penelitian-penelitian  sistem  per- 
ttahanan  aktif  dengan  tujuan  mampu  menghancurkan  rudal-rudal  Soviet  jika 
cditujukan  ke  sasaran-sasaran  di  Amerika  Serikat  atau  mungkin  juga  ke  negara 
ssekutunya.  Program  ini.  yang  disebut  "Strategic  Defence  Initiative  (SDI),  "  te- 
\lah  menjadi  perdebatan  serius  dan  mempengaruhi  perundingan  pengawasan 
^senjata  nuklir  di  antara  kedua  negara  adikuasa.  Tulisan  kedua  berjudul  "Pra- 
^karsa  Pertahanan  Strategis  atau  'Perang  Bintang':  Apa  yang  Dipergunjing- 
^kan?"  oleh  J.  Soedjati  DJIWANDONO  membahas  tentang  perdebatan  me- 
rngenai  SDI  dan  implikasi-implikasinya  terhadap  perlombaan  senjata  di  masa 
:depan. 

Jika  pembicaraan  mengenai  strategi  nuklir  dua  negara  adikuasa  saja  sudah 
Lcukup  rumit,  masalahnya  akan  lebih  rumit  lagi  karena  di  luar  dua  negara  adi- 
fkuasa  masih  terdapat  beberapa  negara  lainnya  yang  memiliki  senjata  nuklir. 
\yaitu  Inggris.  Prancis  dan  RRC.  Padahal  senjata  nuklir  bukan  sekedar  sen- 
ijata  biasa  dan  jika  dipergunakan  dalam  suatu  peperangan  baik  karena  alasan 
ibela  diri  maupun  karena  keinginan  mencapai  tujuan  tertentu.  akibat  langsung 
cdanjangkapanjangnya  tidak  terperikan.  Selain  itu.  terdapat  anggapan  bahwa 
rmakin  banyak  negara  yang  memiliki  persenjataan  nuklir  berarti  akan  makin 
tbesar  pula  kemungkinan  terjadinya  ihsiden  penggunaan  senjata  nuklir.  baik 
ssecara  sengaja  maupun  tidak  sengaja.  baik  oleh  pihak  berwenang  (negara) 
'maupun  oleh  yang  tidak  berwenang  (misalnya  kelompok  teroris)  yang  dapat 
'menguasai  jenis  persenjataan  itu.  Karena  itu  masyarakat  internasional 
'berusaha  untuk  sebesar  mungkin  mencegah  terjadinya  proliferasi  senjata 
'nuklir  sementara  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud  damai 
'.dikembangkan.  Dua  usaha  yang  kini  menonjol  dalam  upaya  ini  adalah  apa 
^yang  ditempuh  melalui  Persetujuan  Non-Proliferasi  dan  pembentukan  Zona 
IBebas  Senjata  Nuklir.  Masalah  ini  dibicarakan  dalam  tulisan  ketiga  oleh  A.R. 
"-.SUTOPO  berjudul  "Non-Proliferasi  dan  Zona  Bebas  Senjata  Nuklir.  " 

Mengenai  upaya  pembentukan  Zona  Bebas  Senjata  Nuklir  (ZBSN)  sebagai 
xara  untuk  mencegah  proliferasi.  gagasan-gagasan  telah  diajukan  untuk  men- 
mdikan  berbagai  kawasan  dunia  sebagai  wilayah  bebas  senjata  nuklir.  Tetapi 
hhingga  kini  baru  satu  kawasan  dunia  yang  dihuni  manusia  yang  berhasil  -mes- 
^kipun  dalam  pengertian  relatif  -  mewujudkan  gagasan  itu.  yaitu  kawasan 
^Amerika  Latin.  Mengingat  banyaknya  jumlah  kawasan  yang  diusutkan  untuk 
xiijadikan  sebagai  ZBSN,  bahkan  beberapa  di  antaranya  diajukan  lebih  dahulu 
'^daripada  Amerika  Latin,  keadaan  ini  menunjukkan  adanya  persoalan-per- 
vsoalan  yang  tidak  mudah  diatasi  dalam  usaha  membentuk  ZBSN  oleh  sesuatu 
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kawasan.  Masalah  ini  memang  tidak  dapat  dilepaskan  sama  sekali  dari  kon- 
teks  politik  dan  keamanan  kawasan  bersangkutan.  Tulisan  J.  Soedjati  DJI- 
WANDONO  mengenai  "Asia  Tenggara  sebagai  Zona  Bebas  Senjata  Nuklir: 
Catatan  atas  Beberapa  Masalah"  membahas  beberapa  persoalan  yang  ber- 
kaitan  dengan  usaha  untuk  menjadikan  Asia  Tenggara  sebagai  ZBSN. 

Dari  satu  segi,  Persetujuan  Non-Proliferasi  dan  gagasan  mengenai  ZBSN 
merupakan  cerminan  dari  kepentingan-kepentingan  negara-negara  non-nu- 
klir,  khususnya  negara-negara  Dunia  Ketiga,  tidak  saja  pada  persoalan-per- 
soalan  kedaulatan  wilayah  dan  keamanan  nasional  dalam  pengertian  militer, 
tetapi  juga  pada  bidang-bidang  pembangunan  sosial  dan  ekonominya.  Semen- 
tara  banyak  negara  Dunia  Ketiga  menghadapi  kesulitan  biaya  untuk  pemba- 
ngunan dari  sumber-sumber  domestik  dan  internasional,  anggaran  militer  du- 
nia, termasuk  untuk  prdgram  persenjataan  nuklir,  menduduki  porsi  yang  sa- 
ngat  besar.  Kendati  negara-negara  Dunia  Ketiga  secara  vokal  menyuarakan 
kehendaknya  mengenai  perlucutan  dan  pengawasan  senjata,  mereka  tidak  ba- 
nyak berbuat  efektif  untuk  itu.  Dalam  hal  non-proliferasi  nuklir,  masih  terda- 
pat  sejumlah  negara  yang  memilih  pintu  pilihan  nuklir  tidak  tertutup  sedang- 
kan  negara-negara  yang  telah  bersenjata  nuklir  terus  meningkatkan  jumlah 
atau  mutu,  atau  kedua-duanya,  persenjataan  nuklirnya.  Dalam  hal  persenja- 
taan konvensional,  negara-negara  nuklir  menjadi  pemasok  terbesar  dalam 
transfer  persenjataan  ke  negara-negara  Dunia  Ketiga.  J.  Kusnanto  ANG- 
GORO  membahas  masalah-masalah  itu  dalam  tulisannya  berjudul  "Kepen- 
tingan  Negara-negara  Dunia  Ketiga  dalam  Pengawasan  Senjata  Nuklir. " 

Tetapi  transfer  senjata  konvensional  modern  ke  negara-negara  Dunia  Ke- 
tiga juga  merupakan  salah  satu  akibat  dari  usaha  modernisasi  dan  pening- 
katan  kekuatan  konvensional  oleh  negara-negara  nuklir  sendiri.  Meskipun 
senjata  nuklir  telah  menjadi  bagian  tak  terpisahkan  dari  strategi  pertahanan 
dan  militernya,  negara-negara  nuklir  masih  terus  meningkatkan  kekuatan 
konvensionalnya  guna  memenuhi  fungsi-fungsi  dalam  mencapai  tujuan-tu- 
juan  tertentu.  A.R.  SUTOPO  membicarakan  kaitan  antara senjata  konvensio- 
nal dan  strategi  nuklir  itu  dalam  karangan  terakhir  berjudul  "Senjata  Konven- 
sional dalam  Strategi  Nuklir. " 

Itulah  beberapa  pokok  masalah  yang  dimuat  dalam  ANALISA  terbitan 
ini.  Seperti  halnya  dengan  terbitan  bulan  Februari  yang  lalu,  terbitan  kali  ini 
juga  dimaksudkan  untuk  lebih  mengenalkan  masalah-masalah  strategi  nuklir 
kepada  masyarakat  luas. 
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Dewasa  ini  di  dunia  Barat  telah  menjadi  suatu  conventional  wisdom  bahwa 
strategi  penangkalan  nuklir  (nuclear  deterrence)  telah  beroperasi  dengan  ber- 
hasil.  Selama  empat  dasawarsa  tidak  terjadi  perang  nuklir.  Tetapi  benarkah 
demikian?  Benarkah  tidak  terj  adinya  perang  nuklir  disebabkan  oleh  berhasil- 
nya  strategi  penangkalan  nuklir?  Ataukah  kedua  hal  itu  sekedar  koinsidensi 
tanpa  adanya  kaitan  kausalitas? 

Itulah  salah  satu  isyu  yang  menonjol  yang  telah  menjadi  bahan  perdebatan 
dalam  masalah  strategi.  Strategi  ataupun  politik  keamanan-dan  pertahanan 
baik  Timur  maupun  Barat  yang  saling  berhadapan,  yang  merupakan  bagian 
yang  sangat  penting,  kalaupun  tidak  malahan  yang  utama,  dari  hubungan  Ti- 
mur -  Barat,  maupun  berbagai  konsep  dan  pemikiran  yang  mendasarinya,  ti- 
dak selamanya  mencerminkan  konsensus  nasional.  Tantangan  dan  kecaman 
selalu  dihadapi  yang  datang  dari  berbagai  kalangan. 

Dalam  beberapa  hal  dan  sampai  taraf  tertentu,  perdebatan  yang  ditimbul- 
kannya  dapat  membantu  menjernihkan  persoalan,  mematangkan  pemikiran, 
dan  mendorong  perubahan-perubahan.  Tetapi  tidak  selalu  perdebatan  me- 
numbuhkan  konsensus.  Dalam  beberapa  hal  perdebatan  berlangsung  terus 
tiada  akhirnya.  Dan  sementara  kelompok  begitu  teguh  berpegang  pada  pendi- 
riannya  sehingga  timbullah  berbagai  gerakan  yang  mendukungnya.  Ini  terjadi 
terutama  kalau  pandangan-pandangan  yang  dianutnya  tidak  sejalan  dengan 
kebijaksanaan  strategi  yang  resmi  dijalankan  oleh  pemerintah  mereka.  Mere- 
ka  terus  melangsungkan  dan  meningkatkan  gerakan  dan  aksi-aksinya  agar  se- 
dikit  banyak  mempunyai  pengaruh  atas  kebijaksanaan  yang  ditempuh  oleh  pe- 
merintah-pemerintah  yang  bersangkutan,  dan  pada  akhirnya  mungkin  meng- 
ubahnya  sehingga  sejalan  dengan  pandangan  dan  kehendak  mereka. 
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Itulah  latar  belakang  berbagai  gerakan  yang  telah  giat  selama  bertahun-ta- 
hun  terutama  di  Eropa  Barat  seperti  CND  (Campaign  for  Nuclear  Disarma- 
ment), Peace  Movement  (Gerakan  Perdamaian) ,  Nuclear  Freeze  Movement 
(Pembekuan  Nuklir),  dan  sebagainya.  Meskipun  yang  menjadi  latar  belakang 
utama  adalah  perbedaan  dalam  hal  persepsi,  asumsi,  dan  harapan,  perdebatan 
dalam  masalah-masalah  strategi  sebagian  juga  berkaitan  dengan  perbedaan 
dalam  kepentingan  politik  ataupun  kepentingan-kepentingan  lain. 

Dalam  tulisan  yang  serba  singkat  ini  hendak  disoroti  beberapa  isyu  yang  di- 
anggap  menonjol  yang  menjadi  bahan  perdebatan  dalam  masalah-masalah 
strategi  nukhr,  yang  sebenarnya  telah  menyangkut  berbagai  aspek  secara  luas 
dan  kompleks.  Masalah-masalah  itu  akan  didekati  terutama  sebagai  masalah 
strategi  terlepas  dari  kepentingan  politik  atau  kepentingan  lain  yang  tidak  begi- 
tu  langsung  berkaitan  dengan  masalah  strategi.  Pemikiran-pemikiran  yang 
mendasari  perdebatan  itu  hendak  disoroti  dari  segi  nilai-nilai  yang  intrinsik. 

Kiranya  tidak  banyak  membantu  menjernihkan  persoalan,  misalnya, 
mengupas  Gerakan  Perdamaian  semata-mata  atas  dasar  prasangka  atau  tuduh- 
an  bahwa  gerakan  itu  didalangi  oleh  kaum  komunis  dan  Uni  Soviet,  kebetulan 
kelihatan  sesuai  atau  sejajar  dengan  kepentingan  Soviet,  mungkin  lebih  meng- 
untungkan  kepentingan  Soviet,  dan  sebab  itu  tidak  mustahil  dimanfaatkan 
oleh  Uni  Soviet.  Pendekatan  semacam  itu  akan  menjauhkan  kita  dari  inti  per- 
soalan strategi,  meskipun  bagi  mereka  yang  lebih  berkepentingan  untuk  me- 
nyoroti  politik  Soviet,  justru  kemungkinan  peranan  Soviet  dalam  gerakan  itu 
yang  me'njadi  inti  persoalan. l 

Perdebatan  strategi  sebenarnya  terjadi  baik  di  dunia  Barat  maupun  Timur. 
Tetapi  tentu  saja  sifat  dan  tarafnya  berbeda.  Jika  di  Barat  hal  itu  terjadi  secara 
jauh  lebih  luas  dan  terbuka  karena  sistem  sosial-politiknya  yang  lebih  terbuka, 
di  Uni  Soviet  atau  negara-negara  komunis  lainnya  perdebatan  itu  berlangsung 
secara  jauh  lebih  terbatas  dan  tertutup.  Perdebatan  itu  terutama  terbatas  pada 
kalangan  yang  lebih  kecil  seperti  para  akademisi,  perwira  tinggi  militer,  dan  to- 
koh-tokoh  politik  yang  sedikit  banyak  mempunyai  kedudukan  yang  berkaitan 
dengan  rriasalah  strategi  tetapi  tanpa  dukungan  massal  yang  berarti.  Lagi  pula, 
"perdebatan"  atau  pembahasan  dalam  masalah-masalah  strategi  sebagaimana 
halnya  dengan  masalah-masalah  kebijaksanaan  lainnya,  umumnya  terjadi  se- 
belum  sesuatu  kebijaksanaan  diputuskan  oleh  yang  berkuasa,  khususnya  Par- 
tai  Komunis  (Politbiro)  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintahnya.  Oleh  karena  itu 
gejala-gejala  perbedaan  paham  dan  perdebatan  apalagi  yang  didukung  oleh 
gerakan-gerakan  kelompok  ataupun  massal  hampir  sama  sekali  tidak  kita  lihat 


'Lihat  misalnya,  Wynfred  Joshua,  "Soviet  Manipulation  of  the  European  Peace  Movement," 
Strategic  Review  (Winter  1983) :  hal.  9-18. 
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di  Uni  Soviet  ataupun  negara-negara  komunis  lainnya.  Manakah  yang  lebih 
baik  tidak  menjadi  perhatian  tulisan  ini. 


II 

Kita  mulai  dengan  masalah  yang  disebut  pada  pembukaan  tulisan  ini,  yang 
telah  menjadi  bahan  perdebatan  yang  mendasar  dalam  masalah  strategi  di  du- 
nia  Barat.  Strategi  penangkalan  yang  merupakan  warisan  dari  pemikiran  klasik 
itu,  bukan  saja  di  kalangan  pemerintahan  yang  telah  terikat  pada  strategi  itu  se- 
jak  permulaan  tetapi  bahkan  di  kalangan  oposisi,  akademisi,  dan  kalangan 
yang  lebih  luas  lagi,  telah  menjadi  semacam  kepercayaan,  keyakinan,  atau 
ideologi.  Bahkan  di  antara  mereka  yang  menentang  perlombaan  senjata,  me- 
nentang  SDI,2  ataupun  penempatan  rudal  jarak  menengah  Cruise  dan' Per- 
shing II  di  Eropa  Barat,  kebanyakan  tetap  berpegang  pada  strategi  penangkal- 
an. Kalaupun  terjadi  perdebatan  di  antara  mereka  ini,  para  pendukung  strategi 
penangkalan,  perdebatan  itu  akan  berkisar  pada  masalah  efektivitas  penang- 
kalan, peningkatan  kredibilitas  penangkalan,  dan  sebagainya,  tanpa  memper- 
tanyakan  strategi  penangkalan  itu  sendiri  sebagai  suatu  strategi .  ' ' ' 

Di  sini  kita  tidak  akan  membahas  perdebatan  seperti  itu.  Yang  menjadi 
perhatian  kita  adalah  penangkalan  nuklir  itu  sebagai  suatu  strategi  atau  pokok 
kebijaksanaan  keamanan  dan  pertahanan.  Dalam  hal  ini  dapat  kita  bedakan 
antara  tiga  pandangan  utama.  Pertama  adalah  pandangan  mereka  yang  me- 
nentang strategi  penangkalan  nuklir  dari  segi  asumsi-asumst4asamya-yang  di- 
anggap  tidak  benar  atau  tidak  tepat  sehingga  sebagai  suatu  kebijaksanaan  stra- 
tegi penangkalan  nuklir  tidak  mempunyai  arti  dan  tidak  sepadan  dengan  biaya 
dan  risiko-risikonya.  Kedua  adalah  pandangan  yang  menentang  strategi  pe- 
nangkalan nuklir  atas  dasar  pertiMbangan  moral.  Dan  ketiga  adalah  pandang- 
an mereka  yang  menganggap  strategi  penangkalan  nuklir  tidak  mencukupi  un- 
tuk  menandingi  Uni  Soviet  yang  tidak  menganut  strategi  yang  sama. 

Dari  segi  pandangan  pertama,  strategi  penangkalan  nuklir  berdasarkan 
atas  beberapa  asumsi,  meskipun  tidak  pernah  dinyatakan  dengan  tegas  dan  je- 
las,  dan  di  antara  para  penganutnya  tidak  pernah  dipersoalkan.  Mempersoal- 
kan  asumsi-asumsi  dasar  dari  strategi  penangkalan  nuklir,  yang  kelihatannya 
telah  dianggap  sebagai  kebenaran  yang  tidak  bisa  diganggu-gugat  dan  yang  di- 
terima  begitu  saja,  memang  berarti  menolak  keseluruhan  strategi  itu.  Dan  jika 
asumsi-asumsi  dasar  itu  dikaji  dengan  teliti,  akan  ternyata  bagaimana  rapuh- 
nya  sebenarnya  strategi  penangkalan  nuklir  itu. 

Asumsi  utama  dari  strategi  penangkalan  nuklir  itu  adalah  bahwa  para  pe- 
mimpin  Soviet,  baik  penguasa  partai  maupun  pemerintahan,  dapat  diharapkan 
^Lihat  tulisan  berikut  tentang  SDI. 
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akan  selalu  bertindak  sebagai  manusia-manusia  yang  rasional,  berakal  sehat 
dan  bijaksana,  sekurang-kurangnya  menurut  ukuran  AS.^  Mungkin  lebih  tepat 
untuk  dikatakan  bahwa  para  pemimpin  Soviet  dapat  diharapkan  akan  bersi- 
kap,  berpikir,  dan  bertindak  menurut  ukuran-ukuran  yang  serba  ideal  menurut 
para  pemimpin  AS,  ukuran-ukuran  yang  mereka  sendiri  inginkan  tetapi  yang 
tentu  saja  tidak  selalu,  apalagi  sepenuhnya,  dapat  dipenuhi  oleh  pimpinan  ma- 
na  pun,  termasuk  pimpinan  AS  sendiri. 

Itu  berarti  bahwa  pemimpin-pemimpin  Soviet  akan  menghargai  keselamat- 
an  nasional  rakyatnya  lebih  dari  tujuan-tujuan  lainnya;  bahwa  mereka  akan 
mempunyai  informasi  secukupnya  dan  atas  dasar  itu  mereka  akan  dengan  sak- 
sama  memperhitungkan  segala  kemungkinan  konsekuensi  dan  segala  keun- 
tungan  dan  kerugian  dari  berbagai  alternatif  kebijaksanaan  yang  dapat  dipilih- 
nya  untuk  ditempuh  dalam  sesuatu  krisis.  Dan  akhimya,  mereka  akan  senan- 
tiasa  berhati-hati  terhadap  persenjataan  nuklir  karena  kesadaran  mereka  akan 
akibat  yang  menghancurkan  dari  penggunaan  persenjataan  itu  bagi  dunia  dan 
umat  manusia.  Oleh  sebab  itu  mereka  akan  terkendalikan  oleh  kekuatan  pe- 
nangkalan  nukUr  AS. 

Tetapi  dalam  kenyataannya  manusia  mana  pun  tidak  selalu  dan  tidak  dalam 
segala  hal  bersikap,  berpikir,  dan  bertindak  rasional  dan  bijaksana.  Dalam 
keadaan  krisis,  yang  tidak  mustahil  disertai  suasana  panik,  kecenderungan 
akan  lebih  besar  ke  arah  sikap  dan  tindakan  yang  tidak  rasional,  tidak  sehat, 
dan  tidak  masuk  akal.  Lagi  pula,  dalam  sejarah  telah  sering  kita  lihat  bahwa 
pimpinan  negara  lebih  mementingkan  kebanggaan,  kebesaran,  dan  kehormat- 
an  bangsa  dan  negara  daripada  keselamatan  nasional.  Dan  asumsi  bahwa  pim- 
pinan Soviet  dapat  diharapkan  untuk  tidak  bertindak  demikian  tidak  sesuai  de- 
ngan anggapan  luas  di  Barat  bahwa  kebijaksanaan  mereka  lebih  dilandasi  oleh  i 
pertimbangan-pertimbangan  ideologi,  bahwa  mereka  tidak  menghargai  hidup 
manusia,  apalagi  sebagai  individu;  bahwa  pimpinan  Soviet  kerapkah  bersifat 
"advonturistik." 

Sulit  juga  diharapkan  bahwa  pimpinan  Soviet  akan  selalu  mempunyai  in- 
formasi, khususnya  tentang  kemampuan  dan  intensi-intensi  AS,  yang  tepat. 
apalagi  sifat  kabur  memang  merupakan  bagian  dari  strategi  penangkalan  nu- 
klir, kecuali  kesan  adanya  kemampuan  membalas  dan  kemauan  untuk  mem- : 
pergunakannya,  yang  menjadi  bagian  yang  hakiki  dari  strategi  penangkalan,  i 
termasuk  penangkalan  nuklir.  Kurangnya  informasi  yang  tepat  mengandung  i 
kemungkinan  besar  terjadinya  salah  paham,  salah  perhitungan,  salah  persepsi.  ■ 
yang  mengandung  bahaya  pecahnya  perang  secara  tidak  sengaja. 


■'Lihat  pcmbahusan  dalam  James  A.  Stegenga,  "Nuclear  Deterrence  :  Bankrupt  Ideology,"  Po- ' 
licy  Sciences,  vol.  16,  no.  2  (November  1983)  :  hal.  127-137. 
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Tambahan  pula,  faktor  informasi  itu,  terlepas  dari  masalah  ketepatannya, 
masih  akan  dipersulit  pula  oleh  tidak  adanya  kepastian  bahwa  para  pemimpin 
Soviet  tidak  menghadapi  masalah  komunikasi  dalam  jajaran  komando  dan  ma- 
salah penguasaan  atas  jajaran  komando  yang  berada  di  bawah.  Masalah  ini 
akan  menjadi  serius  dalam  situasi  krisis  dan  dapat  mempunyai  akibat  yang  fa- 
tal. Sistem  komunikasi  atau  komando  yang  mana  pun  mengandung .  risiko 
"breakdown"  atau  macet. 


Karena  penangkalan  nukhr  berintikan  ancaman  pembalasan  jika  terjadi  se- 
r  rangan,  dapat  dipertanyakan  pula  apakah  ancaman  hukuman  akan  dapat  men- 
jamin  sikap  dan  tindakan  yang  diinginkan  pada  pihak  lawan  daripada  suatu  ha- 
i  diah  atau  keuntungan.  Dalam  bahasa  kiasan,  apakah  "stick"  (pentung)  akan 
.  selalu  lebih  efektif  daripada  "carrot"  (wortel)  untuk  mendorong  seekor  lembu 
i  atau  binatang  lain  yang  sedang  mendorong  gerobak  atau  kereta  ? 

Jelaslah  bahwa  asumsi-asumsi  yang  melandasi  penangkalan  nuklir  mengan- 
i  dung  banyak  ketidakpastian.  Dan  sesuai  apa  yang  dikenal  dengan  Hukum 
^Murphy  (Whatever  can  go  wrong  will),  kegagalan  penangkalan  nampaknya 
1  adalah  soal  waktu  belaka.  Mungkin  itulah  sebabnya  mengapa  dalam  sejarah 
apa  yang  diandalkan  sebagai  strategi  penangkalan  pada  mulanya  nampak  ber- 
1  hasil  untuk  sementara  waktu,  tetapi  akhirnya  pada  suatu  saat  gagal.  Peperang- 
can-peperangan  yang  terjadi  di  masa  lalu  sering  dijelaskan  demikian. 

Oleh  sebab  itu  mengandalkan  penangkalan  nuklir  untuk  menjaga  perda- 
rmaian  dunia  mungkin  bukan  suatu  kebijaksanaan  yang  tepat.  Bahwa  hingga 
-saat  ini  tidak  atau  belum  terjadi  perang  nuklir  belum  membuktikan  bahwa  pe- 
i  nangkalan  nuklir  telah  berhasil.  Tidak  terdapat  bukti-bukti  yang  meyakinkan 
adanya  hubungan  kausalitas  (sebab-akibat)  antara  diterapkannya  strategi  pe- 
nangkalan nukhr  dan  tidak  terjadinya  perang  nukhr  seiama  ini.  Paling  banter 
dapat  dikatakan  bahwa  penangkalan  nuklir  belum  gagal,^  karena  memang  ti- 
dak pula  terdapat  bukti  kegagalannya.  Dan  jika  pada  suatu  saat  terjadi  betul 
perang  nuklir  mungkin  sekali  sebagai  akibatnya  kebanyakan  dari  kita  tidak  ada 
ilagi  di  dunia  ini  untuk  memperdebatkan  masalah  itu.  Tetapi  empat  dasawarsa 
bukanlah  masa  yang  panjang  dalam  hubungan  antarbangsa.  Menepuk  dada 
Karena  menganggap  penangkalan  nuklir  telah  berhasil  merupakan  sikap  yang 
^tergesa-gesa.  ^ 


III 


Sebenarnya,  jika  sulit  kita  terima  bahwa  tidak  atau  belum  terjadinya  perang 
nuklir  hingga  saat  ini  disebabkan  oleh  berhasilnya  penangkalan  nuklir,  akan  su- 

^Gerald  Segal,  "Strategy  and  Survival,"  dalam  Nuclear  War  &  Nuclear  Peace  (London  ■  The 
Macmillan  Press,  1983):  hal.  19. 
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lit  juga  kita  terima  bahwa  terjadinya  perang  nuklir  pada  suatu  saat  di  masa  de 
pan  disebabkan  oleh  kegagalan  penangkalan  nuklir.  Meskipun  terjadinya  pe 
rang  di  masa  lalu,  seperti  telah  disinggung  sebelumnya,  sering  diartikan  sebaga 
akibat  kegagalan  atau  runtuhnya  strategi  penangkalan,  sebab-sebab  yang  sebe 
narnya  dari  sesuatu  peperangan  tidak  selalu  mudah  dilacak  dan  tidak  harus  ber 
kaitan  dengan  strategi  penangkalan.  Perang  Dunia  I  adalah  salah  satu  contoh 


I 


Sebenarnya,  mutatis  mutandis,  tidak  terjadinya  perang  nuklir  hingga  saat 
ini,  kalau  tidak  karena  berhasilnya  penangkalan  nuklir,  mungkin  sekali  karena 
sebab-sebab  lainnya.  Nampaknya  tidak  mustahil  bahwa  penangkalan  nukliri' 
justru  tidak  ada  relevansinya  dengan  kenyataan  bahwa  hingga  saat  ini  tidak  i 
atau  belum  terjadi  perang  nuklir.  | 

Dalam  konteks  inilah  kita  periksa  asumsi  yang  sebenarnya  paling  menda-i 
sar,  lebih  penting  dari  sederetan  asumsi-asumsi  yang  hingga  sekarang  kita  soro-ii 
ti.  Asumsi  itu  ialah  bahwa  tanpa  penangkalan  nuklir  AS,  Uni  Soviet  pasti  telahjs 
menyerang  Eropa  Barat  atau  AS  sendiri.  Jika  asumsi  ini  tidak  benar,  maka  je-i; 
las  bahwa  penangkalan  nuklir  sebenarnya  tidak  mempunyai  relevansi  sama  se-s 
kali  dengan  perdamaian,  sekurang-kurangnya  dengan  ada  atau  tidak  adanyae 
perang  nuklir.  Tidak  mustahil  bahwa  tidak  terjadinya  perang  nuklir  hingga  saat;. 
ini  justru  membuktikan  bahwa  asumsi  itu  tidak  benar.  I 

Menarik  sekali  bahwa  asumsi  demikian,  sekurang-kurangnya  secara  impli-r 
sit,  juga  diterima  bahkan  oleh  mereka  yang  menentang  penangkalan  nuklirij 
atas  dasar  penolakan  atau  keragu-raguan  mereka  terhadap  sebarisan  asumsiu 
yang  berkisar  pada  soal  rasionalitas  di  atas,  maupun  oleh  mereka,  sekurang-r 
kurangnya  sebagian  dari  mereka,  yang  menentangnya  atas  dasar  pertimbanganh 
moral  dan  apalagi  yang  menolaknya  atas  dasar  pertimbangan  bahwa  penang-^ 
kalan  nuklir  tidak  memadai  untuk  menghadapi  "ancaman  Soviet,"  yang  justrut 
menjadi  asumsi  dasar  yang  kini  kita  bicarakan.  Kelompok  yang  pertama,  atasi 
dasar  keraguan  mereka  terhadap  asumsi-asumsi  yang  berkisar  pada  rasionali-t' 
tas  menolak  penangkalan  nuklir  sebagai  suatu  kebijaksanaan  keamanan  yangr 
kemungkinan  sekali  akan  gagal.  Tetapi  karena  mereka  menerima  ancamanp 
Soviet  yang  kini  terutama  berwujud  kemungkinan  serangan  rudal  balistik. So-]> 
viet,  bersedia  mempertimbangkan  sebagai  salah  satu  cara  menanggulanginyaij 
suatu  sistem  pertahanan  terhadap  rudal-rudal  balistik  Soviet  itu.-'^  Sebab  itu  ti-l 
dak  mengherankan  bahwa  pandangan  seperti  ini,  kendati  penolakannya  tqrha 
dap  penangkalan  nuklir,  dapat  menerima  program  SDI,  yang  sekurang-kU' 
rangnya  pada  permulaannya  justru  dilontarkan  untuk  meninggalkan  strata; 
penangkalan  nuklir. 


''Slcgcnga,  "Nuclear  Deterrence."  hal.  141. 
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Begitu  pula  dengan  mereka  yang  menolak  penangkalan  nuklir  atas  dasar 
pertimbangan  moral. 6  Masalah  ancaman  Soviet  ini  akan  kita  bicarakan  tersen- 
diri  kemudian  dalam  tulisan  ini.  Lebih  dahulu  kita  scroti  pandangan  mereka 
yang  menolak  strategi  penangkalan  nuklir  atas  dasar  pertimbangan  moral.  Pa- 
da  intinya  mereka  ini  menganggap  bahwa  kalaupun  penggunaan  kekerasan 
atas  dasar  teori  perang  adil  (just  war)  dapat  dibenarkan  dalam  batas-batas  ter- 
tentu,  dalam  arti  dengan  tujuan  yang  terbatas,  kerusakan  yang  terbatas,  dan 
kepastian  tentang  tercapainya  sesuatu  tujuan  yang  baik  dan  adil,  batasan-ba- 
tasan  ini  sulit  diwujudkan  dengan  persenjataan  nuklir.  Lebih  penting  lagi,  jika 
r  membunuh  berjuta  manusia,  karena  kekuatan  menghancurkan  yang  dahsyat 
.  dari  senjata  nuklir,  tidak  bisa  dibenarkan  secara  moral,  maka  mengancam  un- 
t  tuk  melakukan  hal  itu,  yang  merupakan  hakikat  dari  penangkalan  nuklir,  juga 
t  tidak  dapat  dibenarkan  secara  moral.  Sebab  itu  atas  dasar  pertimbangan  moral , 
t  bahkan  memiliki  senjata  nuklir  itu  sendiri  untuk  kepentingan  itu  tidak  bisa 
c  dibenarkan.  Anjuran  mereka  ialah  penggunaan  sistem  pertahanan  yang  non- 


n  nuklir. 


Sebenamya,  ancaman  penggunaan  kekerasan  juga  bertentangan  dengan 
FPiagam  PBB,  khususnya  Artikel  2  (4)  yang  sebagian  berbunyi  sebagai  berikut : 
-  "Semua  anggota  harus  menghindari  diri  dalam  hubungan  internasional  mereka 
ddari  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  terhadap  integritas  tentorial  atau 
kkemerdekaan  politik  sesuatu  negara,  ..."  Lagi  pula,  penangkalan  nuklir  sebe- 
nnamya  berarti  menyanderakan  jutaan  penduduk.  Ancaman  yang  terkandung 
ddalam  penangkalan  nuklir  itu  lebih  tidak  bisa  dibenarkan  lagi  karena  dalam 
^  strategi  NATO  flexible  response  (tanggapan  luwes)  terkandung  unsur  penggu- 
nnaan  nuklir  bahkan  meskipun  yang  dihadapi  adalah  ancaman  dalam  bentuk 
kkonvensional,  artinya  non-nuklir.  Inilah  prinsip  nuclear  first  use.  Prinsip  ini 
rrmenjadi  unsur  strategi  NATO,  sedang  Uni  Soviet  sendiri  telkh  secara  resmi  me- 
p  negaskan  niatnya  untuk  tidak  menj adi  negara  yang  pertama)  menggunakan  sen- 
'  jata  nuklir  dan  mengajak  AS  untuk  berbuat  yang  sama. 

Meskipun  demikian  pernyataan  Soviet  itu  umumnya  di  Barat  tidak  ditang- 
i:gapi  serius.  Kalaupun  pernyataan  Soviet  untuk  tidak  menjadi  negara  yang  per- 
t  tama  mempergunakan  senjata  nuklir  itu  dianggap  serius,  hal  itu  mungkin  di- 
^pandang  di  Barat  sebagai  tidak  begitu  relevan,  sebab  bentuk  ancaman  Soviet 
^yang  utama,  terutama  bagi  Eropa  Barat,  sejak  semula  adalah  kekuatan  kon- 
vensional  Soviet  (kini  Pakta  Warsawa)  yang  selalu  dianggap  lebih  unggul  dari 
Kekuatan  Eropa  Barat.  Inilah  latar  belakang  pembentukan  NATO.  Untuk 
^menghadapi  kekuatan  konvensional  Soviet  itulah,  jika  diperlukan  ,  dipersiap- 

"Lihat  ibid.,  hal.  136-143;  lihat  juga  Rev.  J.  Bryan  Hchir,  "Moral  Lssucs  in  Deterrence  Policy," 
■  an  George  Sher,  "The  U.S.  Bishops'  Position  on  Nuclear  Deterrence  :  A  Moral  Assessment,"  da- 
■'^^TheSecurity  Gamble:  Deterrence  Dillemasinthe  Nuclear  Age,  ed.DoiiglasMacLcan  (New  Jer- 
sey :  Rowman  &  Allanheid,  Publishers,  1984):  hal.  53-82. 
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kan  penggunaan  senjata  nuklir,  yang  dikategorikan  sebagai  senjata  nuklir 
"taktis,"  yang  berarti  nuclear  first  use  dan  yang  menjadi  bagian  dari  strategi 
flexible  response. 

Tidak  adanya  tanggapan  yang  positif ,  apalagi  pernyataan  yang  serupa  dari 
Barat  yang  berisi  penyangkalan  terhadap  prinsip  nuclear  first  use,  adalah  salah 
satu  pencerminan  tidak  atau  kurang  adanya  saling  kepercayaan  antara  AS  dan 
Uni  Soviet,  yang  senantiasa  mewarnai  hubungan  kedua  negara  adikuasa  itu 
dan  yang  telah  menghalangi  setiap  gagasan  atau  usaha  untuk  mencapai  perse- 
tujuan  antara  keduanya  hampir  dalam  setiap  bidang,  terutama  dalam  bidang 
strategi.  Hal  itu  juga  merupakan  salah  satu  pencerminan  kurangnya  saling 
pengertian  antara  kedua  negara.  Oleh  sebab  itu  masalah  strategi  Soyiet  juga 
selalu  menjadi  bahan  perdebatan  dan  ketidaksepakatan. 


IV 

Di  sini  kita  sampai  pada  pandangan  ketiga  yang  menolak  penangkalan  nu- 
klir atas  dasar  interpretasi  tertentu  tentang  strategi  nuklir  Soviet.  Terutama. 
berdasarkan  pengalaman  sejarahnya  yang  penuh  dengan  serangan  dari  luar, 
bahkan  sej  ak  zaman  Tsar  Uni  Soviet  selalu  mempunyai  obsesi  tentang  ancaman 
terhadap  keamanan  nasional  dan  integritas  teritorialnya.  Ini  diperkuat  oleh 
ideologi  Marxisme-Leninisme,  khususnya  setelah  dikembangkan  oleh  StaUn 
dalam  teorinya  tentang  "sosiaUsme  di  satu  negeri"  dan  "pengepungan  kapita- 
lisme."  Pembentukan  apa  yang  dinamakan  "cordon  sanitaire,"  yaitu  peng- 
amanan  perbatasannya  dengan  terjaminnya  pembentukan  pemerintahan-pe- 
merintahan  yang  "bersahabat"  di  sekitar  perbatasannya,  merupakan  tujuan 
utama  politik  luar  negeri  Soviet.  Ini  sebagian  menjeiaskan  --  kalaupun  tidak 
membenarkan  ~  "ekspansi"  dan  dominasi  Soviet  di  Eropa  Timur  menjelang,  »; 
selama,  dan  sesudah  Perang  Dunia  II,  dan  sampai  taraf  tertentu  juga  di  Afgha- 
nistan dewasa  ini. 

Antara  lain  karena  latar  belakang  sejarah  itulah  mengapa  strategi  nuklir 
Soviet  dititikberatkan  pada  segi  pertahanan  atau  defensif .  Dengan  asumsi  bah- 
wa  jika  terjadi  perang,  peperangan  itu  akan  dimulai  oleh  "agresi  kaum  impe-  ^ 
rialis"  (kini  AS),  strategi  keamanan  dan  pertahanannya  ditujukan  untuk  men-  ' 
cegah  agar  kaum  agresor  tidak  memperoleh  kemenangan.  Sistem  pertahanan 
Soviet  itu  meUputi  pertahanan  darat,  udara,  dan  pertahanan  sipil,  yang  di  Ba- 
rat  dian_ggap  sangat  kuat  dan  canggih.  Inilah  yang  dikenal  dengan  strategy  by  ' 
denial  J 

Tetapi  di  Barat  titik  berat  pada  pertahanan  itu  umumnya  diinterpretasikan 
sebagai  upaya  Soviet  untuk  survive,  atau  selamat  dari  peperangan  nuklir.  Lebih  el 

^Baca  lulisaii  terdaliulu  oleh  .1.  Kusnanto  Anggoro,  "Strategi  Penangkalan  Nuklir  Uni  Soviet," 
Analisa,  XV,  no.  2  (Februari  1986)  :  hal.  95-1 14.  ^ll 
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jauh  lagi  strategy  for  survival  itu  diartikan  sebagai  strategi  untuk  memenangkan 
perang.  Oleh  sebab  itu  terdapat  anggapan  di  Barat  bahwa  Uni  Soviet  sebenar- 
nya  masih  dengan  setia  menganut  strategi  dan  konsep  perang  dalam  pengertian 
Clausewitz,  yaitu  bahwa  perang  adalah  lanjutan  dari  politik,  sebagai  alat  poli- 
tik,  dan  strategi  ditujukan  untuk  memenangkan  peperangan  dalam  arti  menca- 
pai  sesuatu  tujuan  politik. 

Sebaliknya  telah  menjadi  pandangan  yang  umum  di  Barat  bahwa  karena 
perkembangan  persenjataan  nuklir  perang  tidak  lagi  dapat  dipergunakan  seba- 
;gai  alat  poHtik,'  sedang  strategi  tidak  lagi  ditujukan  pada  tercapainya  keme- 
mangan.  Sebaliknya,  karena  daya  penghancuran  persenjataan  nukhr  yang  dah- 
ssyat,  strategi  kini  ditujukan  pada  pencegahan  perang,  karena  dalam  suatu  pe- 
fperangan  nukhr  tidak  akan  mungkin  lagi  tercapai  suatu  kemenangan,  seku- 
rrang-kurangnya  dalam  arti  konvensional  sebelum  perkembangan  senjata  nu- 
kklir.  Lebih  dari  itu,  bukan  hanya  negara-negara  yang  langsung  terlibat  perang 
ttetapi  cepat.atau  lambat  seluruh  dunia  dan  umat  manusia  akan  mengalami  ke- 
hhancuran  karena  radiasi. 

Di  Barat  strategi  pencegahan  perang  nuklir  itu  telah  diusahakan  melalui  pe- 
niangkalan  nuklir,  yang  berintikan  MAD  (Mutual  Assured  Destruction).  Dasar 
p^emikirannya  adalah  bahwa  perang  bisa  dicegah  jika  dan  apabila  kedua  belah 
p3ihak,  AS  dan  Uni  Soviet,  telah  mencapai  keseimbangan,  dan  masing-masing 
imemiliki  kemampuan  untuk  melakukan  balasan  meskipun  telah  menderita  se- 
rrangan  pertama,  dan  mengenakan  kehancuran  pada  pihak  penyerang  lebih  da- 
rn keuntungan  yang  diharapkan  akan  diperoleh  dari  serangannya.  Strategi  pe- 
niangkalan  nuklir  itu  dengan  demikian  berarti  bahwa  kedua  belah  pihak  sahng 
rmengancam  untuk  menghancurkan  jika  pihak  lawan  lebih  dulu  menyerangnya. 
Dan  sinilah  berasal  sebutan  balance  of  terror  untuk  menggambarkan  perim- 
)jangan  kekuatan  antara  kedua  negara  adikuasa. 

Tentu  saja  strategi  penangkalan  nuklir  seperti  itu  hanya  bisa  berlaku,  di 
ampmg  asumsi-asumsi  seperti  diuraikan  di  atas,  jika  kedua  belah  pihak  saling 
menerapkannya.  Pihak  Uni  Soviet  sendiri  tidak  pernah  menyatakan  dengan  je- 
aas  bahwa  mereka  juga  menerapkan  strategi  penangkalan  nuklir  semacam  itu. 
r  etapi  pada  umumnya  dianggap  bahwa  dengan  menandatangani  persetujuan- 
Joersetujuan  tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata  dengan  AS  seperti 
)oerjanjian  SALT  I  dan  SALT  II,  Uni  Soviet  sebenarnya  secara  implisit  meneri- 
ma  bukan  saja  telah  tercapainya  keseimbangan  strategis  dengan  AS,  tetapi  ju- 
!fa  asas  penangkalan  nuklir  dan  MAD. 

Meskipun  demikian,  sementara  kalangan  di  Barat  meragukan  hal  ini  Me- 
eka  beranggapan  bahwa  Uni  Soviet  tidak  menganut  strategi  penangkalan  nu- 
fl  hr  dan  asas  MAD,  melainkan  menganut  pandangan  bahwa  tidak  saja  ia  dapat 
icelamat  (survive)  dari  perang  nuklir  tetapi  juga  bahwa  perang  nuklir  dapat  di- 
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menangkan  (winnable).  Pengembangan  kekuatan  pertahanan  seperti  dikemu- 
kakan  di  atas  yang  disertai  dengan  pembangunan  kekuatan  ofensif  (khususnya 
ICBM)  secara  besar-besaran  dengan  kualitas  yang  semakin  meningkat  diang- 
gap  merupakan  pencerminan  strategi  Soviet  untuk  tidak  saja  selamat  dari  pe- 
perangan  nuklir  tetapi  juga  untuk  melakukan  disarming  first  strike  (serangan 
pertama  yang  melumpuhkan  kemampuan  membalas  lawan)  dan  memenang- 
kan  peperangan. 

Jika  demikian  halnya,  maka  strategi  penangkalan  nuklir  AS  yang  berinti- 
kan  asas  MAD  tidak  memadai,  bukan  saja  karena  strategi  itu  tidak  dapat  men- 
cegah  perang  tetapi  juga  tidak  akan  menjamin  survival  apalagi  kemenangan  ji- 
ka peperangan  terjadi  karena  serangan  pertama  Soviet.  Oleh  sebab  itu  dirasa 
perlu  bahwa  AS  meninggalkan  strategi  penangkalan  nuklir  dan  menyesuaikan 
strateginya  dengan  strategi  Soviet.  Kalaupun  strategi  penangkalan  masih  di- 
berlakukan,  maka  strategi  yang  diarahkan  pada  kemenangan  juga  memiliki  ni- 
lai  penangkalan,  karena  strategi  ini  mengancam  Uni  Soviet  dengan  kekalahan.  i 
Proses  penyesuaian  dengan  strategi  Soviet  inilah  yang  di  juluki  reverse  conver- 
gence atau  konvergensi  berbalik.  ^ 

Jika  dengan  konvergensi  berbalik  ini  akan  diterapkan  lagi  pemikiran  strate- 
gi klasik  dari  Clausewitz,  memang  strategi  ditujukan  untuk  meraih  kemenang- 
an dalam  peperangan  demi  tercapainya  suatu  tujuan  politik.  Tujuan  politik  ini 
adalah  kehancuran  sistem  dan  negara  Soviet  itu  sendiri. 

Tujuan  semacam  itu  memang  didambakan  sekurang-kurangnya  oleh  seke- 
lompok  unsur-unsur  yang  menganut  garis  keras  ("kanan  luar")  yang  juga  terda- 
pat  dalam  pemerintahan  Reagan  sekarang  ini,  di  samping  unsur-unsur  lainji 
yang  berbeda  pandangan.  Keadaan  ini  sering  mempersulit  proses  dalam  peme-  n 
rintahan  AS  untuk  menentukan  formula  kebijaksanaan  dalam  menghadapi  il 
perundingan  dengan  Uni  Soviet  tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata.  ^ ; 
Unsur-unsur  ini  memang  tidak  menghendaki  adanya  pengawasan  dan  perlu-  i 
cutan  senjata.  Sebaliknya  mereka  lebih  berkepentingan  dalam  peningkatani 
perlombaan  senjata  yang  akhirnya  akan  b^rakibat  hancurnya  perekonomian  i) 
Soviet  dan  dengan  itu  kehancuran  sistem  dan  rezim  Soviet  dari  dalam  sendin.  |l 


**Gagasan  ini  dicctuskan  oleh  Dr.  Colin  S.  Gray.  Pembahasan  tentang  teori  ini  dapat  dibaca  da- 
lam Donald  W.  Hanson,  "Is  Soviet  Strategic  Doctrine  Superior  ?,"  International  Security,  vol.  7, 
no.  3  (Winter  1982/198.1) :  hal.  61-8.3.  Teori  cwivt'/gc/ifc  sendiri  munculsekitartahun  1960-an.  Me- 
nurut  teori  ini,  terlMiat  gejala-gejala  balnva  dalam  beberapa  lial  dalam  perkcmbangannya  sistem 
Soviet  semakin  mendeki.;'  sistem  Amcrika  .sehingga  pada  suatu  saat  kemungkinan  kedua  sistem  itu 
bertemu.  Dalam  gagasan  reverse  convergence,  yang  dianjurkan  adalah  kebalikan  proses  itu,  AS 
menyesuaikan  diri  dengan  Uni  Soviet  dalam  hal  strategi. 

'^Pembahasan  tentang  hal  ini  dapat  dibaca  dalam  Strobe  Talbott,  Deadly  Gambits :  The  Reagan 
Adniinistnilion  and  the  Stalemate  in  Nuclear  Arms  Control  (London  :  Pan  Books,  1984). 
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Mungkin  sekali  karena  pengaruh  unsur-unsur  demikian  bahwa  pemerin- 
tahan  Reagan,  yang  pada  dasarnya  memang  berhaluan  keras  anti-komunis  (le- 
bih  tepat  anti-Soviet,  karena  sikap  anti-komunis  itu  tidak  lagi  konsisten  dalam 
hubungannya  dengan  RRC)  dalam  menghadapi  Uni  Soviet,  sering  memberi 
kesan  tidak  bersungguh-sungguh  menghendaki  tercapainya  persetujuan  de- 
ngan Uni  Soviet  tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata,  lebih-Iebih 
mengingat  ucapan-ucapannya  yang  sangat  memusuhi  Uni  Soviet.  Telah  timbul 
kecungaan  bahwa  dengan  kedok  perundingan-perundingan  dengan  Uni  Soviet 
tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata  sebenarnya  AS  -  dan  kemungkin- 
[2 an  besar  juga  Uni  Soviet  ~  hanya  bersedia  menandatangani  persetujuan-perse- 
t  tujuan  yang  menguntungkan  pihaknya  sendiri.  Dalam  praktek  memang  hampir 
ssetiap  persetujuan  tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata  mengandung 
l.lobang-lobang  atau  peluang-peluang  yang  memungkinkan  tetap  dilaksanakan- 
nnya  pengembangan  dan  peningkatan  senjata  yang  tidak  secara  terang-terangan 
aatau  hanya  secara  samar-samar  dibatasi  atau  dilarang  oleh  persetujuan-perse- 
rtujuan  itu,  baik  secara  kuantitatif  maupun  kuahtatif.  Ini  tentu  saja  berakibat 
ddilanjutkannya  perlombaan  persenjataan  yang  tiada  akhirnya.  Dan  jika  demi- 
kkian  halnya,  tujuan  politik  AS  untuk  menghancurkan  Uni  Soviet  seperti  dise- 
bbut  di  atas  dapat  juga  diusahakan  tercapainya  melalui  perlombaan  senjata  yang 
aakhirnya  akan  menghancurkan  perekonomian  Soviet,  dan  dengan  demikian 
lUni  Soviet  sendiri. 


V 


Jika  demikian  halnya,  siapa  mengancam  siapa  sebenarnya?  Yang  jelas  de- 
nagan  jumlah  dan  tingkat  persenjataan  yang  tidak  terperikan  daya  penghancur- 
aannya  pada  kedua  belah  pihak,  AS  dan  Uni  Soviet,  yang  saling  berhadapan  dan 
bermusuhan,  situasi  ancam-mengancam  antara  keduanya  telah  menjadi  suatu 
kcenyataan  hidup  yang  tampak  mempunyai  dinamika  dan  momentumnya  sendi- 
rri  dalam  politik  internasional  dewasa  ini. 

Bagaimana  hubungan  saling  mengancam  itu  bermula  dan  berkembang  te- 
^ah  dibahas  dalam  tulisan  terdahulu  sebagai  bagian  dari  rangkaian  tulisan  ini  10 
YYang  hendak  dibicarakan  di  sini  adalah  sisi  lain  dari  cerita  sejarah  yang  sa- 
ma.  Telah  dikatakan  bahwa  persepsi  tentang  ancaman  Soviet  bermula  dari  ke- 
Jiyataan  bahwa  pada  akhir  Perang  Dunia  II  Uni  Soviet  tidak  melakukan  demo- 
ijihsasi  tetapi  malahan  mempertahankan  pasukan-pasukannya  di  Eropa  se- 
JJang  negara-negara  Barat  yang  telah  menjadi  sekutu-sekutunya  dalam  perang 
^elakukannya.  Keadaan  itu  dianggap  merupakan  ancaman  bagi  Eropa  Barat, 
feang  telah  menderita  dan  lemah  karena  perang. 


,  '"Lihat  A.R.  Sutopo,  "Perkembangan  Pemikiran  Strategi  Nuklir  Barat,"  Analisci,  XV  no  2 
Feebruari  1986) :  hal.  73-95.  ' 
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Di  sinilah  bermula  salah  tafsir,  salah  pengertian  dan  kecenderungan  untuk 
mengacaukan  antara  kemampuan  militer  dan  intensi  Soviet  yang  berlaku  hing- 
ga  sekarang  di  Barat  pada  umumnya,  faktor-faktor  yang  telah  mewarnai  hu- 
.bungan  Timur-Barat  sejak  berakhirn'ya  Perang  Dunia  II.  Sebenarnya  memper- 
tahankan  pasukan  yang  besar  dalam  masa  damai  telah  menjadi  tradisi  sejak 
zaman  Rusia  di  bawah  kekuasaan  Tsar,  yang  oleh  rezim  Soviet  telah  dilanjut- 
kan,  seperti  terjadi  dalam  tahun  1920-an  dan  1930-an.  Apa  yang  dilakukan 
oleh  Uni  Soviet  pada  akhir  Perang  Dunia  II  adalah  kebiasaan  yang  oleh  pe- 
mimpin-pemimpin  Soviet  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  wajar,  apalagi  pada 
saat  itu  angkatan  udara  dan  laut  Soviet  tidak  sekuat  negara-negara  Barat.  Seja- 
rah  abad  ke-19  penuh  kita  jumpai  keluhan-keluhan  yang  serupa  dari  negara- 
negara  lain  tentang  besarnya  angkatan  perang  Rusia.  Hal  ini  mempunyai  latar 
belakang  psikologis  bangsa  maupun  penguasa  Rusia. 

Di  samping  itu,  posisi  Soviet  yang  baru  diperolehnya  di  Eropa  Timur,  yang 
antara  lain  berkat  persetujuan  Potsdam  dan  Yalta,  memerl.ukan  dipertahan- 
kannya  angkatan  perang  Soviet  yang  besar,  yang  akan  segera  dilengkapi  de- 
ngan  pasukan-pasukan  dari  negara-negara  komunis  yang  baru  didirikan  di 
Eropa  Timur.  Di  mata  para  pemimpin  Soviet,  posisi  yang  baru  itu  berarti  tugas 
dan  tanggung  jawab  yang  baru  dan  lebih  besar,  yang  memerlukan  citra  kekuat- 
an,  dan  bukannya  kelemahan,  apalagi  menghadapi  negara-negara  dan  rakyat- 
nya  yang  sebagian  besar  hampir  pasti  tidak  menyambut  baik  kekuasaan  dan 
dominasi  Soviet. 

Masalahnya  adalah  sejauh  mana  dan  dalam  bentuk  apa  kehadiran  pasukan 
Soviet  itu  merupakan  ancaman  bagi  Eropa  Barat.  Hampir  pasti  bahwa  setelah 
memperoleh  posisinya  yang  baru  di  Eropa  Timur,  Uni  Soviet  berharap  bahwa 
dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama  kekuasaan  komunis  melebar  ke  Eropa  Ba- 
rat. Tetapi  ini  tidak  berarti  bahwa  meskipun  dengan  begitu  Uni  Soviet  ingin 
memperluas  pengaruh  dan  kekuasaan  atau  dominasinya  di  Eropa  Barat,  ia 
hendak  mencapai  tujuan  itu  melalui  invasi  langsung  terhadap  Eropa  Barat.  Se- 
perti halnya  dengan  Eropa  Timur,  pendudukan  Jerman  selama  perang  dan  per- 
lawanan  terhadap  pendudukan  itu  telah  menciptakan  keadaan  yang  memberi 
peluang  yang  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  kaum  komunis  untuk  me- 
rebut  kekuasaan  negara.  Dengan  kata  lain  ancaman  komunis  yang  ada  waktu 
itu  terutama  bersifat  sosial,,  politik  dan  ekonomis,  dan  bukannya  bersifat  an- 
caman militer.  Posisi  Soviet  yang  baru  di  Eropa  Timur  maupun  kedudukan  dan 
peranannya  bersama-sama  dengan  sekutu-sekutunya  dari  Barat  dalam  menge- 
lola  pendudukan  di  Eropa  akibat  kekalahan  Jerman  memberi  harapan  akan 
membantu  proses  yang  diharapkan  itu. 


"Lihat  ulasiln  tentang  lial  ini  dalam  George  F.  Kennan,  Memoirs  1950-1963  (New  York  :  Pan- 
theon Booi<.s,  1972):  hal.  334-5. 


PERDEBATAN  MASALAH  STRATEGI 


433 


Uni  Sopviet  tidak  bermaksud  mencapai  tujuan-tujuan  itu  melalui  perang 
karena  beberapa  alasan  yang  tidak  berkaitan  dengan  pertimbangan-pertim- 
bangan  moral  melainkan  atas  dasar  realisme  dan  pragmatisme.  Sekurang-ku- 
rangnya  sampai  saat  itu  komunisme  masih  dirasa  lemah  dibanding  dengan  ka- 
pitahsme.  Sebab  itu  konfrontasi  langsung  secara  militer  tidak  akan  mengun- 
tungkan  komunisme  dan  harus  dihindari  sej  auh  mungkin .  Di  samping  itu  telah 
menjadi  keyakman  kaum  komunis  bahwa  dunia  kapitalis  mempunyai' kele- 
mahan-kelemahan  yang  tidak  terelakkan  di  dalamnya  dalam  bentuk  perpecah- 
an  dan  kontradiksi-kontradiksi  yang  akan  memperlemahnya.  Tugas  kaum  ko- 
munis adalah  memanfaatkan  kelemahan-kelemahan  dan  kontradiksi-kontra- 
diksi Itu  demi  keuntungannya  dengan  menempuh  berbagai  jalan  seperti  pene- 
trasi  dan  infiltrasi,  subversi,  dan  perang  urat  syaraf.  12 

Tetapi  seperti  telah  kita  lihat  perkembangannya  hingga  saat  ini,  ancaman 
Soviet  Itu  telah  dimengerti  di  Eropa  Barat  hampir  semata-mata  sebagai  ancam- 
^"  ""xJ^i^^^^^^'  jawaban  terhadap  ancaman  itu  telah  dibentuklah  perseku- 
tuan  NATO  dan  dalam  rangkaini  kehadiran  militer  AS  dipertahankan  di  Ero- 
pa Barat,  meskipun  pada  waktu  itu  sangat  disadari  pula  tantangan  yang  diberi- 
kan  oleh  masalah-masalah  dalam  negeri  di  Eropa  Barat  seusai  perang  "  dan 
meskipun  nama  itu  sendiri  tidak  tepat  karena  tidak  semua  anggota  NATO 
adalah  negara  Atlantik. 

Tambahan  pula,  strategi  pembendungan  (terhadap  komunisme)  yang  di- 
anut  oleh  AS  sejak  selesainya  Perang  Dunia  II  dan  pada  dasarnya  dilanjutkan 
h.ngga  sekarang,  dititikberatkan  pada  segi  militer.  Padahal  ketika  mula-mula 
dicetuskan  politik  pembendungan  (containment)  itu  sebenarnya  tidak  pernah 
dimaksudkan  demikian.  Yang  dimaksudkan  dengan  strategi  itu  semula  adalah 
pembendungan  terhadap  ancaman  komunis  atau  kekuatan  Soviet  dalam  pe- 
ngertian  yang  non-militer  dan  dengan  titik  berat  pada  masalah-masalah  dalam 
1  negeri  yang  timbul  di  Eropa  Barat  setelah  Perang  Dunia  II,  yang  harus  ditang- 
Igulangi  dengan  cara-cara  non-miHter  pula.  Pelaksanaan  apa  yang  dikenal  de- 
i  ng^n  Marshall  Plan  sebenarnya  lebih  tepat  sebagai  jawaban  terhadap masalah- 
1  masalah  itu,  yang  jika  tidak  diatasi  akan  merupakan  tanah  subur  bagi  meluas- 
Immter  NATO  pembentukan  persekutuan 

Dengan  demikian  strategi  pembendungan  telah  disalah-mengertikan,  dibe- " 
'okkan  dan  diterapkan  jauh  menyimpang  dari  yang  dimaksudkan  semula,  dari 
ssegi  pohtik  ke  segi  militer.  14  Lagi  pula,  politik  pembendungan  itu  sebenarnya 

^^Ibid.,  hal.  332-3 

EBab'l5!''hlL  3?4.367"  ^^^^''^^^  ^^^"^  B""!^^'  1967). 
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semakin  kehilangan  rasionalnya  dan  semakin  tidak  berlaku  dengan  pecahnya 
dunia  komunis  yang  semula  monolitis  di  bawah  pimpinan  Moskwa  menjadi  po- 
lisentris  sejak  keluarnya  Yugoslavia  dari  cengkeraman  Soviet  dan  kemudian 
lebih  penting  lagi  dengan  tinibulnya.perselisihan  antara  Uni  Soviet  dan  Repu- 
blik  Rakyat  Cina. 

Di  mata  Soviet,  segala  tindakan  Barat  baik  dalam  kerangka  NATO  mau- 
pun  politik  pembendungan  AS  yang  dititikberatkan  pada  segi  militer,  kendati 
dalih  pertahanan  (defensif)  ataupun  penangkalan  yang  dipergunakan,  mau  ti- 
dak mau  dianggap  sebagai  ancaman  militer  dengan  posisi  ofensif.  Pembentu- 
kan  persekutuan-persekutuan  a  la  NATO  dan  penempatan  basis-basis  militer 
yang  mengelilingi  dan  diarahkan  pada  Uni  Soviet  susah  untuk  diartikan  secara 
lain.  Dan  negara  mana  pun  yang  mempunyai  kehormatan  dan  harga  diri  nasio- 
nal,  apalagi  negara  besar  seperti  Uni  Soviet,  ditambah  pula  dengan  pengalam- 
an  sejarahnya  sejak  zamafi  Rusia  dibawah  kekuasaan  Tsar  sebagai  bangsa  yang 
sering  menjadi  korban  serangan  dari  luar,  pengalaman  yang  telah  menumbuh- 
kan  obsesi  tentang  keamanan  nasional  dan  integritas  teritorialnya,  pasti  tidak 
akan  membiarkan  terlalu  lama  tindakan  pengepungan  semacam  itu. 

Dalam  konteks  itulah  terutama  dapat  kita  mengerti  pembangunan  militer 
Soviet  menghadapi  kekuatan  AS.  Mitos  atau  bayangan  ancaman  militer  Soviet 
dengan  demikian  telah  menjadi  kenyataan.'^  Kekhawatiran  atau  ketakutan 
yang  melatarbelakangi  pembentukan  NATO  dan  politik  pembendungan  yang 
tersesat  (distorted)  telah  menjadi  self-fulfilling  prophesy.  Dan  seluruh  dunia  ti- 
dak tahu  apakah  keadaan  ancam-mengancam  antara  kedua  negara  adikuasa 
itu  akan  berakhir,  kapan,  dan  bagaimana,  meskipun  nasibnya  kini  banyak  ber- 
gantung  padanya.  Diteruskannya  perdebatan  yang  sehat,  jujur,  dan  terbuka 
dalam  masalah-masalah  strategi  mungkin  akan  membantu  menemukan  jawab- 
an  yang  tepat. 


'■^Liliat  ulasan  tentang  hal  itu  oleh  idem,  "America's  Unstable  Soviet  Policy,"  dalam  The  Nuc- 
lear Delusion  :  Soviet  -American  Relations  in  the  Atomic  Age  (London  :  Hamish  Hamilton,  1984): 
hal.  211-232. 


Prakarsa  Pertahanan  Strategis 
atau  "Perang  Bintang": 
►  Apa  yang  Dipergunjiiigkan? 

J.  Soedjati  DJIWANDONO 


Satu  isyu  besar  yang  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini  boleh  dikatakan  te- 
lah  mendominasi  perdebatan  dan  pemikiran  tentang  masalah-masalah  strategi 
nukhr  berkisar  pada  prakarsa  pertahanan  strategis  {Strategic  Defence  Initiative 
atau  SDT),  yang  kini  telah  dijuluki  "Perang  Bintang"  (Star  Wars).  Pemikiran 
tentang  pertahanan  strategis  itu  sendiri  sebenarnya  bukanlah  suatu  hal  yang  ba- 
ru.  Tetapi  wujud  dari  sistem  pertahanan  strategis  yang  diidamkan  dengan  pro- 
gram penelitian  dan  pengembangan  seperti  yang  dikehendaki  oleh  Presiden 
Ronald  Reagan  baru  terungkapkan  dalam  pidatonya  di  depan  Kongres  AS  pa- 
da  tanggal  23  Maret  1983.  Sejak  itulah  telah  timbul  perdebatan  antara  mereka 
yang  menentang  dan  mereka  yang  mendukung  gagasan  Presiden  Reagan  terse- 
but. 

Perdebatan  itu  tidak  saja  terbatas  pada  tingkat  negara  adikuasa  antara  AS 
dan  Urn  Soviet  karena  yang  belakangan  ini  menentang  gagasan  seperti  itu  dan 
menuntut  agar  perundingan  tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata  antara 
kedua  negara  meliputi  masalah  SDI,  yang  sebaliknya  ditolak  oleh  AS.  Dalam 
posismya  yang  terakhir  ketika  babak  perundingan  baru-baru  ini  dimulai  lagi  di 
Genewa,  pihak  Soviet  bahkan  menyatakan  bahwa  setiap  pengurangan  senjata 
nukhr  tergantung  pada  pembatalan  program  SDI  itu,  yang  dianggapnya  seba- 
;  gai  penntang.  Perdebatan  sekitar  masalah  SDI  itu  terjadi  pula  antara  AS  dan 
'  sekutu-sekutunya,  bahkan  antara  para  pemikir,  pejabat,  dan  peminat  strategi 
AS  sendiri  dan  di  negara-negara  sekutunya. 

Tulisan  berikut  ini  akan  menyoroti  secara  singkat  pokok-pokok  masalah 
yang  diperdebatkan.  Tetapi  untuk  itu  lebih  dahulu  perlu  diuraikan  secara  sing- 
ikat  pula  seluk-beluk  SDI  itu  sendiri,  segi-segi  yang  penting,  latar-belakang  pe^ 


'  Lihat  Antara,  9  Mei  1986/B. 
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mikirannya,  dan  motivasi  serta  tujuannya,  maupun  masalah-masalah  lain  yang 
berkaitan. 

TEKNOLOGI SDI 

Julukan  "Perang  Bintang"  (Star  Wars)  pada  program  SDI  sebenarnya  tidak 
benarTbenar  tepat  dan  sedikit  menyesatkan  jika  nama  itu  diambil  dari  cerita 
film  science  fiction  dengan  judul  yang  sama.  Berbeda  dengan  cerita  khayalan 
itu,  sistem  SDI  tidak  dipikirkan  untuk  melibatkan  planet-planet  atau  bintang- 
bintang  dari  berbagai  galaksi,  melainkan  hanya  satelit-satelit  buatan  yang  ke- 
semuanya  tetap  akan  mengitari  orbit  bumi.  Lagi  pula,  negara-negara  yang 
akan  terlibat  dalam  peperangan  nuklir  yang  digambarkan  kemungkinan  terja- 
dinya  terutama  adalah  AS  dan  Uni  Soviet,  keduanya  terletak  pada  planet  yang 
sama  pula,  yaitu  bumi  ini;  Dan  sistem  pertahanan  strategis  dengan  mempergu- 
nakan  satelit-satelit  ini  hanyalah  satu  bentuk  yang  dipikirkan,  sedang  kemung- 
kinan mempergunakan  cara  lain  tanpa  melibatkan  satelit  telah  juga  dipertim- 
bangkan. 

Tetapi  dalam  hal  sistem  SDI  yang  mempergunakan  satelit,  hendaknya  sis- 
tem itu  tidak  dikacaukan  dengan  senjata  anti-satelit  (AS AT),  meskipun  pada 
prinsipnya  mungkin  sekali  sistem  SDI  dapat  juga  diarahkan  terhadap  satelit. 
Dan  pada  dasarnya  sistem  SDI  bukan  pula  suatu  senjata  nuklir,  meskipun  telah 
dipertimbangkan  juga  kemungkinan  penggunaan  ledakan  nuklir  sebagai  suatu 
unsur  untuk  menghasilkan  sejenis  sinar  tertentu.^ 

Pada  tahap  penelitian  dan  pengembangan,  program  SDI  merupakan  usaha 
jangka  panjang  untuk  menjajaki  kemungkinan  secara  teknis  mengembangkan 
suatu  sistem  pertahanan  terhadap  sistem  rudal  balistik  nukUr.  Sebenarnya  ada- 
nya  keyakinan  bahwa  teknologi  modern  memungkinkan  hal  itu  telah  terkan- 
dung  dalam  gagasan  Presiden  Reagan.  Keyakinan  itu  mengilhami  usul  yang  di- 
lontarkannya.  Tetapi  dalam  pidatonya  tanggal  23  Maret  1983  itu  Presiden 
Reagan  baru  sekedar  mengatakan  bahwa  "teknologi  dewasa  ini  telah  mencapai 
suatu  tingkat  kecanggihan  di  mana  adalah  layak  bagi  kita  untuk  memulai  usaha 
ini. "3  Yang  menjadi  pertanyaan  kini  adalah  seberapa  jauh  kemungkinan  itu. 
Hal  ini  sekarang  telah  menjadi  bagian  dari  perdebatan  sekitar  masalah  SDI 
yang  akan  diuraikan  lebih  lanjut  kemudian  dalam  tulisan  ini. 

Konsep  tentang  pertahanan  strategis  utama  yang  menjadi  pusat  perhatian 
dalam  penelitian  pada  tahap  sekarang  ini  adalah  apa  yang  dinamakan  "perta- 

^  Uraian  tentang  teknologi  SDI  dapat  dijumpai  antara  lain  dalam  Robert  Jastrow,  How  To  Make 
Nuclear  Weapons  Obsolete  (London:  Sidwick  &  Jackson,  1985),  khususnya  Bag.  11,  hal.  54-123; 
Alun  Chalfont,  Slar  Wars:  Suicide  or  Survival?  (London:  Wcidfel  and  Nicolson,  1985).  Bab  5,  hal. 
66-84;  Ben  Thompson,  "What  is  Star  Wars?"  dalam  Star  Wars,  ed.  E.P.  Thompson  (New  York: 
Pantheon  Books,  1985):  hal.  28-50. 

•'Naskah  iengkap  pidato  Presiden  Reagan  dilampirkan  pada  buku  Chalfont,  Star  Wars. 
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hanan  berlapis"  {layered defence).  Sistem  ini  dimaksudkan  untuk  menghancur- 
kan  rudal-rudal  musuh  pada  beberapa  tahap  dalam  lintas  perjalanannya  menu- 
ju  sasaran 


Lintasan  rudal  balistik  terdiri  atas  empat  tahapan  utama.  Tahap  pertama 
adalah  apa  yang  disebut  boost  phase  atau  tahap  peluncuran.  Untuk  rudal  ICBM 
dan  generasi  yang  paHng  mutakhir  tahap  ini  memakan  waktu  kira-kira  tiga  me- 
mt  saja.  Selama  itu  rudal  terangkat  ke  luar  dari  silo  (tempat  rudal  itu  ditanam 
dan  disimpan  di  bawah  tanah),  terlontarkan  menembus  dan  keluar  dari  lapisan 
atmosfir  bumi  oleh  roket  pendorong  pertama,  kedua,  dan  ketiga.  Ketiga  roket 
pendorong  mi  masmg-masing  terbakar  selama  kira-kira  satu  menit,  dan  men- 
dorong  rudal  itu  dengan  kecepatan  yang  meningkat  sehingga  mencapai  keting- 
gian  125  mil.  * 

Setdah  itu  rudal  memasuki  tahap  pasca  peluncuran  atau  post-boostlbusin2 
phase  Tahap  im  berlangsung  kira-kira  tujuh  menit.  Selama  itu  lepaslah  pem- 
bawa  kepala-kepala  nuklir  (warheads)  yang  secara  sendiri-sendiri  telah  dipro- 
gramkan  untuk  menuju  sasarannya  masing-masing  (MIRVs:  multiple  indepen- 
dently targeted  re-entry  vehicles) .  Kemudian  pembawa  kepala-kepala  nuklk  itu 
memasuki  tahap  madya  lintasan  atau  mid-course  phase  dan  bersifat  balistikVar- 
tinya  meluncur  dengan  kekuatannya  sendiri  sebagaimana  butir-butir  peluru 
yang  ditembakkan  dari  pucuk  senapan)  hingga  mencapai  puncak  ketinggian- 
i  nya  kira-kira  625  mil  sebelum  kembali  menuju  bumi.  Tahap  ini  berlangsung  ki- 

'  V  f  ""^  !  P''^"^  ""^"'^  '^^^  '"^"^j"  P^^^  ^'^'^i^<^l  phase  atau  tahap 
I  akhir,  ketika  pembawa  kepala-kepala  nuklir  itu  memasuki  kembali  lapisan  at- 
imosfir  bumi  pada  ketinggian  kira-kira  30  mil.  Setelah  kira-kira  satu  setengah 
1  menit  mehntasi  lapisan  atmosfir  kepala-kepala  nuklir  itu  pun  yang  kini  memh 

t^eZ  v'^'T  P'"''  ^'"^  ^^^^^^^n  oleh  gesekan  dengan  lapisan  atmosfir 
Itu  meledak  pada  sasaran  masing-masing. 

Pertahanan  terhadap  rudal-rudal  ICBM  dalam  keempat  tahap  itu  dipertim- 
bangkan  karena  mungkin  tidak  semua  rudal  dapat  dilumpuhkan  pada  tahap 
pertama  karena  jumlahnya  yang  besar,  apalagi  kalau  rudal-rudal  itu  ditembak- 
^kan  bersama-sama.  Jumlah  rudal  ICBM  Soviet  diperkirakan  kini  1.400  Oleh 
:karena  itu  akan  diperlukan  pertahanan  pada  tahap  kedua  terhadap  rudal-rudal 
■yang  selamat  atau  loios  pada  tahap  pertama  itu.  Pada  tahap  kedua  ini  sebagian 
dan  pembawa  kepala-kepala  nuklir  yang  telah  lepqs  mungkin  juga  lolos.  Maka 
d  perlukan  penyerangan  pada  tahap  ketiga.  Dan  terhadap  kepala-kepala  nuklir 
yang  lolos  dar.  tahap  ketiga  ini  dan  telah  memasuki  kembali  lapisan  atmosfir 
menuju  sasarannya  akan  dipersiapkan  pertahanan  tahap  keempat  dan  terakhir. 

Beberapa  teknik  untuk  melumpuhkan  rudal  balistik  nuklir  telah  dipertim- 
.  P^''"^  ^^"y^*"  dibicarakan  sampai  sekarang  adalah  sinar  LA- 

^ER  (singkatan  dari  Light  Amplification  by  Stimulated  Emission  of  Radia- 
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tion).  Keistimewaan  jenis  sinar  yang  dihasilkan  dengan  sistem  laser  adalah 
bahwa  berbeda  dengan  sinar  biasa  yang  semakin  jauh  jarak  yang  ditempuh 
atau  ditembusnya  semakin  menyebar,  sinar  laser  hampir-hampir  selalu  sejajar 
atau  sangat  minim  berkembangnya  meskipun  menempuh  atau  menembus  ja- 
rak yang  sangat  jauh.  Jika  sinar  laser  ini  dipantulkan  kembali  dengan  sebuah 
cermin  cekung  atau  sebuah  lensa,  ia  akan  terfokuskan  pada  suatu  titik  yang 
jauh  lebih  kecil  dan  dengan  demikian  mempunyai  kekuatan  panas  yang  jauh  le- 
bih  besar  daripada  sinar  biasa. 

Jika  fokus  sinar  laser  itu  dengan  kekuatan  yang  sangat  besar  (lebih  dari  se- 
juta  Watt  karena  harus  menempuh  jarak  beratus  mil  melalui  ruang  angkasa) 
diarahkan  pada  sebuah  rudal,  lapisan  rudal  yang  terbuat  dari  baja  itu  dapat  me- 
leleh  dan  menyebabkan  kerusakan  rudal.  Tentu  saja  masalahnya  tidak  seseder- 
hana  itu,  tetapi  itulah  pada  dasarnya  cara  bekerjanya  sinar  laser  dalam  sistem 
SDI  yang  dirancangkan. 

Di  saipping  itu ,  kemungkinan  penggunaan  beberapa  jenis  sinar  lain  juga  di- 
jajagi  dalam  penelitian.  Di  sini  tidak  perlu  kita  memaparkan  secara  terinci  si- 
fat-sifat  khusus  yang  dimiliki  oleh  berbagai  macam  sinar  itu  dan  bagaimana  ma- 
sing-masing  dapat  dihasilkan.  Cukuplah  jika  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya 
jenis-jenis  sinar  itu  memiliki  kecepatan  dan  daya  tembus  yang  lebih  besar  dari 
sinar  laser  sehingga  setelah  melelehkan  dan  menerobos  lapisan  rudal  balistik 
atau  kepala  nuklir  dapat  merusak  sistem  kendali  yang  dioperasikan  dengan 
komputer. 

Di  samping  berbagai  jenis  sinar  terdapat  kemungkinan  pula  untuk  melum- 
puhkan  rudal  balistik  atau  kepala  nuklir  dengan  mempergunakan  semacam  pe- 
luru  biasa  (pellet)  yang  dimuntahkan  dengan  kecepatan  tinggi  dan  dalam  jum- 
lah  yang  besar.  "Peluru"  semacam  ini  memiliki  daya  rusak  sebagaimana  se- 
buah peluru  senjata  biasa.  Jenis  lain  dari  "peluru"  seperti  ini  adalah  apa  yang 
disebut  smart  bullets  atau  smart  rocks.  Ini  dapat  merusak  rudal  balistik  atau  ke- 
pala nukhr  baik  dengan  benturan  biasa  ataupun  dengan  ledakan  pada  saat  ber- 
benturan. 

Jelas  bahwa  pada  dasarnya  sistem  SDI  baik  dengan  menggunakan  berbagai 
jenis  sinar  maupun  semacam  peluru,  apakah  "peluru"  itu  sekedar  untuk  mem- 
bentur  ataukah  dengan  ledakan,  bertujuan  untuk  melumpuhkan  atau  mence- 
gah  rudal  balistik  atau  kepala  nuklir  menuju  sasarannya  dan  meledak.  Sistem 
SDI  itu  tidak  ditujukan  untuk  meledakkan  kepala  nuklir.  Tetapi  tidak  mustahil 
bahwa  kepala  nuklir  Soviet  diprogramkan  sedemikian  sehingga  meledak  pada 
saat  berdekatan  dengan  "peluru"  semacam  itu.  Meskipun  demikian  diperhi- 
tungkan  bahwa  pada  tahap  terakhir  {terminal),  hal  itu  akan  terjadi  pada  keting- 
gian  kira-kira  50.000  kaki  atau  lebih.  Pada  ketinggian  itu  ledakan  nuklir  diper- 
hitungkan.  tidak  akan  mempunyai  akibat  yang  besar  di  bumi,  sedang  usaha  un- 
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ink  melumpuhkan  kepala  nuklir  di  atas  ketinggian  itu  dianggap  tidak  terlalu  su- 

Dengan  berbagai  jenis  sinar  dan  "peluru"  yang  dipergunakan  untuk  me- 
lumpuhkan rudal  balistik  dan  kepala  nuklir  pada  keempat  tahap  dalam  lintasan 
rudal  itu  menuju  sasarannya,  bagaimanakah  sekarang  sistem  SDI  itu  akan  di- 
operasikan  dan  dengan  peralatan  apa  saja?  Dari  sistem  pertahanan  pada  keem- 
pat tahap  Itu  yang  paling  penting  adalah  tahap  pertama,  yaitu  tahap  peluncuran 
{boost-phase) .  Jumlah  kepala  nuklir  pada  rudal  ICBM  Soviet  yang  paling  besar 
sekurang-kurangnya  10  buah.  Sebab  itu  penting  sekali  bahwa  mdal-rudal  ini 
bisa  dilumpuhkan  pada  saat  diluncurkan,  yaitu  pada  permulaan  lintasan  peria- 
lanannya,  sebelum  kepala-kepala  nuklirnya  terlepaskan. 

Tetapi  tahap  itu  secara  teknis  merupakan  tahap  yang  pahng  sulit,  karena 
imenyangkut  penghancuran  rudal  balistik  dalam  wilayah  musuh  dalam  waktu 
I  beberapa  detik  setelah  penyalaan  roket.  Sebagai  salah  satu  cara  untuk  ini  akan 
.diperlukan  sejumlah  besar  satelit  yang  ditempatkan  pada  orbit  bumi  secara 
Trp?f  e  '        wilayah-wilayah  Soviet  tempat  berpangkalnya  rudal-rudal 
IICBM.  Sateht-sateht  mi  dari  ketinggian  lebih  dari  22.000  mil  di  atas  garis  kha- 
Ituhstiwa  akan  melakukan  pengawasan  melalui  sensor-sensor  infra-merah  vane 
cdapat  mendeteksi  setiap  ICBM  yang  meluncur  beberapa  detik  setelah  penyala- 
can  roket  dan  dengan  komputer-komputer  yang  diprogramkan  memperhitung- 
Ikan  daerah-daerah  sasaran.  Seketika  informasi  ini  dikomunikasikan  ke  satelit- 
ssateht  senjata  pada  orbit  yang  lebih  rendah,  yaitu  pada  ketinggian  kira-kira  125 
rmil.  Informasi  itu  sekaligus  dikomunikasikan  juga  ke  armada  satelit  sensor  pa- 
nl  nnn^^  "^^^^^  \mt^^m  yang  berada  di  orbit  pada  ketinggian  antara  3.000  dan 
116.000  mil  dan  yang  memantau  penggelaran  pembawa-pembawa  kepala  nuklir 
((MIRVs)  maupun  umpan  {decoys)  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  Uni  So- 
vviet,  yang  dilepaskan  oleh  rudal-rudal  yang  lolos  dari  pertahanan  tahap  perta- 


Sementara  itu  satelit-satelit  senjata  pada  pertahanan  tahap  pertama  me- 
nmuntahkan  "peluru-peluru,"  sinar  laser  ataupun  jenis  sinar  lain.  Jika  sinar 
yyang  dipergunakan,  beberapa  cara  bisa  ditempuh.  Satelit-sateHt  senjata  itu 
imenghasilkan  sinarnya  sendiri  dan  sekaligus  menggunakan  cermin  yang  ada 
pDadanya.  Dapat  juga  sinar  itu  dihasilkan  oleh  pangkalan  di  bumi  dan  dipancar- 
kcan  ke  arah  cermin  pada  satelit  yang  selanjutnya  akan  mengarahkannya  pada 
ssasaran.  Penggunaan  cermin  seperti  ini  dapat  bertahap,  yaitu  sinar  dari  pang- 
kcalan  di  bumi  dipantulkan  pertama  ke  cermin  pada  orbit  yang  konstan  yang  ke- 
HTiudian  akan  mengalihkannya  pada  cermin  yang  bergerak  pada  orbit  yang  le- 
bih rendah.  Cermin  yang  kedua  inilah  yang  akan  menembakkan  sinaf  itu  ke  sa- 
Soaran . 


(Jastrow,  How  To  Make,  hal.  120. 
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Selain  satelit,  cara  lain  adalah  dengan  menggunakan  apa  yang  dinamai  sis- 
tern  "pop-up"  yang  dilontarkan  dari  kapal  selam.  Alat  semacam  ini,  yang  akan 
diperlengkapi  dengan  sinar  X  laser  yang  dihasilkan  dengan  ledakan  nuklir, 
akan  dipergunakan  hanya  pada  saat  menyerang,  sehingga  mengurangi  kera-  | 
wanan  terhadap  serangan  balasan  yang  dapat  dilakukan  sebelum  menyerang 
rudal  balistik.  Kelemahannya  adalah  bahwa  hanya  senjata  yang  lebih  kecil  da- 
pat  diluncurkan  demikian  hingga  ketinggian  600  mil  sebelum  dapat  "melihat" 
rudal  ICBM  pada  saat  permulaan  peluncurannya.  Efektivitas  sistem  ini  akan 
ditentukan  pula  oleh  panjang-pendeknya  waktu  yang  diperlukan  oleh  rudal 
ICBM  Soviet  pada  tahap  peluncurannya. 

Selanjutnya,  segera  setelah  ketiga  tingkatan  roket  pendorongnya  terbakar  < 

habis,  rudal-rudal  bahstik  yang  lolos  pada  tahap  pertama  tidak  bisa  lagi  dide-  . 

teksi  oleh  sateUt-sateht  sensor  inf ra-merah  yang  berorbit  tinggi .  Pada  tahap  ini ,  li 
sumber  panas  yang  lebih  kecil  pada  tahap  pasca  peluncuran  {post-boost phase) 

akan  dideteksi  oleh  sensor-sensor  madya  Hntasan  (mid-course),  dan  rudal-ru-  y 
dal  itu  kembaU  akan  diserang  oleh  satelit-satelit  senjata  dari  tahap  pertama. 
■  Bersamaan  dengan  itu,  sensor-sensor  pada  tahap  pertengahan  ini,  dengan 

mempergunakan  radar,  sensor-sensor  optik ;  dan  infra-merah  dapat  membeda-  ; 

kan  antara  pembawa  kepala-kepala  nuklir  yang  sebenamya  (MIRVs)  dan  f. 
umpan-umpan  belaka.  Dan  segera  setelah  MIRVs  yang  sesungguhnya  dikena- 

U,  isyarat-isyarat  yang  dikirimkan  dari  sensor-sensor  yang  berpangkalan  di  ^ 
ruang  angkasa  itu  akan  membimbing  beribu-ribu  roket  kecil  dari  pangkalan  di 

bumi  menuju  lintasan  MIRVs  itu.  Ketika  mendekati  pembawa-pembawa  ke-  i 

pala  nukUr  (re-entry  vehicles)  roket-roket  itu  melepaskaq  "peluru-peluru"  yang  |i 

akan  membentur  menghancurkan  sasaran-sasarannya.  | 

Akhirnya,  informasi  dari  sensor-sensor  madya  lintasan  dikomunikasikan  ^ 
ke  sensor-sensor  infra-merah  yang  dibawa  oleh  pesawat  yang  terbang  tinggi 
yang  dilepas  atas  peringatan  menjelang  serangan.  Sensor-sensor  ini  bekerjasa-  i. 
ma  dengan  radar-radar  di  bumi  untuk  mendeteksi  kepala-kepala  nuklir  yang  \\ 
telah  lolos  dari  tahap-tahap  pertahanan  sebelumnya.  Apabila  lintasan  akhir  i 
dari  kepala-kepala  nuklir  itu  telah  dapat  diketahui  dengan  pasti,  roket-roket  I 
tahap  akhir  diluncurkan.  Untuk  mengurangi  sejauh  mungkin  akibat  kemung- 
kinan  ledakan  nuklir  pada  bumi,  serangan  terhadap  kepala-kepala  nuklir  itu  I 
perlu  dilakukan  pada  ketinggian  yang  cukup.  Sebab  itu  roket-roket  tadi  memi- 
liki  kecepatan  tinggi  dan  diperlengkapi  dengan  sistem  kendali.  Segera  setelah 
mendekati  sasaran-sasarannya,  roket-roket  itu  meledakkan  segumpalan  awan 
yang  terdiri  dari  jutaan  "peluru-peluru"  ke  lintasan  yang  akan  dilalui  kepala- 
kepala  nuklir.  Dengan  benturan  kepala-kepala  nuklir  ini  akan  rusak  oleh  "pe- 
luru-peluru" itu. 

Pada  tahap  terakhir  ini,  di  samping  roket-roket  yang  diluncurkan  dari  pesa- 
wat terbang,  dapat  digunakan  juga  sistem  anti-rudal  balistik  (ABM:  anti-ballis- 
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tic  missile)  yang  telah  dikembangkan  oleh  AS  dalam  tahun  1960-an.  Sistem 
ABM  ini  berpangkalan  di  darat. 

Itulah  konsep  utama  dari  sistem  SDl  yang  kini  menjadi  pusat  perhatian  da- 
lam penelitian.  Jika  berhasil,  kemungkinan  penggelaran  sistem  seperti  itu, 
yang  akan  melibatkan  penggunaan  ribuan  satelit,  baru  dapat  diwujudkan  da- 
I  lam  dasawarsa  terakhir  abad  ini.  Tentu  saja  kemungkinan  penggunaan  sistem- 
5  sistem  lain  akan  mendapatkan  perhatian  dalam  program  penelitian  SDI.  Begitu 
[  pula  penggunaan  alat-alat  lain  di  samping  berbagai  j enis  sinar  dan  "peluru , "  mi- 
ssalnya  gelombang  radio,  untuk  melumpuhkan  rudal  balistik  dan  kepala  nuklir, 
cakan  terus  diteliti  pula  kemungkinan-kemungkinan  pengembangannya. 

[DASAR  PEMIKIRAN  DAN  MOTIVASI 

Telah  disebutkan  pada  permulaan  tulisan  ini  bahwa  gagasan  tentang  perta- 
hhanan  strategis  bukanlah  hal  baru.  Telah  dikatakan  bahwa  sistem  anti-rudal 
tbahstik  (ABM)  telah  dikembangkan  oleh  pihak  AS  sejak  tahun  1960-an.  Bah- 
kkan  sejak  tahun  1950-an  kedua  negara  adikuasa  telah  mengembangkan  sistem 
Fpertahanan  rudal  balistik  (BMD).  Tetapi  Perjanjian  ABM  yang  ditandatanga- 
mi  oleh  AS  dan  Uni  Soviet  tahun  1972  melarang  pengembangan  dan  penggelar- 
aan  lebih  Ian  jut  sistem  pertahanan  rudal  bahstik  itu. 

Pembatasan  sistem  ABM  itu  bertujuan  memelihara  kerawanan  timbal-ba- 
ilik  antara  kedua  negara  terhadap  rudal  balistik  masing-masing,  terutama 
(CBM.  Sepintas  lalu  ini  memang  kedengaran  aneh.  Kedua  belah  pihak  seakan- 
lakan  tidak  memiliki  perlindungan  terhadap  rudal  balistik  nuklir  pihak  lainnya. 
Dan  hal  ini  oleh  para  pendukung  Presiden  Reagan  atau  pendukung  SDI  sering 
idipergunakan  sebagai  dalih,  yaitu  bahwa  seakan-akan  rakyat  Amerika  "telan- 
gang"  menghadapi  ancaman  kehancuran  nukUr. 

Tetapi  selama  pencegahan  perang  nuklir  didasarkan  pada  strategi  penang- 
t<alan  (deterrence)  dan  perimbangan  kekuatan  yang  stabil  antara  kedua  negara 
iidikuasa  yang  sama-sama  memiliki  kemampuan  pukulan  kedua  (second-strike 
•capability)  untuk  melakukan  serangan  balasan  (retaliation)  dengan  mengena- 
c<an  kerusakan  besar  (asas  MAD:  mutual  assured  destruction),  pembatasan  itu 
masuk  akal.  Prinsip  inilah  yang  merupakan  "perlindungan"  kedua  pihak  terha- 
idap  persenjataan  pihak  lawannya.  Tetapi  jika  salah  satu  pihak  memiliki  sistem 
)Dertahanan  ABM  yang  efektif ,  ia  akan  mampu  melakukan  serangan  pertama 
ianpa  ketakutan  akan  serangan  balasan,  karena  sistem  pertahanan  itu  akan  me- 
I  indunginya  dari  kemungkinan  serangan  balasan.  Dengan  demikian  asas  MAD 
i:idak  akan  berlaku  iagi. 

Kecurigaan  bahwa  pihak  Uni  Soviet  tidak  saja  telah  merusak  stabilitas  per- 
rmbangan  kekuatan  karena  pembangunan  kekuatan  militer  secara  besar-be- 
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saran  sehingga  mengungguli  kekuatan  AS  tetapi  juga  telah  mengembangkan 
sistem  pertahanan  strategis  adalah  salah  satu  perimbangan  utama  yang  telah 
mendorong  Presiden  Reagan  untuk  melancarkan  prakarsa  pertahanan  strate- 
gis itu.  Dalam  pidato  tanggal  23  Maret  1983  itu  Presiden  Reagan  mengatakan 
bahwa  "Selama  20  tahun,  Uni  Soviet  telah  menumpuk  kekuatan  miHter  yang 
sangat  besar.  Mereka  tidak  berhenti  ketika  kekuatannya  melebihi  segala  kebu-  ' 
tuhan  akan  kemampuan  pertahanan  yang  sah.^  Dan  mereka  belum  berhenti  se- 
karang  ini."  Sesudah  itu  sepanjang  hampir  sepertiga  dari  seluruh  pidatonya 
Presiden  Reagan  membentangkan  pembangunan  kekuatan  militer  Soviet  di  se- 
gala bidang  dengan  disertai  bukti-bukti  yang  berupa  foto-foto  intelijen  yang  di- 
ambil  dari  udara. 

Sebenarnya  sulit  dikatakan  bila  suatu  perimbangan  kekuatan  yang  stabil  itu 
telah  tercapai.  Hingga  sekarang  belum  tercapai  kesepakatan  tentang  pengerti- 
an  perimbangan  ataupun  "paritas,"  baik  dari  segi  kuantitatif  ataupun  kualita- 
tif,  karena  perbedaan-perbedaan  dalam  jenis  persenjataan,  struktur  dan  kom- 
posisi,  kemampuan,  dan  sebagainya,  antara  kedua  negara  adikuasa.  Oleh  se- 
bab  itu  sulit  pula  untuk  dikatakan  kapan  sesuatu  pihak  telah  mencapai  keung- 
gulan,  kuantitatif  ataupun  kuahtatif,  sehingga  merusak  atau  mengganggu  sta-  i 
bilitas  perimbangan. 

Mungkin  kesepakatan  semacam  itu  memang  tidak  pernah  akan  tercapai. 
Bahkan  andaikata  sesuatu  perangkat  kriteria  dapat  disepakati  ~  suatu  hal  yang 
kiranya  mustahil^  ~  masih  akan  terdapat  kesuHtan  dalam  masalah  verifikasi. 
Dan  tidak  kurang  pentingnya  adalah  masalah  saling  kepercayaan.  Tetapi  bah- 
wa kedua  negara  secara  implisit  menerima  adanya  paritas  secara  kasar  dan  de- 
ngan demikian  tercapai  pula  suatu  perimbangan  yang  boleh  dianggap  stabil,  i 
tercermin  pada  tercapainya  persetujuan-persetujuan  seperti  SALT  I  dan 
SALT  n. 

i 

Lagi  pula,  andaikata  benar  bahwa  sesuatu  pihak  pada  suatu  saat  mencapai  j 
keunggulan  dalam  sesuatu  bidang  persenjataan,  entah  secara  kuantitatif  atau-  p 
pun  kualitatif,  sehingga  "perimbangan"  menjadi  tidak  stabil  dan  "mengun-  i 
tungkan"  pihak  yang  mencapai  keunggulan  itu  (supremacy  atau  superiority),  i 
keunggulan  itu  tidak  akan  mempunyai  arti  miUter  yang  penting.  Atas  dasar 
prinsip  MAD  yang  dianutnya,  maka  "keunggulan"  yang  dituduhkan  pada  Uni 
Soviet  itu,  kalaupun  benar,  tidak  akan  mempengaruhi  atau  mengurangi  ke- 
mampuan AS  untuk  melakukan  balasan  andaikata  Uni  Soviet  melakukan  se- 
rangan  pertama.  Kemampuan  semacam  itu  dimiliki  juga  oleh  pihak  Soviet,  se- 
hingga kalaupun  AS  mencapai  keunggulan  hal  yang  serupa  akan  berlaku  pula 

Ini  iitlaliih  kli;is  sikap  AS  yang  congkak.  Scjak  kapan  dan  atas  dasar  apa  AS  merasa  berada  da- 
lam posisi  yang  lebili  baik  untuk  meneiitukan  ukuran  atau  batas-batas  yangsah  pertahanan  negara 
lain,  khususnya  Uni  Soviet? 

'''Liliat  pcmbahasan  tentang  masalali  ini  dalam  David  Holloway,  The  Soviet  Union  and  the  Arms 
Race,  2nd  cd.  (New  Haven  and  London:  Yale  University  Press.  1984);  hal.  49,  78-80. 
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)agi  Urn  Soviet  Titik  atau  tingkat  MAD,  atau  dengan  kata  lain  kemampuan 
:edua  belah  pihak  untuk  menghancurkan  tidak  saja  lawannya  biarpun  telah 
aendapat  serangan  pertama,  tetapi  juga  seluruh  dunia  dan  umat  manusia  se- 
.enamya  telah  tercapai  secara  berlipat  ganda.  Atas  dasar  ini  pula,  teori  ten- 
ang  adanya  "jendela  kerawanan"  (window  of  vulnerability)  tidak  banyak  arti- 
^lya. 

Tetapi  memang  justfu  prinsip  MAD  ini  yang  kelihatannya  semula  akan  di- 
mggalkan  dengan  diajukannya prakarsa pertahanan  strategis itu.  Konon  Presi- 
^en  Reagan  sendiri  memang  sudah  lama  mempunyai  sikap  antipati  terhadap 
HAD  mi,  dan  sikap  mi  menjadi  salah  satu  motif  diajukannya  SDL  Meskipun 
•emikian,  seperti  akan  kita  singgung  lagi  kemudian,  Presiden  Reagan  maupun 
;endukung-pendukungnya  dalam  masalah  SDI  kemudian  kelihatan  bersikap 
f "    fno^  ^"^  ^^^^"^  Pidatonya  yang  cukup  bersejarah  pada  tanggal  23 

laret  1983  itu  Presiden  Reagan  mengatakan,  antara  lain,  bahwa: 

bungan  Kepala  Staf ,  telah  menggarisbawahl  perlunya  ke  luar  dari  suatu  masa  depan  yang  ter- 
gan  ung  sema  a-mata  pada  pembalasan  ofensif  bagi  keamanan  kita  ...  Saya  seZZZlm 

bangsa  lain  dan  manusia-manusla  lain  dengan  mengancam  kehidupannya  ...  tergZng  pada 

Apakah  tidak  akan  lebih  baik  menyelamatkan  kehidupan  daripada  mendendamnya?  ... 
Bagaimana  kalau  rakyat  yang  bebas  dapat  hidup  dengan  pengetahuan  yang  pasti  bahwa  kea- 

^I  ntr,-^  ""T""'       menghancurkan- rudal-rudal  balistik  strategis  sebelum 

rudal-rudal  itu  mencapai  wilayah  kita  atau  sekutu-sekutu  kita?  ... 

...  Saya  mengundang  masyarakat  ilmiah  yang  telah  memberikan  senjata  nuklir  kepada  kita 
un^uk  mengaxahkan  bakat-bakat  mereka  yang  besar  pada  kepentingan  umat  nZsia 
perdama^an  duma;  untuk  memberikan  kepada  kita  cara-cara  untuk  membuat  senjataJenja^ 
nuklir  ini  tidak  berdaya  dan  tidak  berguna  lagi  ..."  ^ 

Sebelumnya  kecaman  terhadap  strategi  penangkalan  yang  berintikan 
^AD  Itu  memang  telah  agak  lama  berkembang  di  kalangan  yang  cukup  luas. 
ecaman  itu  pula  yang  antara  lain  telah  mengilhami  berbagai  gerakan  perda- 
aian  (Peace  Movement),  gerakan  Nuclear  Freeze  (Pembekuan  Nuklir),  dan 
sap  pimpinan  (uskup-uskup)  gereja  Katolik  di  AS  yang  menentang  MAD 
as  dasar  pertimbangan  moral. 8  Ternyata  dengan  lihai  Presiden  mengambil- 
w  dalih  yang  dipergunakan  oleh  mereka  itu  untuk  meninggalkan  MAD  atas 
*sar  moral  dan  mempergunakannya  sebagai  salah  satu  pertimbangan  bagi  di- 
lukannya  prakarsa  pertahanan  strategisnya. 

■'E.P.  Thompson,  "Why  Star  Wars?",  dalam  Star  Wars,  hal.  25. 

'  'Llhat  pembahasan  tentang  masalah-masalah  itu  dalam  tuiisan  lain  oleh  penulis  dalam  Artalisa 
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Tetapi  kemudian  temyata  bahwa  sebagian  dari  tentangan  atau  sekurang- 
kurangnya  keragu-raguan  terhadap  program  SDI,  khususnya  dari  negara-ne- 
gara  sekutu  AS  dalam  NATO,  disebabkan  oleh  keengganan  untuk meninggal- 
kan  MAD.  Oleh  sebab  itu  Presiden  Reagan  maupun  pendukung-pendukung- 
nya  kelihatan  berbalik  haluan.  Untuk  melariskan  program  SDI,  sejak  itu  di- 
pergunakan  dalih  bahwa  SDI  justru  akan  "memperkuat  penangkalan."  Di  sini- 
lah  mulai  keUhatan  sikap  mendua  dalam  hal  MAD  yang  disinggung  di  atas. 

Menarik  perhatian  bahwa  dalam  suatu  penerbitan  resmi  dari  pemerintah  I 
AS,9  khususnya  Gedung  Putih,  tentang  SDI,  apa  yang  dikemukakan  dalam  P 
Kata  Pengantar  oleh  Presiden  Reagan  sebenarnya  segera  dibantah  oleh  apa  L 
yang  diuraikan  dalam  publikasi  itu .  Dalam  Kata  Pengantar  itu  Presiden  Reagan  ^ 
menegaskan,  antara  lain,  sebagai  berikut: 

"Semula  kita  mengandalkan  did  pada  kekuatan  defensif  dan  ofensif  yang  seimbang  untuk  me- 
nangkal.  Tetapi  selama  dua  puluh  tahun  belakangan  hil,  AS  hampir  meninggalkan  usaha- 
usaha  untuk  mengembangkan  dan  mengerahkan  pertahanan  terhadap  senjata  nuklir,  dengan 
mengandalkan  hampir  semata-mata  ancaman  pembalasan  nuklir.  Kita  menerima  anggapan 
bahwa  jika  kita  dan  Uni  Soviet  mampu  melakukan  pembalasan  dengan  kekuatan  yang  meng- 
haricurkan  bahkan  setelah  menderita  serangan  pertama,  penangkalan  yang  stabil  itu  akan 
bertahan  lama.  Konsep  yang  agak  ganjil  itu  pada  waktu  itu  nampak  masuk  akal  karena  dua 
sebab.  Pertama,  Uni  Soviet  menyatakan  bahwa  mereka  beranggapan  kedua  pihak  harus  me- 
miliki  kekuatan  yang  kurang  lebih  sama  dan  salah  satu  pihak  tidak  akan  berusaha  mengubah 
keseimbangan  untuk  memperoleh  keuntungan  sepihak.  Kedua,  nampaknya  tidak  ada  pilihan 
lain.  Perkembangan  yang  ada  dalam  bidang  sistem  pertahanan  tidak  memungkinkan  sistem 
pertahanan  yang  efektif . 

Dewasa  ini  kedua  asumsi  dasar  itu  dipertanyakan.  Laju  perkembangan  kekuatan  ofensif  dan 
defensif  Soviet  telah  menggoncangkan  keseimbangan  dalam  bidang-bidang  yang  sangat  pen- 
ting  dalam  masa-masa  krisis.  Lagi  pula,  sekarang  teknologi  baru  telah  dikuasai  yang  me- 
mungkinkan pertahanan  non-nuklir  yang  benar-benar  efektif. 

Karena  alasan-alasan  ini  dan  karena  potensi  merusak  yang  sangat  mengerikan  dari  senjata 
nuklir,  kita  harus  mencari  cara  lain  untuk  mencegah  perang.  Ini  perlu  baik  dari  segi  militer 
maupun  segi  moral.  Tentu  saja,  harus  ada  cara  yang  lebih  baik  untuk  memperkokoh  perda- 
maian  dan  stabilitas,  suatu  cara  untuk  menghindari  masa  depan  yang  sangat  mengandalkan 
prospek  pembalasan  nuklir  yang  cepat  dan  besar-besaran  dan  ke  arah  pengandalan  yang  lebih 
besar  pada  sistem  pertahanan  yang  tidak  mengancam  siapa  pun." 


'i 


Tetapi  penjelasan  yang  terdapat  di  dalam  publikasi  itu  antara  lain  mengata 
kan  bahwa  tujuan  SDI  adalah  untuk  "mengidentifikasi  cara-cara  untuk  me- 
manfaatkan  kemajuan-kemajuan  mutakhir  yang  memiliki  potensi  untuk  mem- 
perkuat penangkalan  -  dan  dengan  demikian  meningkatkan  keamanan  kit£ 
dan  sekutu-sekutu  kita."  Sementara  menyerang  habis-habisan  doktrin  MAD 
antara  lain  dengan  mengatakan  bahwa  Uni  Soviet  toh  tidak  menganut  doktrir 
itu  (bandingkan  dengan  pendapat  tulisan  ini  yang  telah  dikemukakan  di  atas) 
seorang  pendukung  SDI  dari  Inggris  toh  menulis  bahwa  program  SDI  adalah 

^T/je  President's  Strategic  Defense  Initiative,  January  1985. 
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untuk  "menunjukkan  kemampuan  menghancurkan  begitu  banyak  rudal  yang 
sedang  menyerang  sehingga  Uni  Soviet  tidak  akan  tahu  berapa  banyak  sa- 
saran,  atau  sasaran  yang  mana,  akan  dihancurkan.  Ini  akan  membuat  suatu 
serangan  nuklir  pertama  menjadi  suatu  pilihan  yang  lebih  problematik  lagi  da- 
h-ipada  sekarang,  (dan)  dengan  demikian  menambah  kredibilitas  penane- 
kkalan."^o 

Seorang  pendukung  SDI  lainnya,  seorang  ilmuwan  dari  AS,  juga  membela 
Fprogram  SDI  itu  dengan  mempergunakan  dalih  penangkalan  sementara  men- 
ccemoohkan  MAD  sebagai  dilema  moral  dan  suatu  kebijaksanaan  yang  kejam 
ssebagai  berikut: 

"...  Misalkan  pertahanan  kita  80%  efektif  ...  Itu  berarti  kita  dapat  menembak  jatuh  4  dari 
5  kepala  nuklir  Soviet  dalam  suatu  serangan  mass£il.  Dengan  dipasangnya  pertahanan  sema- 
cam  itu  Uni  Soviet  akan  mengetahui  bahwa  sebagian  besar  dari  kekuatan  rudal  nuklir  kita 
akan  selamat  dari  serangan  mereka.  Mereka  akan  mengetahui  bahwa  jika  mereka  menyerang 
kita,  kita  akan  mampu  menyerang  kembali  dengan  senjata-senjata  nuklir  kita  dan  mengubah 
kota-kota  Soviet  yang  penting  menjadi  reruntuhan  dalam  waktu  tiga  puluh  menit 

la  juga  mengemukakan  bahwa  "Suatu  perkiraan  yang  konservatif  tentang 
i^fektivitias  pertahanan  ini  (SDI)  adaiah  90%,  yang  berarti  bahwa  hanya  satu 
liari  sepuluh  kepala  nuklir  Soviet  akan  mencapai  sasarannya.  Ini  lebih  dari  cu- 
fcup  untuk  menjamin  pembalasan  AS  yang  menghancurkan  dan  menjauhkan 
wemimpin-pemimpin  Soviet  dari  gagasan  untuk  melakukan  suatu  serangan 
*/ang  berhasil.l2 

Belum  puas  dengan  penjelasan-penjelasan  itu,  ia  akhirnya  memberikan 
werincian  sebagai  berikut: 

"Gagasan  di  balik  pengerahan  beberapa  lapisan  adaiah  bahwa  keseluruhan  pertahanan  itu 
dapat  dibuat  hampir  sempurna  dengan  cara  ini,  meskipun  lapisan-Iapisan  itu  secara  tersen- 
diri-tersendiri  kurang  dari  sempurna.  Misalkan  ...  pertahanan  itu  mempunyai  empat  lapisan 
dan  setiap  lapisan  secara  sendirian  memiliki  efektivitas  80%.  Yaitu,  empat  dari  lima  rudal 
atau  kepala  nuklir  yang  memasuki  suatu  laporan  tertembak  jatuh  sebelum  meninggalkannya, 
dan  satu  dari  lima  berhasil  lolos.  Maka  keseluruhan  efektivitas  dari  empat  lapisan  adaiah 
99,8%.  Itu  berarti  bahwa  hanya  dua  dari  setiap  seribu  kepala  nuklir  Soviet  akan  mencapai 
sasarannya. "'' 

Demikianlah  kecaman  terhadap  MAD  atas  pertimbangan  moral  itu  secara  iro- 
lais  telah  menempuh  suatu  lingkaran  setan,  karena  alternatif  yang  akan  diam- 
)Dilnya  juga  masih  didasarkan  pada  ancaman  penghancuran.  Jelas  bahwa  tuju- 
iin  SDI  untuk  memperkuat  penangkalan  itu  mengandung  arti  bahwa  SDI  pada 
ikkhimya  tetap  bertujuan  melindungi  kekuatan  balasan.  Ini  berarti  tetap  diper- 
aahankannya  MAD,  dan  SDI  tidak  lebih  nilainya  dari  penambahan  senjata  se- 
nnata-mata,  yang  mungkin  sekali  akan  mendorong  lebih  lanjut  perlombaan 
leenjata. 

Chalfont,  Star  Wars,  hal.  84. 

' '  Jastrow,  How  To  Make,  hal.  15. 
^^Ibid.,  hal.  100. 
^^Ihid.,  hal.  113. 
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Lebih  dari  itu,  orang  kelihatan  sudah  lupa  daratan.  Penulis  itu  berbicara  da-l 
lam  angka-angka.  Tampaknya  dia  lupa  bahwa  dua  dari  seribu  kepala  nuklir,! 
yang  hanya  0,2%  jumlahnya  itu,  yang  dikatakan  akan  "lolos,"  berarti  mele-p 
dak,  adalah  senjata  nuklir  dengan  kekuatan  ratusan  kiloton  TNT.  Kalau  kece- 
lakaan  nuklir  di  Chernobyl  saja  sudah  menggemparkan  dunia,  sulit  dibayang-  i 
kan  akibat  kehancuran  yang  akan  disebabkan  oleh  ledakan  "hanya"  dua  kepa- 
la nuklir,  belum  lagi  ditambah  dengan  rudal-rudal  ICBM  yang  menjadi  sasar- 
annya,  yang  mungkin  meledak.  : 

-  .  I 

Satu  motif  penting  bagi  diajukannya  program  SDI  adalah  seperti  dikatakan  i 

oleh  Presiden  Reagan  sendiri,  yaitu  "Dalam  jangka  pendek,  ...  menanggapis 

usaha  anti-balistik  Soviet  yang  sedang  berlangsung  secara  luas,  yang  mehputi  r 

penggelaran  yang  nyata.  Program  itu  memberikan  penangkal  yang  kuat  terha-  l 

dap  setiap  keputusan  Soviet  untuk  memperluas  kemampuan  pertahanan  rudal 

balistik  lebih  daripada  yang  diperkenankan  oleh  Perjanjian  ABM."  Dan  akhir- 

nya,  program  SDI  dalam  jangka  panjang  juga  dimaksudkan  untuk  menjadi 

suatu  "alat  yang  menentukan  bagi  AS  dan  Uni  Soviet  untuk  dapat  dengan  aman 

menyetujui  pengurangan  secara  besar-besaran,  dan  akhirnya,  bahkan  peng- 

hapusan  rudal-rudal  balistik  dan  senjata  nuklir  yang  dibawanya."!'^  Tetapi  ke- 

dua  hal  yang  terakhir  ini  telah  menjadi  perdebatan  antara  mereka  yang  pro  dan 

kontra  program  SDI,  dan  oleh  karenanya  akan  kita  bahas  lebih  lanjut  dalam 

bagian  yang  berikut. 

PRO  DAN  KONTRA 

Isyu  pertama  yang  menjadi  bahan  perdebatan  yang  telah  dibangkitkan  oleh 
pidato  Presiden  Reagan  tanggal  23  Maret  1985  dan  yang  telah  berkembang 
hingga  sekarang  adalah  sejauh  mana  kemajuan  ilmu  dan  teknologi  memiliki 
kemungkinan  untuk  mengembangkan  suatu  sistem  pertahanan  terhadap  rudal 
bahstik  nuklir.  Para  penentang  SDI  berpendirian  bahwa  tidaklah  mungkin 
mengembangkan  sistem  pertahanan  yang  sempurna  terhadap  senjata  nuklir. 
Jika  pertahanan  strategis  itu  kurang  dari  sempurna,  tidak  akan  ada  gunanya 
mengusahakannya  dengan  memakan  biaya  begitu  besar.  Jika  yang  dikehenda- 
ki  pada  akhirnya  adalah  penghapusan  senjata  nuklir,  seperti  yang  dinyatakan 
oleh  Presiden  Reagan  sendiri,  mengapa  tidak  mengajak  saja  Uni  Soviet  untuk 
bersepakat  melakukan  hal  itu  sekurang-kurangnya  secara  bertahap? 

Selain  itu,  program  SDI  tidak  meliputi  pertahanan  terhadap  sistem-sistem 
senjata  nuklir  yang  lain,  khususnya  SLBM  (yang  diluncurkan  dari  kapal  se- 
1am),  ALBM  (yang  dikmcurkan  dari  pesawat  terbang),  dan  rudal  penjelajah 
cruise  missiles).  Tujuan  untuk  membuat  senjata  nuklir  tidak  berdaya  dan  tidak 
berguna  lagi,  selama  masih  ada,  tidak  akan  tercapai. 


Lihat  Tlie  President's  Strategic  Defense  Initiative,  January  1985. 


^1 
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Memang  dalam  pidato  Presiden  Reagan  tidak  terdapat  kata-kata  "sempur- 
na"  secara  eksplisit.  Tetapi  secara  implisit  uraian  Presiden  Reagan  dapat  diarti- 
kan  demikian.  Dan  dalam  kata  pengantarnya  yang  telah  dikutip  di  muka  diper- 
igunakan  istilah  "benar-benar  efektif"  {truly  effective). 

Menghadapi  pendapat  tadi,  seperti  halnya  ketika  menghadapi.  tantangan 
cdari  para  penganut  MAD,  para  pendukung  Presiden  Reagan  dalam  masalah 
^SDI  kehhatan  mundur  dan  mendua.  Mereka  lalu  mengatakan  bahwa  SDl  tidak 
tbertujuan  mencapai  sistem  pertahanan  yang /efl^proo/(anti  bocor),  yang  "sem- 
fpuma"  ataupun  100%  aman.  Tujuan  SDI  adalah  untuk  "memperkokoh  pe- 
rnangkalan. "  Dan  meskipun  tidak  pernah  dikatakan  dengan  tegas,  semuanya  itu 
tberarti  masih  akan  tetap  dipertahankannya  MAD,  kendati  dengan  SDI  sekali- 
Fpun.  Yang  akan  dipertahankan  adalah  keselamatan  senjata  balasan.  Tetapi 
rmengingat  daya  penghancuran  senjata  nuklir,  dan  mengingat  pula  jumlah  per- 
ssenjataan  itu  yang  ada  pada  kedua  belah  pihak,  yang  kini  diperkirakan  10  000 
kkepala  nuklir  pada  masing-masing  pihak,  jauh  berbeda  dari  persenjataan  kon- 
wensional,  pertahanan  yang  kurang  dari  sempurna  atau  kurang  dari  100%  te- 
ttap  tidak  akan  melindungi  penduduk.  Yang  akan  dipertaruhkan  tetap  terlalu 
ttinggi. 

Yang  kelihatan  secara  kurang  tepat  diperhitungkan  adalah  hubungan  anta- 
rra  ancaman  dan  tanggapan  atas  ancaman,  khususnya  sebagai  bagian  dari  hu- 
bbungan  yang  kompleks  antara  AS  dan  Uni  Soviet.  Harapan  bahwa  sistem  SDI 
aakan  mendorong  Uni  Soviet  untuk  mengurangi  dan  akhirnya  meninggalkan 
Fpersenjataan  strategisnya  tidak  realistis.  Kemungkinan  semacam  itu  bisa  di- 
bbayangkan  jika  sistem  SDI  bersifat  sempurna.  Jika  tidak,  Uni  Soviet  hampir 
poasti  tidak  akan  membiarkan  SDI  AS  membahayakan  efektivitas  persenjata- 
aannya.  Sebab  itu  menghadapi  ancaman  ini  Uni  Soviet  dapat  diharapkan  akan 
rmelakukan  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  keampuhan  persenjataan  strate- 
g?isnya.  Dalam  pengertian  ini  kembali  kegunaan  SDI  untuk  mehndungi  pendu- 
flJuk  dari  bahaya  serangan  nuklir  dapat  dipertanyakan. 

Kalau  penekanan  dalam  strategi  Soviet  pada  segi  pertahanan  dibarengi  de- 
nngan  pembangunan  dan  peningkatan  kemampuan  ofensif  selalu  diartikan  oleh 
ppihak  AS  sebagai  pencerminan  dari  tujuan  untuk  melakukan  serangan  pertama 
ddan  melumpuhkan  kekuatan  balasan  AS,  persis  seperti  itulah  pula  reaksi 
S^oviet  yang  seharusnya  dapat  diharapkan  menghadapi  program  SDI  yang  di- 
SGertai  pula  oleh  diteruskannya  pembangunan  dan  peningkatan  kekuatan  ofen- 
si;if  AS.  Seperti  pernah  dikatakan  oleh  almarhum  Yuri  Andropov  sendiri  tidak 
pamasetelah  pidato  Reagan,  semcntara  kekuatan  ofensif  AS  akan  terusditing- 
^iatkan,  program  SDI  tidak  lain  bertujuan  mencapai  kemampuan  serangan 
wertama  karena  usaha  pertahanan  strategis  berarti  melumpuhkan  kemampuan 
\^alasan  Soviet.  Dengan  itu  AS  hendak  mengancam  melucuti  Uni  Soviet  dengan 
'!incaman  nuklir.  Menghadapi  ancaman  seperti  itu  Uni  Soviet  tentu  terdorong 
iintuk  meningkatkan  kemampuan  ofensif  dan  defensifnya. 
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Kemungkinan  dipergunakannya  umpan-umpan  (decoys)  oleh  Uni  Soviet 
yang  telah  disinggung  di  muka  merupakan  salah  satu  upaya  Soviet  yang  dapat 
dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  di  atas.  Bentuk-bentuk  lain  dari  tindakan  ba- 
lasan  {countermeasures)  yang  dapat  dilakukan  oleh  Uni  Soviet  adalah  mem- 
buat  kulit  lapisan  rudal  balistik  licin  dan  mengkilat  sehingga  dapat  membelok- 
kan  serangan  berbagai  jenis  sinar.  Mungkin  juga  Uni  Soviet  akan  memperkuat 
rudal-rudal  itu,  menambah  jumlahnya  maupun  jumlah  kepala  nuklir;  memper- 
cepat  waktu  penyalaan  roket  (boost-phase),  dan  lain  sebagainya.^^ 

Memang  kemungkinan  tindakan  balasan  Soviet  dalam  berbagai  bentuknya  i 
dan  bagaimana  mengatasinya  ~  balasan  atas  balasan  ~  telah  dipertimbangkanJ^  i 
Tetapi  inilah  salah  satu  segi  yang  dilupakan  oleh  para  pendukung  SDI,  yaitu 
timbulnya  rangkaian  baru  aksi  dan  reaksi  antara  kedua  negara  adikuasa,  yang  i 
berarti  suatu  perlombaan  senjata  dalam  dimensi  baru.  Dengan  demikian  tuju- 
an lain  program  SDI  sebagai  bargaining  chip  (alat  tavvar-menawar)  dalam  per- 
undingan  dengan  Uni  Soviet  tentang  pengawasan  dan  perlucutan  senjata  ke 
arah  pengurangan  dan  akhirnya  penghapusan  senjata  nuklir  lebih  kecil  lagi  ha- 
rapannya  untuk  tercapai. 

Di  samping  itu,  seperti  jelas  dalam  uraian  tentang  teknologi  SDI,  pengope-  [ 
rasian  sistem  pertahanan  terhadap  senjata-senjata  strategis  itu  akan  memerlu- 
kan  beratus,  bahkan  mungkin  sekali  beribu  satelit  -  terutama  karena  perlunya  ' 
pertahanan  balasan  terhadap  countermeasures  (tindakan  balasan)  Soviet  -  un- 
tuk melakukan  fungsi  deteksi,  komunikasi,  serangan,  dan  lain  sebagainya, 
dalam  suatu  keseluruhan  pengelolaan  pertempuran  {battle  management) .  Teta- 
pi mudah  diduga  bahwa  menghancurkan  peralatan  itu  akan  lebih  mudah  dan 
mungkin  lebih  murah  dilakukan  oleh  lawan  daripada  penggelarannya.  Pada  da- 
sarnya  merusak  lebih  gampang  daripada  membangun. 

Dalam  hubungan  ini  perlu  diingat  bahwa  bukan  saja  program  SDI  akan  me- 
makan  biaya  yang  maha  besar  tetapi  juga  merupakan  program  jangka  panjang. 
Kedua  aspek  ini  penting  artinya  bagi  Uni  Soviet.  Besarnya  program.ini  akan  ke- 
lihatan  begitu  mengancam  di  mata  Soviet,  sedang  jangka  waktu  yang  panjang 
akan  memberi  kesempatan  lebih  besar  kepada  Uni  Soviet  untuk  mengembang- 
kan  tindakan-tindakan  balasan. 

Dalam  sejarah  hubungan  kedua  negara  adikuasa  sejak  peledakan  bom 
atom  yangpertama,  Uni  Soviet  selalu  bertekad  dan  berusaha  untuk  mengimba- 
ngi  kckuatan  AS,  mengcjar  ketinggalannya.  Kctika  AS  mengimbangi  keberha- 
silan  Soviet  meledakkan  bom  atomnya  yangpertama  dengan  mengembangkan 

'"^Uraian  yang  cukup  tcrpcrinci  tentang niasalah  ini  dapat  ditcmui  dalam  Lampiran  II  pada buku 
.lastrow,  How  To  Make,  iial.  161-169;  Ben  Thompson,  "What  is  Star  Wars?",  dalam  Stars  Wars,  ed. 
E.P.  Thompson,  hal.  39-42;  dan  Harold  Brown.  "The  Strategic  Defence  Initiative:  Defensive 
Systems  and  the  Strategic  Debate,"  Survival  (March-April,  1985):  hal.  55-64. 

"iLihat  Jastrow,  How  To  Make,  Bag.  II.  hal.  54-100,  dan  Lampiran  II.  hal.  161-169. 
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bom  hidrogen,  Uni  Soviet  pun  segera  menyusul.  Begitu  pula  kemudian  setelah 
AS  mengembangkan  MIRVs. 

Oleh  sebab  itu,  program  SDI  yang  tidak  akan  mencapai  taraf  kesempurna- 
an  akan  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  pada  perundingan  pengawasan  dan 
pengurangan  senjata,  apalagi  kalau  AS  terus  bersikeras  bahwa  SDI  tidak  bisa 
ditawar-tawar,  artinya  tidak  akan  menjadi  bahan  perundingan  dan  tidak  akan 
dihentikan.  Sebaliknya,  kemungkinannya  lebih  besar  bahwa  program  itu  akan 
lebih  mendorong  dan  memperluas  perlombaan  senjata  antara  kedua  negara 
adikuasa  dengan  segala  konsekuensinya  bagi  seluruh  dunia. 

Dalam  hubungan  ini  perlu  dicatat  bahwa  jangankan  prospek  akan  adanya 
persetujuan-persetujuan  baru  sebagai  hasil  dari  perundingan  tentang  peng- 
awasan dan  perlucutan  senjata,  program  SDI  itu  sendiri  akan  mengancam  per- 
janjian-perjanjian  yang  telah  ada.  Memang  AS  telah  menuduh  bahwa  Uni  So- 
viet telah  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  Perjanjian  ABM. 
Yang  banyak  dijadikan  contoh  adalah  pembangunan  radar  di  Siberia  Tengah 
dekat  kota  Krasnoyarsk.  Pihak  Soviet  mengatakan  bahwa  radar  yang  sedang 
dibangun  itu  adalah  untuk  "melacak  objek-objek  di  ruang  angkasa."  Tetapi  pi- 
hak AS  menuduh  bahwa  radar  itu  dimaksudkan  untuk  berfungsi  sebagai  early 
warning  system  (sistem  peringatan  dini),  yang  dilarang  oleh  Perjanjian  ABM 
kecuali  sepanjang  perbatasan  masing-masing. 

Mungkin  kebenarannya  baru  ternyata  setelah  selesainya  pembangunan  dan 
mulai  dioperasikannya  radar  itu.  Perdebatan  dalam  masalah-masalah  pelang- 
garan  ini  tentu  tidak  bisa  kita  bahas  secara  mendetail  di  sini.  Lagi  pula,  masa- 
lahnya  menyangkut  segi-segi  teknis  yang  sulit  dinilai  tanpa  data  dan  pengetahu- 
an  yang  memadai.^'^  Meskipun  demikian  mungkin  perlu  dicatat  bahwa  ke- 
mungkinan  besar  pelanggaran  itu  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Dan  ter- 
dapat  petunjuk-petunjuk  bahwa  tuduhan-tuduhan  AS  tentang  pelanggaran  So- 
viet terhadap  perjanjian-perjanjian  pengawasan  senjata  umumnya  cenderung 
untuk  berlebih-lebihan.  Menuduh  Uni  Soviet  melanggar  Perjanjian  SALT  II, 
misalnya,  tidak  lucu  karena  AS  sendiri,  meskipun  menyatakan  akan  mematuhi- 
nya,  tidak  meratifikasi  perjanjian  itu. 

Untuk  mengakhiri  bagian  ini,  mungkin  dapat  kita  singgung  satu  sebab  lain 
keberatan  terhadap  SDI,  yang  khususnya  dikemukakan  oleh  beberapa  kalang- 
an  sekutu-sekutu  AS  dalam  NATO.  Mereka  khawatir  bahwa  program  SDI 
akan  membahayakan  apa  yang  dinamakan  extended  deterrence  dan  menyebab- 


'^Lihat  pembahasan  dalam  Chalfont,  Star  Wars,  Bab  8,  hhl.  100-108;  Rip  Bulkeley,  "The  Ef- 
fects of  SDI  on  Disarmament',",  dalam  Star  Wars,  ed.  E.P.  Thompson,  hal.  65-92;  lihat  juga 
McGeorge  Bundy,  et  ai,  "The  President's  Choice:  Star  Wars  or  Arm^  Control," Foraen  Affairs 
(Winter  1984/85):  hal.  264-278. 
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kan  terjadinya  de-coupling  (pemisahan)  antara  Eropa  dan  AS.  Pertimbangan- 
utamanya  adalah  bahwa  SDI  tidak  akan  mempan  terhadap  rudal  balistik  jarak 
sedang  dan  pendek  seperti  SS20  Soviet.  SDI  hanya  akan  melindungi  keamanan 
AS.  Ini  menimbulkan  lagi  kekhawatiran  akan  kemungkinan  AS  membiarkan 
terjadinya  perang  nuklir  taktis  di  Eropa  yang  tidak  melibatkan  AS  sendiri,  dan 
dengan  demikian  melenyapkan  pula  keabsahan  dari  strategi  "tanggapan  luwes" 
(flexible  response). 

Terhadap  keberatan  ini  memang  belum  terdapat  jawaban  yang  memuas- 
kan,  dan  perdebatan  dalam  hal  ini  masih  berlangsung.  Telah  dikemukakan 
bahwa  kurang  efektifnya  SDI  terhadap  rudal  balistik  jarak  menengah  dan 
pendek  belum  lagi  merupakan  kepastian.  Ada  kemungkinan  bahwa  rudal 
SS20  Soviet,  misalnya,  dapat  dilumpuhkan  pada  tahap-awal  peluncurannya. 
Tetapi  jika  begitu  beberapa  unsur  sistem  SDI  mungkin  harus  berpangkalan  di 
Eropa  sendiri,*^  satu  hal  yang  akan  menimbulkan  masalah  baru,  termasuk 
masalah  politik  dan  ekonomi. 


PENUTUP 

Perdebatan  tentang  beberapa  isyu  sekitar  program  SDI  hingga  sekarang 
masih  berlangsung.  Sebagian  persoalan  mungkin  akan  menjadi  lebih  jelas  dan 
terpecahkan  tergantung  pada  perkembangan  pemikiran  tentang  SDI  itu  sendi- 
ri. Ini  mungkin  sekali  akan  memakan  waktu.  Seperti  telah  dinyatakan  ber- 
ulangkali,  SDI  merupakan  program  jangka  panjang.  Apakah  program  SDI  ini 
akan  berumur  lebih  panjang  dari  pemerintahan  Reagan  yang  kedua,  kita  lihat 
saja. 

Dalam  kaitan  ini  perlu  kita  catat  bahwa  sesuai  dengan  tujuan  akhir  melon- 
tarkan  program  SDI,  yaitu  menghapuskan  samasekali  senjata  nuklir,  Presiden 
Reagan  pernah  mengatakan  bahwa  jika  Uni  Soviet  sepakat  untuk  menghapus- 
kan senjata  nuklir,  ia  akan  memberitahukan  kepada  Uni  Soviet  rahasia  sistem 
pertahanan  itu  jika  AS  telah  berhasil  mendapatkannya.  Ia  menghendaki  parti- 
sipasi  Soviet. 

Tawaran  itu  kedengaran  masuk  akal.  Penghapusan  senjata  nuklir  hanya  bi- 
sa  dilangsungkan  jika  Uni  Soviet  juga  bersepakat  untuk  itu.  Dan  Uni  Soviet  ha- 
nya bisa  diharapkan  bersepakat  jika  ia  juga  memiliki  sistem  pertahanan  sema- 
cam  itu. 

Tetapi  terdapat  sekurang-kurangnya  empat  kelemahan  dalam  cara  berpikir 
'ini'.  Pertama,  apakah  niat  Presiden  Reagan  akan  dilaksanakan  oleh  pengganti- 
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nya  nanti,  sebab  dia  pasti  tidak  akan  lagi  berkuasa  jika  saatnya  memang  tiba. 
Kedua,  gagasan  semacam  itu  bertitik-tolak  dari  praduga  bahwa  memang  terda- 
pat  kemungkinan  mengembangkan  sistem  pertahanan  strategis  yang  sempur- 
na,  yang  benar-benar  akan  membuat  senjata  nuklir  tidak  berdaya  dan  tidak 
berguna  lagi.  Tetapi  inilah  sumber  utamadari  perdebatan  sekitar  program  SDI. 
Ketiga,  jika  sistem  yang  akan  dikembangkan  toh  tidak  akan  sempurna,  penge- 
tahuan  Soviet  tentang  "rahasia"  itu  akan  memungkinkannya  mdakukan  per- 
baikan  dan  peningkatan.  Ini  akan  mengurangi  keampuhan  sistem  AS,  dan  ha- 
silnya  adalah  perlombaan  baru.  Keempat /tidak  ada  kepastian  atau  jaminan, 
bahkan  andaikata  sistem  SDI  dapat  dikembangkan  dengan  sempurna,  bahwa 
Uni  Soviet  akan  bersedia  memberikan  kesepakatannya . 

Unsur  terakhir  itu  sebenarnya  adalah  yang  terpenting.  Kegunaan  program 
SDI  seperti  yang  diimpikan  Presiden  Reagan,  kalau  mungkin  sekalipun,  akan 
tergantung  pada  kesediaan  Soviet  mengikuti  program  AS  yang  meliputi 
pengembangan  pengaturan  pertahanan  dan  pembatasan  serta  akhirnya 
penghapusan  kekuatan  ofensif  secara  timbal-balik. 

Mengingat  hubungan  kedua  negara  selama  ini,  yang  banyak  diwarnai  oleh 
saling  curiga,  prasangka  dan  tidak  percaya,  yang  berakar  pada  begitu  banyak 
perbedaan  yang  mendasar  dalam  hal  kepentingan,  persepsi,  dan  praduga,  ha- 
rapan  akan  terjadinya  hal  itu  tidak  kelihatan  begitu  cemerlang.  Mungkin  s'elu- 
ruh  dunia  masih  harus  hidup  dengan  kenyataan  ini  untuk  jangka  waktu  yang 
panjang,  dengan  hubungan  yang  berintikan  persaingan  di  segala  bidang  antara 
kedua  negara  adikuasa  dengan  segala  impHkasi  dan  konsekuensinya  untuk  se- 
luruh  umat  manusia.  Kita  kembali  pada  keadaan  semula! 


Non-Proliferasi  dan 
Zona  Bebas  Senjata  Nuklir 

A.R.  SUTOPO* 


Apabila  dalam  masyarakat  internasional  dewasa  ini  terjadi  dilema  me- 
ngenai  pemanfaatan  tenaga  nuklir,  maka  dilema  itu  pada  dasamya  adalah  aki- 
bat  dari  reaksi  nulkir  berantai  yahg  dapat  menghasilkan  energi  untuk 
membangkitkan  tenaga  atau  ledakan.  Reaksi  nuklir  berantai  demikian  itu  telah 
diketahui  sejak  lama  sebelum  senjata  nuklir  dikembangkan  dan  dibuat  pada 
waktu  Perang  Dunia  II  berkecamuk.  Bahkan  di  kalangan  sarjana  fisika  pada 
mai^a  itu  pun  telah  memperkirakan  bahwa  membuat  pembangkit  tenaga  nuklir 
lebih  mudah  daripada  membuat  bom  nuklir.  Tetapi  Perang  Dunia  II  sedang 
melanda  dunia,  dan  terutama  karena  ketakutan  pada  kemungkinan  ancaman 
Nazi-Jerman  untuk  lebih  dahulu  memiliki  senjata  atom,  para  ahli  yang  berga- 
bung  dengan  Sekutu  kemudian  lebih  menitikberatkan  penelitian  dan  pengem- 
bangannya  untuk  dapat  secepatnya  membuat  senjata  nuklir  guna  menghadapi 
kemungkinan  tersebut. 

Dunia  kemudian  dikejutkan  oleh  kedahsyatan  tenaga  nuklir  itu  ketika  un- 
tuk pertama  kalinya  senjata  atom,  yang  menurut  ukuran  sekarang  adalah  dari 
jenis  yang  paling  "primitif,"  dijatuhkan  atas  Hiroshima  menjelang  akhir 
Perang  Dunia  II  bulan  Agustus  1945.  Sejak  saat  itu  pada  dasarnya  masyarakat 
dunia  harus  menerima  kenyataan  untuk  hidup  berdampingan  dengan  tenaga 
nuklir  yang  dari  satu  sisi  menakjubkan  tetapi  di  sisi  lainnya  sangat  mengerikan. 
Secara  nyata  dunia  telah  menghadapi  situasi  yang  sangat  kompleks  yang  ditim- 
bulkan  oleh  usahanya  untuk  memanfaatkan  tenaga  nuklir  untuk  kepentingan- 
kepentingannya.  Di  satu  pihak,  pengembangan  tenaga  nuklir  untuk  keperluan 
perang  telah  menghasilkan  suatu  jenis  persenjataan  yang  amat  dahsyat  daya 
hancurnya  dan  efek-efeknya  akan  terus  terasakan  untuk  jangka  yang  cukup 
panjang.  Sejak  saat  itu,  pertumbuhan  jumlah,  dan  negara  yang  memiUki,  per- 
senjataan nuklir  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu,  sementara  usaha-usaha 
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untuk  meningkatkan  kualitas  dan  ketangguhannya  terus  diupayakan.  Pening- 
katan  jumlah  dan  kualitas  persenjataan  nuklir  ini  dari  satu  sisi  dilihat  sebagai 
salah  satu  sumber  yang  dapat  membawa  bencana  kehancuran  luas  atas  dunia 
yang  belum  dapat  membebaskan  dirinya  dari  konflik-konflik  antarnegara  oleh 
karena  berbagai  sebab  seperti  perbedaan  kepentingan,  persaingan  ideologis, 
dan  perselisihan  politik.  Kemungkinan  terjadinya  malapetaka  itu  dianggap 
akan  makin  lebih  besar  jika  lebih  banyak  negara  lagi  memiliki  persenjataan 
nuklir,  baik  karena  usahanya  sendiri  m'aupun  karena  bantuan  dari  negara  lain, 
secara  langsung  maupun  tidak  langsung. 

Di  lain  pihak,  kebutuhan  akan  sumber-sumber  energi  yang  lebih  besar  dan 
aneka  ragam  telah  menjadikan  tenaga  nuklir  sebagai  salah  satu  alternatif  yang 
menarik  untuk  memenuhinya.  Dorongan  untuk  memilih  tenaga  nuklir  ini  ma- 
kin kuat  terutama  setelah  disadari  bahwa  kemampuan  yang  dapat  disediakan 
oleh  sumber-sumber  energi  tradisional,  seperti  batubara  dan  minyak  bumi,  me- 
nunjukkan  keterbatasan-keterbatasan.  Untuk  itu  dibutuhkan  reaktor-reaktor 
nuklir  yang  cukup  besarnya  sehingga  dapat  menyediakan  energi  yang  dapat  di- 
usahakan  secara  ekonomis.  Akan  tetapi  di  sini  timbul  masalah  baru  oleh  karena 
hingga  sekarang  belum  diketemukan  cara  teknis  untuk  menghasilkan  tenaga 
nuklir  untuk  maksud-maksud  seperti  ini  -  yang  lazim  disebut  sebagai  peman- 
faatan  tenaga  nuklir  untuk  tujuan-tujuan  damai  -  tanpa  menghasilkan  bahan- 
bahan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  membuat  persenjataan  nuklir.  Meski- 
pun  jenis  reaktor  yang  berbeda  akan  menghasilkan  bahan-bahan  nuklir  dalam 
jumlah  dan  kualitas  yang  berbeda,  pada  dasarnya  bahan-bahan  yang  dihasilkan 
itu  dapat  juga  dipergunakan  untuk  membuat  persenjataan  nuklir.  Suatu  negara 
yang  memiliki  reaktor  nuklir  makin  lama  akan  makin  besar  pengetahuan  dan 
kemampuannya  mengenai  seluk-beluk  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  per- 
senjataan nuklir.  Dengan  perkataan  lain,  makin  banyaknya  negara  yang  mem- 
punyai  reaktor  dan  pembangkit  tenaga  nuklir  berarti  makin  besar  kemungkin- 
an terjadinya  penyebaran  persenjataan  nuklir  ke  lebih  banyak  negara  lagi. 

Dari  sebab  itu,  untuk  menghindari  makin  besarnya  ancaman  bahaya  nuklir 
terhadap  kelangsungan  keamanan  dunia,  masyarakat  internasional  telah 
mengupayakan,  dalam  berbagai  tingkatan  dan  intensitas,  cara-cara  untuk  se- 
jauh  mungkin  mencegah  penyebaran  (proliferasi)  nuklir  ke  lebih  banyak  nega- 
ra lagi.  Salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh  masyarakat  internasional  yang  pa- 
ling terkenal  dewasa  ini  adalah  melalui  Persetujuan  Non-Proliferasi  Persenja- 
taan Nuklir  (Treaty  on  the  Non- Proliferation  of  Nuclear  Weapons),  singkatnya 
Persetujuan  Non-ProHferasi  (NPT).  Tetapi  sebelum  NPT  ini  dicapai,  usaha 
mencegah  proliferasi  melalui  pendekatan  kawasan  telah  lebih  dahulu  dicapai, 
seperti  Persetujuan  Antartika  tahun  1959  dan  Persetujuan  Larangan  Senjata- 
senjata  Nuklir  di  Amerika  Latin  tahun  1967.  Dua  pendekatan  ini,  yaitu  pende- 
katan global  dan  pendekatan  kawasan,  merupakan  usaha-usaha  yang  paling 
menonjol  dalam  upaya  mencegah  proliferasi  senjata  nuklir  di  satu  pihak,  dan 
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memanfaatkan  tenaga  nuklir  untuk  tujuan-tujuan  damai  dan  kemanusiaan  di 
lain  pihak. 

Maksud  telaah  ini  adalah  untuk  memahami  masalah-masalah  dan  pokok  pi- 
kiran  yang  dikandung  dalam  dua  pendekatan  tersebut.  Secara  berturut-turut 
akan  dibicarakan  latar  belakang  tercapainya  Persetujuan  Non-Pro liferasi 
(NPT),  pokok-pokok  yang  diatur  dalam  persetujuan  itu,  dan  masalah-masalah 
yang  masih  terus  diperdebatkan  negara-negara  di  dunia  mengenai  pelaksanaan 
yang  diharapkan  dari  usaha  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud 
damai  dalam  kaitannya  dengan  keamanan  internasional.  Secara  singkat  juga 
akan  difeicarakan  gagasan  pembentukan  zona  bebas  senjata  nuklir  (ZBSN). 
Dewasa  ini  gagasan  membentuk  ZBSN  makin  mendapat  perhatian  dunia  wa- 
laupun  keberhasilan  untuk  mencapai  persetujuan  dan  pelaksanaannya  masih 
dapat  diperdebatkan. 

Sekedar  catatan  kecil,  dua  istilah  dalam  telaah  ini  akan  dipergunakan,  yaitu 
istilah  "negara  nuklir"  dan  "negara  non-nuklir."  Penggunaan  dua  istilah  ini  se- 
cara umum  mengikuti  pengertian  yang  disepakati  dalam  Persetujuan  Non-Pro- 
liferasi,  yaitu  negara-negara  yang  sebelum-l  Januari  1967  telah  membuat  dan 
meledakkan  persenjataan  nuklir  atau  nuclear  explosive  device  lainnya  disebut 
sebagai  negara-negara  nuklir  dan  selebihnya  adalah  negara-negara  non-nuklir. 
Definisi  ini  dipergunakan  untuk  mengukur  apakah  proliferasi  senjata  nuklir 
terjadi  atau  tidak. 

KE  ARAH  NON-PROLIFERASI 

Sebagai  langkah  awal  untuk  membahas  masalah  Non-Proliferasi,  dua  hal 
berikut  ini  perlu  mendapatkan  kejelasan  lebih  dahulu.  Pertama,  senjata-senja- 
ta  nuklir  yang  telah  dibuat  dan  dimiliki  oleh  negara-negara  di  dunia  hingga  de- 
wasa ini,  dan  mungkin  yang  akan  dibuat  oleh  negara-negara  lain  pada  waktu 
yang  akan  datang,  jika  itu  terjadi,  ditujukan  untuk  menghadapi  ancaman  atau 
lingkungan  luar  dari  negara  yang  bersangkutan.  Tidak  terdapat  satu  bukti  pun 
yang  kuat  bahwa  penguasaan  atas  jenis  persenjataan  nuklir  itu  ditujukan  untuk 
menghadapi  persoalan-persoalan  keamanan  di  dalam  negeri  sendiri.  Dari  se- 
bab  itu  usaha-usaha  dari  sesuatu  negara  untuk  memiliki  persenjataan  nuklir 
berhubungan  dengan  persepsinya  mengenai  ancaman  (keamanan)  dan  ling- 
kungan strategis  yang  berada  di  luar  yurisdiksi  nasionalnya  sendiri. 

Ancaman  keamanan  dari  luar  itu  terutama  berupa  ancaman  senjata  nuklir 
dari  lawan  potensialnya  atau  ancaman  senjata  konvensional  yang  lebih  kuat  da- 
ri lawan  terhadap  dirinya  atau  bisa  jadi  juga  terhadap  negara  sekutunya.  Faktor 
ancaman  luar  ini  merupakan  unsur  yang  paling  menonjol  bagi  pertimbangan  se- 
suatu negara  untuk  memiliki  atau  tidak  memiliki  persenjataan  nuklir.  Tentang 
faktor-faktor  yang  menjadi  perangsang  atau  kendala  terhadap  sesuatu  negara 
untuk  memiliki  atau  tidak  memiliki  persenjataan  nuklir  telah  dibicarakan  da- 
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lam  tulisan  lain  ("Proliferasi  Nuklir  dan  Permasalahannnya,"  Analisa,  Februari 
1986),  sehingga  tidak  perlu  diulangi  di  sini. 

Kedua,  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud  damai  terutama 
merupakan  persoalan  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan  di  dalam  negeri 
sendiri ,  seperti  misalnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  listrik  yang  makin 
menmgkat.  Untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  seperti  itu,  tidak  setiap  negara 
memihki  sendiri  syarat-syarat  yang  diperlukan,  apakah  itu  berupa  bahan- 
tbahan  baku,  peralatan  dan  perlengkapannya,  atau  pengetahuan  dan  kecakap- 
■■an  untuk  melaksanakannya,  dalam  tingkat  yang  memadai.  Dalam  tingkatan 
yang  berbeda-beda,  pada  dasarnya  sebagian  besar  negara-negara  di  dunia  apa- 
kah yang  tergolong  sebagai  negara  maju  atau  negara-negara  sedang  ber'kem- 
tbang,  menghadapi  salah  satu  atau  beberapa  dari  persoalan  yang  berkaitan  de- 
rngan  syarat-syarat  yang  diperlukan  itu.  Karena  itu  kerjasama  dengan  pihak 
I'luar  negen  merupakan  salah  satu  cara  yang  ditempuh  oleh  suatu  negara  untuk 
nmencapai  maksud-maksudnya  dalam  memanfaatkan  tenaga  nuklir  untuk  tuju- 
aan-tujuan  damai  dan  kemanusiaan.  Hingga  sekarang  hanya  sedikit  saia  negara 
\yang  dapat  mandiri  dalam  bidang  tersebut. 

Persoalan  Non-Proliferasi  adalah  sisi  lain  dari  persoalan  proliferasi  atas  hal 
yang  sama,  yaitu  manfaat  dan  ancaman  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  eksploita- 
ssi  tenaga  nuklir.  Jika  proliferasi  nuklir  terutama  dihubungkan  dengan  perta- 
nnyaan  mengapa  sesuatu  negara  memilih  untuk  menguasai  atau  tidak  menguasai 
ppersenjataan  nukhr,  non-proliferasi  berhubungan  dengan  usaha  bagaimana 
^umlah  persenjataan  nuklir  dan  terutama  jumlah  negara  yang  memihki  persen- 
lataan  nukhr  tidak  bertambah  dari  jumlah  yang  ada,  semfentara  pemanfaatan 
tcenaga  nukhr  untuk  maksud-maksud  damai  dan  kemanusiaan  dapat  dinikmati 
03leh  masyarakat  internasional. 

Terus  meningkatnya  jumlah  persenjataan  nuklir  dan  negara  yang  memiliki 
j:enis  persenjataan  itu  dianggap  akan  memperbesar  kemungkinan  pecahnya 
suuatu  perang  nuklir  di  masa  depan .  Keadaan  demikian  sangat  menakutkan  oleh 
ksarena  akibat-akibat  dari  konflik  nuklir  adalah  kehancuran  total  baik  untuk 
dangka  pendek  maupun  jangka  panjang  bagi  umat  manusia.  Oleh  karena  itu  sa- 
aah  satu  bagian  dan  Dokumen  Final  Sidang  Khusus  Majelis  Umum  PBB  X  Juni 
.978,  misalnya,  menyatakan  bahwa  persenjataan  nuklir  merupakan  bahaya 
eerbesar  dan  umat  manusia  dan  kelangsungan  hidup  peradabannya,  dan  karena 
!tu  perlombaan  senjata  nuklir  dalam  semua  aspeknya  harus  dicegah  guna 
^nenghmdariterjadinyabencana  tersebut. 

Tetapi  bahaya  dahsyat  dari  persenjataan  nuklir  itu  telah  lama  disadari  se- 
i-ingga  usaha-usaha  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  proliferasi  senjata  nu- 
t.lir  juga  sudah  lama  diusahakan.  Pada  bulan  November  1945  tiga  negara  yang 
erhbat  dalam  pembuatan  senjata  nuklir  pertama,  Amerika  Serikat  Inggris 
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dan  Kanada,  mengeluarkan  suatu  deklarasi  bersama  yang  berkenaan  dengan 
pengawasan  dan  pemanfaatan  tenaga  atom.  Dalam  deklarasi  itu  mereka  antara 
lain  memperingatkan  mengenai  meluasnya  informasi  yang  sangat  khusus 
mengenai  penerapan  praktis  tenaga  nuklir  itu  sebelum  tercapainya  suatu  meka- 
nisme  pengamanan  (safeguards)  yang  efektif  dan  timbal-balik  dan  dapat  dilak- 
sanakan  terhadap  semua  bangsa.  Selain  itu  juga  dikemukakan  pentingnya  un- 
tuk  mencegah  penggunaan  tenaga  nuklir  untuk  tujuan-tujuan  yang  bersifat  me- 
rusak  (destruktif)  dan  mendorong  pemanfaatannya  untuk  tujuan-tujuan  da- 
mai.  Pendekatan-pendekatan  mereka  terhadap  negara-negara  besar  lainnya 
dalam  PBB  akhirnya  menghasilkan  dibentuknya  suatu  Komisi  Tenaga  Atom 
PBB  tahun  1946,  dengan  tugas  utama  seperti  diusulkan  tiga  negara  itu. 

Meskipun  Amerika  Serikat  sebagai  negara  yang  paling  maju  dalam  bidang 
ini  berusaha  untuk  membatasi  sekali  pemanfaatan  tenaga  nuklir  pada  perta- 
hanan  nasional,  melarang  eksploitasinya  oleh  pihak  swasta  dan  tetap  meraha- 
siakan  informasi-informasi  yang  berkenaan  dengan  penggunaan  dan  aplikasi 
tenaga  nuklir,  seperti  terwujud  dalam  McMahon  Act  1946,  terdapat  kalangan- 
kalangan  di  AS  yang  tidak  yakin  bahwa  hal  itu  akan  dapat  dilakukan  oleh  AS 
oleh  karena  cepat  atau  lambat  pengetahuan  dan  kemampuan  tersebut  akan  dimi- 
liki  oleh  negara-negara  lain  melalui  berbagai  cara.  Kerjasama  dari  kelompok- 
kelompok  yang  tidak  yakin  bahwa  AS  dapat  memonopoli  rahasia  pemanfaatan 
tenaga  nuklir  ini  kemudian  "meneruskan"  usaha-usaha  yang  diajukan  dalam 
deklarasi  tiga  negara  tahun  1946,  yang  kemudian  membuahkan  apa  yang  dike- 
nal  sebagai  Acheson-Lilienthal  Report. 

Laporan  ini  menekankan  pentingnya  pemanfaatan  tenaga  nuklir  hanya  un- 
tuk tujuan-tujuan  damai  dan  kemanusiaan  dan  menempatkan  semua  sumber- 
sumber  nuklir  dunia  dalam  pemilikan  dan  pengawasan  internasional.  Bagian- 
bagian  penting  dari  laporan  ini  kemudian  diambil  sebagai  usul-usul  Pemerintah 
Amerika  Serikat  mengenai  pengawasan  atas  tenaga  nuklir.  Usui  itu  kemudian 
dikenal  sebagai  Rencana  Baruch  (Baruch  Plan)  dan  diajukan  dalam  pertemuan 
pertama  Komisi  Tenaga  Atom  PBB  bulan  Juni  1946.  Pada  intinya  usul  itu  per- 
tama-tama  menghendaki  pemanfaatan  tenaga  nuklir  di  bawah  wewenang  suatu 
badan  internasional  untuk  dimanfaatkan  masyarakat  internasional;  dan  dalam 
prosesnya  kelak  semua  negara  dilarang  memiliki  persenjataan  nuklir  dan  hanya 
badan  internasional  itu  saja  yang  mempunyai  hak  memiliki  dan  untuk  apa  sen- 
jata  itu  akan  dipergunakan. 

Menghadapi  usul  itu,  Uni  Soviet  tidak  secara  spesifik  menolak  atau  meneri- 
manya.  Sebaliknya  negeri  ini  mengusulkan  suatu  rencana  tandingan  tentang  la- 
rangan  membuat,  menyimpan  dan  mempergunakan  senjata  nuklir  dan  dalam 
tiga  bulan,  jika  usul  ini  disepakati,  semua  senjata  nuklir  yang  ada  harus  dimus- 
nahkan.  Usui  ini  juga  diajukan  ke  PBB  pada  bulan  Juni  1946.  Baru  setelah  hal 
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itu  dapat  berjalan,  badan  internasional  diserahi  tugas  untuk  mengelola  dan  me- 
manfaatkan  tenaga  nuklir  untuk  kepentingan  bersama. 

Usui  yang  diajukan  Uni  Soviet  ini  dapat  diartikan  bahwa  pada  prinsipnya 
lUni  Soviet  menolak  usul  yang  diajukan  oleh  Amerika  Serikat.  Terlihat  bahwa 
lusul  Uni  Soviet  ini  menggunakan  dasar  pendekatan  yang  sama  sekali  berlawan- 
':an  dengan  usul  Amerika  Serikat:  Jika  Amerika  Serikat  pertama-tama  meng-. 
fhendaki  pengav^^asan  tenaga  nuklir  yang  kemudian  mengarah  pada  pemusnah- 
can  senjata-senjata  nuklir,  Uni  Soviet  pertama-tama  menghendaki  agar  persen- 
i  jataan  nuklir  terlebih  dahulu  dimusnahkan  sebelum  pengawasan  internasional 
catas  pemanfaatan  tenaga  nuklir  terjadi.  Sikap  Uni  Soviet  ini  pada  dasarnya 
rmencerminkan  ketakutan  bahwa  jika  ia  menerima  rencana  Amerika  Serikat, 
fpada  gilirannya  Amerika  Serikat  akan  merupakan  satu-satunya  pihak  yang 
rmempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan  membuat  persen jataan.  nuklir  se- 
cdangkan  ia  sendiri  akan  terikat  oleh  persetujuan  untuk  tidak  mengembangkan 
ssendiri  tenaga  nuklir  itu,  termasuk  dalam  menghadapi  kemungkinan  ancaman 
muklir  Amerika  Serikat  di  kemudian  hari. 

Perbedaan  yang  mendasar  dari  dua  negara  tersebut  mengenai  masalah  itu 
rmengakibatkan  tidak  adanya  kemajuan  yang  dicapai  dalam  usaha  mengelola 
ttenaga  nukhr  untuk  kepentingan  masyarakat  internasional  bersama.  Bahkan 
tketika  mayoritas  anggota  PBB  menyetujui  suatu  rencana  yang  kemudian  dike- 
rnal  sebagai  "Rencana  PBB"  dalam  Sidang  Umum  tahun  1948,  perbedaan  itu 
rmasih  terus  berlangsung  dan  tidak  menghasilkan  kemajuan  sedikit  pun  oleh  ka- 
rrena  Rencana  PBB  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  Rencana  Baruch.  Apalagi  pa- 
dda  tahun  1949  Uni  Soviet  kemudian  berhasil  melakukan  percobaan  senjata 
rnuklirnya  yang  pertama,  sehingga  usaha  mencegah  proliferasi  nuklir  lebih  lan- 
]jut  menunjukkan  kegagalan.  Kegagalan  ini  kemudian  disusul  oleh  berhasilnya 
Ilnggris  melakukan  percobaan  bom  nuklirnya  yang  pertama  pada  tahun  1952. 
SSementara  itu  pada  tahun  yang  sama  Amerika  Serikat  juga  kemudian  berhasil 
cdengan  uji  cobanya  membuat  bom  hidrogen,  suatu  jenis  bom  nuklir  dengan  ke- 
mampuan yang  tidak  terbatas  besarnya.  Uni  Soviet  menyusul  keberhasilan 
i/Amerika  Serikat  dalam  uji  coba  bom  hidrogen  pada  pertengahan  tahun  1953. 

Sukses  Uni  Soviet  dan  Inggris  itu  merupakan  bukti  bahwa  cepat  atau  lambat 
rproliferasi  senjata-senjata  nuklir  ke  negara-negara  lainnya  hanyalah  persoalan 
vwaktu,  terlebih  lagi  jika  pada  tingkat  internasional  tidak  terdapat  suatu  usaha 
uuntuk  menghentikan  atau  sekurang-kurangnya  menghambat  cepatnya  proses 
litu  terjadi.  Ini  merupakan  salah  satu  alasan  bagi  Amerika  Serikat  untuk  meng- 
aajukan  usulnya  mengenai  "Atoms  for  Peace"  melalui  pidato  Presiden  Eisenho- 
vwer  di  PBB  menjelang  akhir  tahun  1953.  Melalui  usul  ini  Amerika  Serikat  men- 
ccoba  mengeksploitasi  kerjasama  internasional  untuk  memanfaatkan  tenaga 
muklir  untuk  tujuan-tujuan  damai  agar  proliferasi  senjata  nuklir  lebih  lanjut  da- 
rpat  dihambat  atau  dihentikan.  Transfer  bahan-bahan  nuklir  dapat  dilakukan  ke 
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negara-negara  lain  melalui  sistem  pengamanan  (safeguards),  yang  disepakati 
bersama  agar  bahan-bahan  tersebut  tidak  disalahgunakan  untuk  tujuan-tujuan 
militer. 

Berdasarkan  usul  ini,  yang  memang  menarik  minat  banyak  negara  untuk 
kepentingan  ekonominya,  pada  tahun  1957  lahirlah  Badan  Tenaga  Atom  Inter- 
nasional  (IAEA)  yang  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  yang  mengawasi  trans- 
fer dan  pemanfaatan  tenaga  nuklir  ke  berbagai  negara  untuk  maksud-maksud 
damai.  Sejak  itu  secara  terbuka  dimungkinkan  terjadinya  jual-beli  bahan-ba- 
han nuklir  dan  reaktor  di  pasar  internasional,  terutama  dengan  maksud  untuk 
memenuhi  kebutuhan  energi  yang  makin  meningkat. 

Setelah  itu  proses  ke  arah  perundingan  non-proliferasi  cukup  rumit  dan  ber- 
kepanjangan.  Perdebatan  terutama  berkisar  pada  mekanisme  pengamanan 
yang  dilakukan  oleh  IAEA,  yang  dilihat,  terutama  oleh  negara-negara  yang  ti- 
dak memiliki  persenjataan  nuklir  hingga  saat  itu,  sebagai  usaha  dari  negara-ne- 
gara bersenjata  nuklir  untuk  memonopoli  persenjataan  itu.  Walaupun  begitu, 
ketika  pada  tahun  1963  Uni  Soviet  untuk  pertama  kalinya  bersedia  terlibat  da- 
lam  pembiayaan  sistem  pengamanan  yang  diinginkan,  gagasan  untuk  adanya 
suatu  perundingan  non-proliferasi  yang  sungguh-sungguh  makin  mendapatkan 
perhatian,  terutama  di  kalangan  18  negara  anggota  Komite  Perlucutan  Senjata 
(Eighteen-Nation  Disarmament  Committee,  ENDC).  Komite  ini  dibentuk  oleh 
PBB  menjelang  akhir  tahun  1961  sebagai  ganti  dari  Komite  Perlucutan  Senjata 
PBB,  dan  setelah  beberapa  kali  mengalami  perubahan  lagi  akhirnya  kini  nama- 
nya  dikembalikan  seperti  semula  (Committee  on  Disarmament)  dan  beranggo- 
takan  31  negara. 

Memang  yang  terlibat  dalam  usul-usul  ke  arah  terselenggaranya  suatu  rezim 
non-proliferasi  tidak  hanya  negara-negara  besar  dalam  PBB  dan  para  sekutu 
mereka  saja.  Negara-negara  yang  tidak  terlibat  dalam^persekutuan.  apakah 
persekutuan  Blok  Barat  atau  Blok  Timur,  juga  telah  aktif  terlibat  dalam  masa- 
lah  ini  seperti  India  (sekurang-kurangnya  sejak  1956),  Irlandia  (1958)  dan  Swe- 
dia  (1961).  Jika  negara-negara  besar  dan  bersenjata  nuklir  hingga  sekitar  tahun 
1963  memusatkan  perhatiannya  terutama  pada  usaha-usaha  untuk  terselengga- 
ranya suatu  perlucutan  senjata  secara  umum  dan  menyeluruh  (general  and 
complete  disarmament),  negara-negara  non-nuklir  dan  tidak  terikat  dalam  per- 
sekutuan itu  lebih  memusatkan  pada  non-proliferasi. 

Kemacetan  yang  terjadi  dalam  usaha-usaha  untuk  tercapainya  suatu  perlu- 
cutan senjata  secara  umum  dan  menyeluruh  akhirnya  makin  mendorong  perha- 
tian negara-negara  nuklir  pada  usul  untuk  dilakukannya  perundingan-perun- 
dingan  ke  arah  non-proliferasi.  Akhirnya  hal  ini  mendorong  pada  adanya  kesa- 
maan  sikap  di  anfara  negara-negara  nuklir  dalam  beberapa  hal  pokok  yang  ber- 
hubungan  dengan  masalah  non-proliferasi,  terutama  antara  Amerika  Serikat, 
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Inggris  dan  Uni  Soviet.  Kesamaan  sikap  antara  kelompok  Blok  Barat  (di  bawah 
Amerika  Serikat)  dan  Blok  Timur  (di  bawah  Uni  Soviet)  terjadi  pada  tahun 
1967,  dan  ini  kemudian  mempermudah  dicapainya  kesepakatan  mengenai  Per- 
-setujuan  Non-Proliferasi  tahun  1968. 


IfPRINSIP-PRINSIP  PERSETUJUAN  NON-PROLIFERASI  DAN 
FPERMASALAHANNYA 

Persetujuan  Non-Proliferasi  ditandatangani  pada  tanggal  !  Juli  1968  oleh 
ttiga  negara  nuklir  (Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Uni  Soviet)  dan  lebih  dari  50 
rnegara  lainnya  dan  berlaku  efektif  njulai  tanggal  5  Maret  1970.  Hingga  kini  le- 
tbih  dari  130  negara  telah  meratifikasi  Persetujuan  Non-Proliferasi,  tetapi  masih 
tterdapat  sejumlah  negara  yang  tidak  menjadi  pihak  dalam  persetujuan  itu.  Be- 
tberapa  negara  penting  yang  tidak  menjadi  pihak  dalam  NPT  hingga  saat  ini  an- 
ttara  lain  adalah  Prancis,  RRC,  India,  Argentina,  Brasilia,  Israel,  Pakistan, 
SSpanyoI,  Korea  Utara,  dan  Afrika  Selatan.  Kecuali  Prancis  dan  RRC,  dan 
hhingga  batas  tertentu  India  karena  keberhasilannya  dalam  meledakkan  nuclear 
(device,  yang  telah  menjadi  negara  nuklir,  negara-negara  ini  telah  memiliki 
ppengetahuan  dan  perangkat  nuklir  yang  maju  sehingga  kekhawatiran  terjadi- 
rmya  proliferasi  senjata  nuklir  di  antara  negara-negara  ini  cukup  kuat. 

Pada  dasarnya  Persetujuan  Non-Proliferasi  merupakan  kompromi  dari  ne- 
ggara-negara  nuklir  (Amerika  Serikat,  Inggris,  Uni  Soviet)  dengan  negara-nega- 
rra  bukan  nuklir,  baik  negara-negara  industri  maju  (Jerman  Barat  dan  Jepang 
nmisalnya)  maupun  negara-negara  sedang  berkembang  Dunia  Ketiga  pada 
uumumnya.  Kompromi  itu  terwujud  pada  persoalan  pokok  yang  dihadapi  dalam 
nmemanfaatkan  tenaga  nukhr  oleh  masyarakat  internasional.  Negara-negara 
\yang  "belum  terlanjur"  memiliki  persenjataan  nuklir  bersedia  tidak  mengeks- 
pploitasi  tenaga  nuklir  untiik  keperluan  militer/persenjataan  dan  sebagai  ganti- 
nnya  mereka  akan  menikmati  secara  luas  teknologi  nuklir  untuk  memanfaatkan 
titenaga  nuklir  demi  tiljuan-tujuan  damai/kemanusiaan.  Prinsip  ini  secara  ring- 
kkas  tercantum  dalam  pasal-pasal  Persetujuan  Non-Proliferasi.  Dengan  perka- 
ttaan  lain,  Persetujuan  Non-Proliferasi  merupakan  instrumen  hukum  pada  ta- 
t  tanan  internasional  untuk  memanfaatkan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud 
tidamai  semaksimal  mungkin  sementara  melarang  pengembangan  dan  penem- 
ppatan  persenjataan  nuklir  oleh  negara-negara  yang  menjadi  pihaknya  yang 
Hhingga  1  Januari  1967  bukan  termasuk  kategori  "negara  nuklir." 

Adapun  hal-hal  pokok  yang  diatur  dalam  Persetujuan  Non-Proliferasi  seca- 
rra  sederhana  dapat  diringkas  sebagai  berikut.  Pasal  I  Persetujuan  menyatakan 
hbahwa  negara-negara  nuklir,  seperti  yang  diartikan  menurut  kesepakatan  per- 
ssetujuan  dalam  Pasal  IX,  yang  menjadi  pihak  dalam  Persetujuan  dilaraqg  me- 
Ttnindahkan  penguasaan  atas  atau  memberikan  persenjataan  nuklirnya  kepada 
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negara  lain,  atau  memban'tu  negara  lain  untuk  memperoleh  bahan-bahan  yang 
akan  dipergunakan  Untuk  membuat  persenjataan  nuklir.  Pasal  II  melarang  ne- 
gara-negara  non-nuklir  (non-nuclear  weapon  state)  untuk  membuat,  mengua- 
sai,  atau  menerima  persenjataan  nuklir  atas  usahanya  sendiri  atau  melalui  ban- 
tuan  dari  negara  lain.  Pasal  III,  berkaitan  dengan  pemanfaatan  tenaga  nuklir 
untuk  maksud-maksud  damai,  mewajibkan  negara-negara  non-nuklir,  tetapi 
tidak  terhadap  negara-negara  nuklir,  yang  menjadi  pihak  dalam  Persetujuan 
ini  untuk  menerima  mekanisme  pengaturan  pengamanan  (safeguards)  terha- 
dap semua  perlengkapan  nuklir  yang  mempergunakan  bahan-bahan  nuklir  ~ 
yaitu  bahan-bahan  baku  yang  dapat  dipergunakan  untuk  membuat  persenjata- 
an nuklir  ~  melalui  persetujuannya  dengan  IAEA  yang  ditunjuk  sebagai  lemba- 
ga  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  hal  itu. 

Sejalan  dengan  Pasal  I  dan  Pasal  II,  Pasal  IV  memberikan  jaminan  kepada 
negara-negara  non-nuklir  yang  menjadi  pihak  dalam  Persetujuan  atas  hak  me- 
reka  untuk  mengembangkan  penelitian,  produksi  dan  pemanfaatan  tenaga 
nuklir  untuk  maksud-maksud  damai  tanpa  diskriminasi  dan  mewajibkan  semua 
pihak  dalam  persetujuan  untuk  membuka  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  per- 
tukaran  sarana,  bahan-bahan  serta  informasi  pengetahuan  dan  teknologi  dalam 
penggunaan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud  damai.  Selanjutnya  dalam 
Pasal  V  dinyatakan  adanya  kemungkinan  terbuka,  melalui  prosedur  terteritu, 
bagi  negara-negara  non-nuklir  akan  manfaat-manfaat  potensial  dari  ledakan 
nuklir  untuk  tujuan-tujuan  damai,  dan  ini  akan  diberikan  kepada  mereka  tanpa 
diskriminasi,  melalui  badan  internasional  yang  ditunjuk  untuk  itu.  Pasal  VI 
berkaitan  dengan  usaha-usaha  yang  harus  dilakukan  untuk  menghentikan  per- 
lombaan  senjata  nuklir  (yang  dimaksudkan  tentu  antara  negara-negara  yang  di- 
sebut  sebagai  negara-negara  nuklir)  dan  perlucutan  senjata  nuklir  sehingga 
akhirnya  kelak  akan  tercapai  suatu  perlucutan  senjata  secara  umum  dan  me- 
nyeluruh. 

Satu  pasal  lainnya  yang  penting  untuk  dicatat  dalam  Persetujuan  Non-Proli- 
ferasi  adalah  Pasal  X  yang  memberi  hak  bagi  setiap  pihak  dalam  persetujuan 
untuk  mengundurkan  diri  jika  terjadi  hal-hal  luar  biasa  yang dianggap  mengan- 
cam  kepentingan  tertinggi  negaranya.  Pemberitahuan  untuk  menarik  diri  itu 
dilakukan  sekurang-kurangnya  tiga  bulan  sebelumnya,  disertai  dengan  per- 
nyataan  mengenai  apa  yang  dianggap  sebagai  hal-hal  luar  biasa  yang  mengan- 
cam  kepentingan  itu ,  kepada  Dewan  Keamanan  PBB .  Ini  berarti  bahwa  jika  se- 
suatu  negara  memandang  lingkungannya  tidak  lagi  sesuai  dengan  kewajiban- 
kewajiban  yang  dicanlumkan  dalam  persetujuan,  ia  berhak  meninggalkan  per- 
setujuan itu. 

Sejak  berlaku  efektif  tahun  1970  hingga  sekarang,  makin  banyak  negara 
yang  menjadi  pihak  (meratifikasi)  dalam  Persetujuan  Non-Proliferasi.  Dari  sa- 
tu segi  ini  dapat  menunjukkan  bahwa  lingkungan  internasional  yang  dihadapi 
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illeh  banyak  negara  di  dunia  dianggap  masih  tetap  sesuai  dengan  aturan-aturan 
fang  dicakup  oleh  Persetujuan.  Berkaitan  dengan  itu,  Persetujuan  sendiri 
|nemberi  suatu  ketentuan  mengenai  adanya  suatu  konperensi  untuk  meninjau 
aelaksanaan  persetujuan  itu  dengan  maksud  untuk  menegaskan  apakah  yang 
login  dicapai  oleh  persetujuan  telah  dilaksanakan,  yaitu  ketentuan  Pasal  VIII, 
etiap  lima  tahun  sekali.  Hingga  konperensi  ketiga  peninjauan  pelaksanaan 
Persetujuan  tahun  1985  yang  lalu  sekurang-kurangnya  semua  pihak  mengakui 
ddak  terj  adinya  pelanggaran  atas  Pasal  I  dan  II  Persetujuan  mengenai  non-pro- 
itferasi  persenjataan  nuklir,  khususnya  proliferasi  secara  horisontal.  Artinya, 
laatu  segi  dari  maksud  utama  NPT  hingga  sekarang  tercapai  secara  memuaskan 
leemua  pihak  sebab  tidak  ada  satu  negara  pun  dari  pihak-pihak  daiam  Persetuju- 
im  yang  telah  melanggar  non-proliferasi  horisontal  dan  juga  tidak  satu  pun 
mempergunakan  haknyarmenurut  ketentuan  Pasal  X  persetujuan. 

Akan  tetapi  ini  bukan  berarti  bahwa  NPT  telah  sepenuhnya  memuaskan  se- 
mua pihak,  khususnya  dalam  hubungan  antara  negara-negara  nuklir  dan  non- 
iLuklir.  Hingga  kini  persoalan  besar  yang  belum  diselesaikan  secara  memuas- 
:aan  menyangkut  tiga  hal,  yaitu:  (1)  masalah  penghentian  perlombaan  dan  per- 
uacutan  senjata  nuklir;  (2)  masalah  keamanan  yang  dihadapi  oleh  negara-nega- 
ai  non-nuklir  terhadap  ancaman  atau  penggunaan  senjata  nuklir  oleh  negara 
iLuklir;  dan  (3)  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  tena- 
laa  nuklir  untuk  maksud-maksud  damai.  Sebenamya  ketiga  masalah  ini  telah 
nienjadi  persoalan  besar  sejak  proses  perundingan  ke  arah  tercapainya  Perse- 
uijuan  Non-Proliferasi,  khususnya  dua  masalah  terakhir  mengenai  keamanan 
leegara-negara  non-nukhr  dan  pemanfaatan  tenaga  nukhr  untuk  maksud-mak- 
Uid  damai. 

i  Mengenai  masalah  penghentian  perlombaan  senjata  nuklir  dan  perlucutan 
bnjata  nuklir,  pada  dasarnya  pandangan  negara-negara  pihak  dalam  NPT  ter- 
laagi  dua  kelompok  besar.  Di  satu  pihak,  bagi  negara-negara  yang  melihat  NPT 
ekbagai  persetujuan  pembatasan  dan  pengawasan  senjata  nuklir  agar  tidak  ter- 
aidi  proliferasi  secara  horisontal,  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  Perse- 
u.ijuan  itu  dianggap  telah  dicapai  secara  memuaskan.  Pandangan  ini  terutama 
liaanut  oleh  tiga  negara  nuklir  yang  menjadi  pihak  dalam  NPT  (Amerika  Seri- 
taat,  Inggris,  dan  Uni  Soviet)  dan  negara-negara  Barat  dan  Blok  Timur  pada 
miumnya.  Bagi  mereka,  tugas  utama  yang  harus  dilakukan  setelah  tercapai- 
yya  Persetujuan  adalah  mendorong  agar  NPT  menjadi  semakin  kuat  melalui 
laakin  banyaknya  negara  yang  menjadi  pihak  dalam  Persetujuan  dan  mem- 
eerkuat  sistem  pengamanan  yang  efektif,  sehingga  jumlah  negara  yang  memi- 
kki  persenjataan  nuklir  dapat  dipertahankan  dalam  keadaan  seperti  sekarang. 

Di  lain  pihak,  negara-negara  non-nuklir,  khususnya  negara-negara  non- 
Idok  dan  netral,  berpendirian  bahwa  dalam  melaksanakan  persetujuan,  semua 
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ketentuan  yang  telah  disepakati  harus  dilaksanakan  dan  usaha-usaha  yang 
sungguh-sungguh  harus  diarahkan  untuk  menutup  setiap  celah  yang  terjadi 
dalam  kenyataannya.  Berkaitan  dengan.itu,  negara-negara  ini  pada  umumnya 
melihat  bahwa  negara-negara  nuklir  tidak  sungguh-sungguh  melakukan 
perundingan-perundingan  untuk  menghentikan  perlombaan,  apalagi  untuk 
perlucutan  senjata  nuklir.  Hal  ini  tidak  selaras  dengan  amanat  yang 
dikemukakan  dalam  Pasal  VI  mengenai  usaha-usaha  untuk  menghentikan 
perlombaan  senjata  nuklir  dan  perlucutannya.  Menurut  pandangan  banyak 
negara  nonblok  dan  netral  yang  menjadi  pihak  dalam  NPT,  negara-negara 
nuklir  terlalu  besar  perhatiannya  pada  tuntutan  agar  negara-negara  non-nuklir 
mematuhi  ketentuan  Persetujuan,  khususnya  yang  berhubungan  dengan  Pasal 
I  dan  II,  tetapi  tidak  banyak  memberikan  perhatian  pada  kewajibannya  sen- 
diri  yang  ditentukan  dalam  Pasal  VI  mengenai  perlombaan  dan  perlucutan 
senjata  nuklir.  Karena  itu  yang  dikehendaki  oleh  negara-negara  non-nuklir  ini 
adalah  agar  negara-negara  nuklir  juga  melakukan  upaya-upaya  yang  sungguh- 
sungguh  untuk  memenuhi  kewajibannya  supaya  tujuan  yang  ingin  dicapai 
oleh  NPT  makin  diperkokoh. 

Masalah  keamanan  merupakan  salah  satu  persoalan  pokok  yang  selalu  di- 
hadapi  oleh  hampir  setiap  negara  dalam  berhubungan  dengan  negara  lain.  Ma- 
salah keamanan  ini  sejak  awal  telah  menjadi  kepentingan  negara-negara  non- 
nuklir  dalam  hubungannya  dengan  negara-negara  nuklir.  Mereka  menghenda-  ,. 
ki  adanya  jaminan  yang  memadai  dari  negara-negara  nuklir  terhadap  kemung-  h 
kinan  penggunaan  atau  ancaman  persenjataan  nuklir  terhadap  keamanannya 
sebagai  imbangan  bagi  kesediaan  mereka  untuk  tidak  membuat  dan  memiUki 
persenjataan  nuklir  bagi  sistem  pertahanannya.  Hingga  sekarang  sistem  jamin-  ii 
an  keamanan  bagi  negara-negara  non-nuklir  terhadap  penggunaan  atau  ancam-  '<' 
an  persenjataan  nuklir  dianggap  belum  memuaskan  oleh  karena  negara-negara 
nuklir  sendiri  berbeda  pendapat  mengenai  hal  itu,  khususnya  mengenai  kondi-  |i 
si-kondisi  yang  diperlukan  mengenai  tidak  akan  dipergunakannya  persenjata- 
an nuklir  terhadap  negara  non-nuklir  itu.  Jaminan  yang  dikehendaki  oleh  nega-  ■. 
ra-negara  non-nuklir  itu  tidak  saja  dari  negara-negara  nuklir  yang  menjadi  pi-  1 
hak  dalam  NPT  tetapi  juga  dari  negara-negara  nuklir  di  luar  NPT,  agar  persen-  k 
jataan  nuklir  tidak  akan  dipergunakan  sama  sekali  terhadap  mereka.  I 

Setelah  perundingan-perundingan  yang  panjang,  negara-negara  nuklir  |l 
yang  kemudian  menjadi  pihak  dalam  NPTsepakat  untuk  memberikan  jaminan  t 
keamanan  terhadap  negara-negara  non-nuklir  melalui  resolusi  Dewan  Kea- 
manan di  PBB.  AmerikaSerikat,  Inggris,  dan  Uni  Soviet,  yang  juga  anggotate- 
tap  Dewan  Keamanan  PBB ,  masing-masing  bersedia  untuk  mengambil  inisiatif 
membantu  negara-negara  non-nuklir  yang  menjadi  pihak  dalam  NPT  yang 
menghadapi  ancaman  senjata  nuklir  dalam  melakukan  tindakan  bela-diri  seca- 
ra  kolektif  sesuai  dengan  ketenluan-ketentuan  dalam  Piagam  PBB.  Jaminan 
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keamanan  dan  kesediaan  mereka  untuk  mengambil  insiatif  itu  diajukan  sebagai 
Resolusi,Dewan  Keamanan  yang  kemudian  diterima  pada  tanggal  19  Juni  1968 
dengan  suara  yang  mendukung  10  dan  5  lainnya  absen. 

Tetapi  yang  menjadi  masalah  adalah,  karena  sifatnya  resolusi,  negara-nega- 
rra  nuklir  itu  pada  dasaraya  tidak  terikat  secara  hukum  untuk  berkewajiban  se- 
[ccara  bersama-sama  mengambil  tindakan  bila  sesuatu  negara  non-nuklir  meng- 
l-hadapi  ancaman  keamanan  seperti  yang  dimaksud  dalam  resolusi.  Lagi  pula 
ttindakan  Dewan  Keamanan  masih  akan  ditentukan  oleh  efektivitas  keputusan- 
mya  mengingat  adanya  hak  veto  dari  anggota  tetap  Dewan  Keamanan  yang  juga 
cdapat  berlaku  dalam  masalah  ini.  Jika  sesuai  dengan  ketentuan  Piagam  PBB 
[Dewan  Keamanan  dapat  mencapai  keputusan  dan  melakukan  tindakan  untuk 
nmenghadapi  peristiwa  seperti  itu,  memang  setiap  negara  nuklir,  baik  secara 
tbersama-sama  atau  sendiri  saja,  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  untuk 
nmembela  negara  anggota  PBB  yang  menghadapi  ancaman  keamanan  tersebut. 

Dengan  demikian,  meskipun  terdapat  jaminan  keamanan  dari  negara-ne- 
ggara  nuklir  melalui  Resolusi  Dewan  Keamanan  itu,  pada  dasarnya  jaminan  ter- 
ssebut  tidak  memberikan  kepastian  bahwa  hal  itu  akan  terlaksana.  Seandainya 
Fpun  suatu  negara  nuklir  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  untuk  membela 
kkeamanan  negara  tidak  bernuklir,  dasar  pertimbangan  untuk  melakukan  tinda- 
kkan  itu  akan  lebih  banyak  dilandasi  oleh  kepentingan  negara  nuklir  bersangkut- 
aan  daripada  oleh  kepentingan  keamanan  negara  non-nukUr  yang  terancam  se- 
nmata-mata.  Itu  pula  sebabnya  mengapa  negara-negara  non-nuklir  menghenda- 
kki  adanya  suatu  jaminan  yang  memadai  bagi  keamanannya  sebagai  imbangan 
tterhadap  kesediaan  mereka  untuk  tidak  memiliki  persenjataan  nuklir.  Jika  ja- 
nrninan  itu  tidak  tercapai,  godaan  untuk  menerapkan  Pasal  X  (menarik  diri  dari 
kkeikutsertaannya  dalam  Persetujuan)  dapat  menjadi  hal  yang  nyata  terutama 
bbagi  negara-negara  yang  menganggap  bahwa  keadaan  internasional  telah  mem- 
bbuatnya  untuk  bersikap  seperti  itu.  Kalau  demikian  halnya,  ancaman  terjadi- 
nnya  proliferasi  horisontal  dapat  menjadi  lebih  besar. 

Masalah  yang  berhubungan  dengan  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  mak- 
issud-maksud  damai  timbul  antara  negara-negara  yang  menjadi  pemasok  (sup- 
pvliers)  teknologi,  perlengkapan  dan  bahan-bahan  nuklir  dan  negara-negara 
\yang  menerimanya  (recipients)  berkaitan  dengan  prosedur  dan  syarat-syarat 
ppengamanan.  Menurut  Pasal  IV  Persetujuan,  negara-negara  non-nuklir  ber- 
hhak  sepenuhnya  menikmati  keuntungan-keuntungan  dari  pemanfaatan  tenaga 
nnuklir  untuk  maksud-maksud  damai.  Dalam  melaksanakan  prinsip  ini,  negara- 
nnegara  pemasok  lebih  cenderung  menekankan  pada  usaha-usaha  untuk  mence- 
ggah  terjadinya  proliferasi  berkenaan  dengan  alih  teknologi,  perlengkapan  dan 
hbahan-bahan  nuklir  ke  negara-negara  penerima.  Untuk  itu,  negara-negara  pe- 
ntnasok  saling  mengadakan  konsultasi  dan  kemudian  membentuk  semacam  or- 
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ganisasi  yang  disebut  sebagai  London  Suppliers  Club,  terdiri  dari  negara-nega- 
ra  Barat  dan  Timur,  yang  menetapkan  syarat-syarat  untuk  dilaksanakannya 
ekspor  atau  alih  teknologi,  perlengkapan,  dan  bahan-bahan  sensitif  dalam  kon- 
teks  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk"  maksud-maksud  damai.  Syarat-syarat 
itu  kemudian  dimasukkan  ke  IAEA,  dan  karena  itu  menjadi  bagian  dari  sistem 
pengamanan  (safeguards)  seperti  yang  dikehendaki  oleh  para  pemasok,  yang 
memuat  daftar  mengenai  apa  yang  mereka  anggap  sebagai  teknologi,  pengeta- 
huan  dan  bahan-bahan  nuklir  sensitif  dan  karena  itu  perlu  diawasi  secara  ketat 
oleh  masyarakat  internasional  atau  bahkan  tidak  bisa  diberikan  kepada  negara 
non-nuklir. 

Di  lain  pihak,  negara-negara  penerima  lebih  cendening  untuk  menekankan 
pada  hak  mereka  untuk  mengembangkan  riset  dan  pertukaran  teknologi  pe- 
manfaatan tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud  damai  secara  tidak  terbatas 
dan  tidak  diskriminatif  dalam  perlakuan.  Pada  umumnya  negara-negara  pene- 
rima ini  adalah  negara-negara  sedang  berkembang  yang  menghendaki  adanya 
kerjasama  yang  lebih  luas  dalam  usaha  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  mak- 
sud-maksud damai  itu  sehingga  memungkinkan  semua  negara  mempunyai  ke- 
sempatan  yang  sama  untuk  menikmati  keuntungan-keuntungan  dari  usaha  itu. 
Dari  sebab  itu  negara-negara  ini  pada  umumnya  beranggapan  bahwa  ketentu- 
an-ketentuan  yang  diberlakukan  oleh  kelompok  negara  pemasok  sangat  kaku 
dan  tidak  mendorong  kerjasama  internasional  yang  luas. 

Dengan  perkataan  lain,  negara-negara  maju  dalam  bidang  pemanfaatan  te- 
naga nuklir  sangat  merintangi  pelaksanaan  Pasal  IV  Persetujuan,  yang  pada  in- 
tinya  merupakan  kepentingan  negara-negara  non-nuklir  dalam  memanfaatkan 
tenaga  nuklir  yang  juga  menjadi  hak  mereka.  Selain  itu,  negara-negara  non- 
nuklir  yang  menjadi  pihak  dalam  NPT  juga  mengkritik  praktek-praktek  negara 
maju  yang  lebih  cenderung  memberikan  perlakuan  lebih  menguntungkan  ke- 
pada negara-negara  lain  yang  bukan  pihak  dalam  NPT  tetapi  yang  teknologi 
dan  kemampuan  nuklirnya  justru  sudah  di  tingkat  ambang  menuju  kemampu- 
an  membuat  persenjataan  nuklir  (India,  Pakistan,  Argentina  dan  Brasilia,  mi- 
salnya).  Dalam  konteks  non-proliferasi  horisontal,  seharusnya  negara-negara 
pemasok  bertindak  yang  sebaliknya. 

Apa  yang  telah  dikemukakan  di  atas  adalah  beberapa  pokok  persoalan  yang 
sejak  scmula  memang  merupakan  hal-hal  yang  rumit  diatasi.  Adanya  negara- 
negara  yang  tidak  bersedia  menjadi  pihak  dalam  NPT,  baik  itu  negara-negara 
nukhr  maupun  non-nuklir,  terutama  negara-negara  yang  telah  di  ambang  ke- 
mampuan untuk  membuat  persenjataan  nuklir,  merupakan  lambang  dari  per- 
sehsihan  yang  mendasar  dalam  usaha  pemanfaatan  tenaga  nuklir  di  antara  ne- 
gara-negara di  dunia.  Rumusan  dan  pelaksanaan  Persetujuan  Non-Proliferasi 
tersebut  pada  gihrannya  mendorong  sejumlah  negara,  baik  yang  tidak  menjadi 
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pihak  maupun  yang  menjadi  pihak  dalam  Persetujuan,  beranggapan  bahwa 
NPT  tidak  mampu  menjamin  sepenuhnya  mengatasi  adanya  celah-celah  yap'g 
memungkinkan  terjadinya  proliferasi,  terutama  di  pihak  negara-negara  nuklir. 
Salah  satu  kunci  utama  dari  keadaan  ini  tampaknya  adalah  karena  NPT  sendiri 
bersifat  diskriminatif  dan  tidak  seimbang. 

Persetujuan  Non-Proliferasi  pada  intinya  mewajibkan  negara-negara  non- 
i  nuklir  untuk  bersedia  diperiksa  instalasi-instalasi  nuklirnya  oleh  IAEA  dalam 
.  i  kaitannya  dengan  janji  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud  da- 
i  1  mai.  Tambahan  lagi,  negara-negara  non-nuklir,  meskipun  telah  jelas-jelas  me- 
inyatakan  kesediaannya  untuk  tidak  membuat,  memiliki,  atau  menempatkan 
ipersenjataan  nuklir,  masih  harus  menghadapi  kesulitan-kesulitan  yang  sangat 
Ibesar  dalam  usaha  mereka  untuk  juga  menikmati  manfaat  dan  keuntungan- 
1  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  dari  eksploitasi  tenaga  nuklir  sebab  prosedur 
lyang  harus  dilaluinya  sangat  ketat.  Hal  ini  terutama  berlaku  bagijiegara-negara 
<sedang  berkembang  yang  dari  segi  teknologi  dan  pengetahuan  di  bidang  nuklir 
I  berada  beberapa  langkah  di  belakang  negara-negara  maju.  Akan  tetapi  NPTti- 
( dak  mewajibkan  negara-negara  nuklir  untuk  bersedia  diperiksa  seluruh  kegiat- 
;an-kegiatannya  yang  berkaitan  dengan  eksploitasi  tenaga  nuklir.  Inilah  sebab- 
I  nya  mengapa  Persetujuan  Non-Proliferasi  disebut  bersifat  diskriminatif. 

Di  samping  itu,  persetujuan  ini  dianggap  bersifat  tidak  seimbang,  khusus- 
inya  dalam  pelaksanaannya,  oleh  karena  ia  hanya  menekankan  satu  aspek  saja 
(dari  masalah  proliferasi  persenjataan  nuklir.  Di  satu  pihak,  ia  melarang  dengan 
,  Ikeras  terjadinya  proliferasi  secara  horisontal.  Dan  jika  ini  merupakan  salah  sa- 
jttu  tujuan  dari  NPT,  secara  memuaskan  negara-negara  non-nuklir  tidak  satu 
fpun  yang  melanggar  persetujuan.  Di  lain  pihak,  pelaksanaan  NPT  yang  ber- 
ikaitan  dengan  pencegahan  proliferasi  secara  vertikal ,  seperti  tersirat  dalam  Pa. 
-sal  VI,  tidak  terselenggara  secara  memuaskan.  Bahkan  meskipun  di  antara 
tdua  negara  adikuasa  telah  diselenggarakan  serangkaian  perundingan  dan  per- 
ssetujuan  pengawasan  senjata,  seperti  SALTmisalnya,  peningkatan  jumlahdan 
l-kualitas  persenjataan  nuklir  oleh  negara-negara  nuklir  yang  menjadi  pihak  da- 
!lam  NPT  sendiri  pun  terus  berlangsung.  Artinya,  di  bawah  rezim  NPT  seka- 
rrang,  ancaman  persenjataan  nuklir  dari  negara-negara  nuklir  tidak  dapat  diku- 
;  rrangi  tetapi  justru  meningkat. 


iZONA  BEBAS  SENJATA  NUKLIR:  APA  MASALAHNYA? 

Sebenarnyaiah  persetujuan  pembatasan  senjata  melalui  pendekatan  ka- 
vwasan,  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  proliferasi  horisontal,  telah  lahir  da- 
^hulu  daripada  NPT.  Dapat  disebutkan  misalnya  Persetujuan  Antartika  yang di- 
tcapai  pada  tanggal  1  Desember  1959,  Persetujuan  Ruang  Angkasa  tahun  1967, 
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dan  Persetujuan  Tlatelolco  tahun  1967.  Pendekatan  non-proliferasi  melalui  wi- 
layah  inilah  yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan  gagasan-gagasan  membentuk 
zona-zona  bebas  senj ata  nuklir  (ZBSN) .  Tetapi  j ika  sementara  orang  berusaha 
mengaitkan  gagasan-gagasan  dan  usul-usu!  mengenai  ZBSN  dewasa  ini  dengan 
Pasal  VII NPT,  sebenarnya  kaitan  itu  terwujud  pada  pernyataan  bahwaNPTti- 
dak  merintangi  maksud-maksud  dari  negara-negara  di  kawasan-kawasan  dunia 
tertentu  untuk  bersepakat  melarang  membuat,  memiliki  dan  menyimpan  per- 
senjataan  nuklir  di  wilayahnya.  Dari  sebab  itu  dapat  dikatakan  bahwa  inisiatif 
membentuk  ZBSN  sedikit  berada  di  luar  NPT  meskipun  pada  dasarnya  gagas- 
an  ini  dapat  bertumpang-tindih  (overlapping)  dan  sekaligus  dapat  mendukung 
pelaksanaan  NPT.  Pembentukan  ZBSN  dapat  diterapkan  baik  di  wilayah-wi- 
layah  dunia  yang  dihuni  manusia  maupun  yang  tidak  dihuni.  Yang  akan  dibahas 
dalarh  bagian  berikut  ini  adalah  gagasan  ZBSN  yang  lebih  bersangkutan  de- 
ngan wilayah-wilayah  yang  dihuni  oleh  manusia. 

Gagasan  paling  awal  untuk  membentuk  ZBSN  di  wilayah  yang  dihuni  umat 
manusia  adalah  yang  diajukan  oleh  Polandia  pada  tahun  1957  melalui  Menteri 
Luar  Negerinya,  Adam  Rapacki,  dan  usul  itu  kemudian  dikenal  dengan  sebut- 
an  Rapacki  Plan.  la  mengusulkan  untuk  menjadikan  kawasan  Eropa  Tengah 
sebagai  kawasan  yang  bebas  senjata  nuklir.  Usul-usul  demikian  jtu  kemudian 
diajukan  oleh  berbagai  pihak  terhadap  kawasan-kawasan  Afrika  (1960),  Ame- 
rika  Latin  (1963),  Balkan  (1959),  Eropa  Utara  (1958),  Laut  Tengah  (1963),  Ti- 
mur  Tengah  (1974),  Asia  Selatan  (1974),  dan  Pasifik  Selatan  (1975).  Sedang- 
kan  kawasan  Asia  Tenggara,  dalam  usahanya  untuk  mewujudkan  kawasan  ini 
sebagai  zona  perdamaian,  kemerdekaan  dan  netralitas  (ZOPFAN),  gagasan 
untuk  menjadikan  kawasan  ini  sebagai  ZBSN  telah  dikemukakan  sekirrang-ku- 
rangnya  sejak  tahun  1984. 

Akan  tetapi  untuk  kawasan-kawasan  yang  dihuni  manusia  ini,  pembentu- 
kan ZBSN  yang  paling  penting  dan  berlaku  hingga  kini  adalah  di  Amerika  Latin 
yang  diatur  dalam  Persetujuan  Tlatelolco  tahun  1967.  Sementara  itu,  Deklarasi 
Bersama  untuk  membentuk  ZBSN  telah  disepakati  oleh  sebagian  besar  negara- 
negara  di  Pasifik  Selatan  yang  diorganisasikan  melalui  Forum  Pasifik  Selatan  tahun  i 
1985.  Tetapi  pelaksanaan  ZBSN  di  Pasifik  Selatan  ini  masih  membutuhkan  | 
proses  lebih  lanjut,  seperti  ratifikasi  persetujuan  dan  jaminan  penghormatan 
oleh  negara-negara  nuklir,  khususnya  dari  Prancis,  Amerika  Serikat  dan  Uni 
Soviet. 

Sedangkan  untuk  wilayah-wilayah  yang  tidak  dihuni  oleh  manusia,  telah 
terdapat  tiga  persetujuan  larangan  penggunaan  dan  penempatan  senjata-senja-  j 
ta  nuklir  dan  sebagai  tempat  uji  coba  persenjataan.  Pertama,  Persetujuan  An-  \ 
tartika,  dicapai  pada  1  Desember  1959,  menyepakati  larangan  dipergunakan-  t 
nya  wilayah  Antartika  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan  ak- 
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tivitas-aktivitas  militer,  uji  coba  segala  macam  persenjataan,  peledakan  nuklir 
dan  pembuangan  sisa-sisa  bahan-bahan  radio-aktif.  Kedua,  Persetujuan  menge- 
nai  Dasar  Lautan  (Sea-Bed  Treaty),  dicapai  pada  tanggal  7  Desember  1970, 
melarang  penempatan  persenjataan  nuklir,  senjata-senjata  penghacur  secara 
massal  lainnya  dan  fasilitas-fasilitas  untuk  persenjataantersebut  di  dasar  laut  di 
luar  batas  wilayah  perairan  nasional  12  mil.  Dan  yang  ketiga,  Persetujuan 
mengenai  Angkasa  Luar  (The  Treaty  on  Principles  Governing  the  Activities  of 
States  in  the  Exploration  and  Use  of  Outer  Space) ,  yang  disepakati  pada  tanggal 
19  Desember  1966,  antara  lain  melarang  penempatan  barang-barang  yang 
membawa  senjata  nuklir  atau  senjata  penghancur  massal  lainnya  di  sekeliling 
orbit  bumi  dan  di  benda-benda  angkasa,  termasuk  di  bulan. 

Secara  umum  yang  ingin  dicapai-oleh  penerapan  ZBSN  di  sesuatu  kawasan 
adalah  untuk  memperteguh  keamanan  negara-negara  dalam  wilayah  tertentu 
melalui:  (1)  mencegah  terjadinya  proliferasi  persenjataan  nuklir  secara  hori- 
sontal  baik  karena  usahanya  membuat  sendiri  atau  mendapatkan  dari  pihak 
luar;  dan  (2)  mencegah  penempatan  senjata  nuklir  di  kawasan  tersebut  oleh  pi- 
hak yang  membuatnya.  Cara-cara  tersebut  dianggap  akan  dapat  mengurangi 
atau  bahkan  membebaskan  kawasan  bersangkutan  dari  ancaman  persenjataan 
nuklir  oleh  karena  negara-negara  di  dalam  kawasan  sendiri  telah  sepakat  untuk 
tidak  memiliki,  membuat,  dan  menempatkan  persenjataan  nuklir  di  negara 
masing-masing.  Selain  itu,  negara-negara  nuklir,  khususnya  negara-negara  be- 
sar,  juga  dilarang  menempatkan  persenjataan  nukhrnya  di  negara-negara  ka- 
wasan dimaksud,  atau  mempergunakannya  terhadap  mereka.  Ini  semua  diha- 
rapkan  akan  lebih  mendorong  terselenggaranya  hubungan-hubungan  yang  le- 
bih  stabil  di  kawasan,  khususnya  dalam  hubungan  keamanan  mereka,  dan 
menghindari  terlibatnya  persenjataan  nuklir  dalam  persaingan  antarnegara  be- 
sar  di  kawasan  itu. 

Sebagai  suatu  pendekatan  untuk  mencegah  terjadinya  proliferasi  secara  ho- 
risontal,  usul-usul  mengenai  pembentukan  ZBSN  di  berbagai  kawasan  dunia 
yang  ada  dewasa  ini  diajukan  dan  dipelopori  oleh  negara-negara  non-nuklir. 
Artinya,  ZBSN  dapat  diartikan  sebagai  suatu  gagasan  yang  tumbuh  dari  ka- 
langan  negara-negara  non-nuklir  dalam  menghadapi  kemungkinan  ancaman 
persenjataan  nuklir  terhadap  keamanan  mereka,  terutama  ancaman  dari  nega- 
ra-negara nuklir.  Ini  berbeda  misalnya  dengan  perundingan-perundingan  dan 
persetujuan  mengenai  pengawasan  senjata  nuklir  yang  lain,  seperti  Test  Ban 
Treaty  (Perjanjian  Larangan  Uji  Coba)  dan  SALT  yang  justru  didominasi  oleh 
negara-negara  adikuasa. 

Akan  tetapi  oleh  karena  di  dunia  ini  terdapat  banyak  kawasan,  dan  arti  stra- 
tegis  dan  dinamika  dari  kawasan  satu  boleh  jadi  sangat  berbeda  dengan  kawas- 
an lainnya,  kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  sehubungan  dengan  keinginan 
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untuk  menjadikan  kawasan-kawasan  itu  sebagai  ZBSN  juga  berbeda  dari  yang 
satu  dengan  lainnya.  Di  satu  pihak,  terdapat  suatu  kawasan  yang  secara  relatif 
mudah  mencapai  persetujuan  untuk  membentuk  ZBSN,  seperti  yang  dialami 
oleh  kawasan  Amerika  Latin.  Di  lain  pihak,  terdapat  kawasan-kawasan  yang 
bahkan  sulit  untuk  mencapai  kesepakatan  apakah  ZBSN  diperlukan  atau  ti- 
dak,  seperti  misalnya  kawasan  sekitar  Samudra  Hindia. 

Jika  dilihat  dari  banyaknya  gagasan  dan  usul  pembentukan  ZBSN  selama 
hampir  tiga  dasawarsa  terakhir  ini,  tampak  bahwa  usaha-usaha  ke  arah  itu  tidak 
banyak  membawa  hasil.  Padahal  dari  segi  cakupan  geografis,  ZBSN  jauh  lebih 
terbatas  jangkauannya  dib.andingkan  dengan  NPT.  Bahkan  di  antara  negara- 
negara  satu  kawasan  yang  menjadi  pihak  dalam  NPT  pun  tidak  terdapat  petun- 
juk-petunjuk  yang  meyakinkan  bahwa  setiap  insiatif  ke  arah  pembentukan 
ZBSN  akan  selalu  dengan  mudah  mendapatkan  sambutan.  BarangkaU  hal  ini 
justru  dapat  dipergunakan  sebagai  petunjuk  bahwa  pada  dasarnya  upaya  men- 
cegah  proUferasi  senjata  nukhr  secara  horisontal  melalui  pendekatan  kawasan 
merupakan  pekerjaan  yang  suht.  Bahkan  dalam  konteks  usaha  memantapkan 
NPT  sekalipun,  pendekatan  kawasan  ini  (pembentukan  ZBSN)  tidak  selalu 
mudah  dilaksanakan.  Kurang  jelas  apakah  kesulitan  itu  disebabkan  oleh  ada- 
nya  kesan  terjadi  tumpang-tindih  antara  NPT,  yang  sudah  lebih  dahulu  diteri- 
ma  sebagai  suatu  pengaturan  yang  bersifat  lebih  universal,  dan  ZBSN,  yang 
bersifat  lokal,  dalam  membendung  proliferasi  senjata  nuklir. 

Pelajaran  barangkali  dapat  ditarik  dari  pengalaman  negara-negara  Ameri- 
ka Latin  dalam  membentuk  dan  melaksanakan  Persetujuan  Tlatelolco  yang 
menetapkan  kawasan  mereka  sebagai  kawasan  bebas  senjata  nuklir.  Hingga 
batas-batas  tertentu  usaha  yang  ditempuh  negara-negara  Amerika  Latin  dalam 
membentuk  ZBSN  dianggap  sebagai  suatu  model  yang  patut  dicontoh  oleh  ka- 
wasan lain.  Berkaitan  dengan  ini  maka  perlu  diingat  bahwa  tidak  semua  negara 
di  Amerika  Latin  menjadi  pihak  dalam  Persetujuan  Tlatelolco.  Justru  dua  ne- 
gara yang  paling  besar  kemampuannya  dalam  teknologi,  pengetahuan  dan 
penguasaan  bahan-bahan  nuklir,  dan  sangat  berpotensi  untuk  memecah  tem- 
bok  non-proliferasi,  yaitu  Argentina  dan  Brasilia,  tidak  menjadi  pihak  yang 
terikat  oleh  Persetujuan  tersebut.  Ini  memang  "diimbangi"  oleh  masuknya 
negara-negara  Amerika  Latin  lainnya  yang  tidak  menjadi  pihak  dalam  NPT, 
seperti  Columbia,  sebagai  pihak  dalam  Persetujuan  Tlatelolco.  Tetapi  bobot 
Argentina  dan  Brasilia  untuk  memudarkan  tujuan  non-proliferasi  di  Amerika 
Latin  lebih  besar  daripada  bobot  negara-negara  lainnya  itu.  Hal  ini  merupa- 
kan dilema  pertama  yang  berkaitan  dengan  tujuan  untuk  memperkuat  tidak 
terjadinya  proliferasi  senjata  nuklir  di  kawasan  itu  melalui  pengaturan  regio- 
nal. 

Dalam  pelaksanaannya,  prinsip  ZBSN  juga  menghendaki  adanya  pembuk- 
tian  (verifikasi)  bahwa  persetujuan  untuk  tidak  membuat,  memiliki  dan  me- 
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nempatkan  persenjataan  nuklir  di  bagian-bagian  kawasan  tersebut  dipatuhi.  Ji- 
ka  di  antara  neg&ra-negara  dalam  kawasan  itu  terdapat  negara  yang  memiliki 
reaktor  dan  instalasi  nuklir,  harus  dapat  dibuktikan  bahwa  negara  tersebut  ti- 
dak  secara  diam-diam  atau  sembunyi-sembunyi  melakukan  percobaan-perco- 
baan  dan  penelitian-penelitian  yang  dapat  ditujukan  pada  pembuatan  persen- 
jataan nuklir.  Untuk  itu,  negara-negara  Amerika  Latin  misalnya,  bersepakat, 
selain  menempuh  mekanisme  pengamanan  (safeguards)  melalui  persetujuan 
secara  bilateral  atau  multilateral  dengan  IAEA,  juga  membentuk  suatu  sistem 
dan  badan  pengawasan  internasional  yang  disebut  OPANAL  (Badan  untuk  Pe- 
larangan  Senjata-senjata  Nuklir  di  Amerika  Latin).  Tetapi  karena  tidak  semua 
negara  dalam  kawasan  itu  menjadi  pihak,  efektivitas  kerja  Badan  itu  tidak  bisa 
menjangkau  negara-negara  yang  berada  di  luar  keterikatan  Persetujuan  itu. 
Pada  akhirnya  kembali  lagi  dilema  keamanan  di  kawasan  dapat  timbul  jika  ne- 
gara yang  tidak  terikat  itu  menjadi  negara  nuklir.  Di  sini  persoalannya  men- 
jadi makin  serius  untuk  menjawab  pertanyaan  untung-ruginya  bagi  keamanan 
~  dan  kelangsungan  hidupnya  -  setelah  satu  tetangga  atau  lebih  memiliki 
persenjataan  nuklir. 

Selain  itu,  jika  salah  satu  negara  dalam  kawasan  mempunyai  hubungan 
khusus  atau  persekutuan  dalam  bidang  pertahanan  dan  militer  dengan  salah 
satu  negara  nuklir,  harus  juga  dibuktikan  bahwa  ia  tidak  memiliki  atau  diper- 
gunakan  sebagai  tempat  penyimpanan  atau  untuk  penempatan  persenjataan 
nuklir  negara  sekutunya  itu.  Boleh  jadi  sejak  semula  hingga  berlakunya  Perse- 
tujuan Tlatelolco  di  America  Latin  hal  ini  tidak  pernah  terjadi.  Akan  tetapi 
bagi  kawasan-kawasan  lain  di  dunia  yang  sedang  berpikir  untuk  membentuk 
atau  mengusulkan  adanya  ZBSN  keadaan  seperti  itu  harus  diperhitungkan. 
Karena  pertimbangan-pertimbangan  keamanan  dan  militernya,  negara-negara 
nuklir  tidak  selalu  terbuka  mengenai  apakah  ini  menempatkan  atau  menyim- 
pan  senjata  nuklir  di  wilayah  sekutunya  itu.  Lalu  bagaimana  jika  situasi  seper- 
ti ini  terjadi  hendak  "diatur"  dalam  persetujuan  agar  maksud  membebaskan 
kawasan  itu  dari  ancaman  persenjataan  nuklir  dapat  terwujud? 

Dari  sebab  itu,  persoalan  selanjutnya  adalah  sikap  negara-negara  nuklir 
sendiri  terhadap  maksud-maksud  pembentukan  ZBSN  di  kawasan  tertentu' 
akan  turut  menentukan  berhasil  atau  gagalnya  maksud  pembentukan  dan  pe- 
laksanaan  prinsip-prinsip  ZBSN.  Dalam  prosesnya,  pengalaman  Amerika  La- 
tin menunjukkan  bahwa  negara-negara  nuklir,  termasuk  negara-negara  adi- 
kuasa,  bersedia  menghormati  prinsip  ZBSN  yang  telah  disepakati  itu.  Penga- 
laman Amerika  Latin  ini  barangkali  tidak  akan  mudah  dicontoh  oleh  ka- 
wasan-kawasan lain  yang  karena  alasan-alasan  geo-strategis  mempunyai  arti 
lebih  penting  bagi  negara-negara  nuklir.  Ambil  contoh  misalnya  kawasan  Sa- 
mudra  Hindia  dan  Asia  Tenggara.  Wilayah  Samudra  Hindia  sangat  boleh  jadi 
mempunyai  arti  strategis  yang  lebih  penting  bagi  AS  untuk  penempatan  SLBM 
menghadapi  Uni  Soviet  dibandingkan  dengan  wilayah  lautan  di  sekitar  Ame- 
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rika  Latin.  Dan  jika  misalnya  AS  terus  bersikeras  untuk  mempergunakan  wi- 
layah  Samudra  Hindia  sebagai  penempatan  SLBM,  gagasan  membentuk 
ZBSN  di  wilayah  ini  akan  menghadapi  tantangan  yang  sangat  berat.  Demikian 
pula  kawasan  Asia  Tenggara  yang  selat-selatnya  sangat  penting  untuk  ge- 
rakan-gerakan  kapal-kapal  perang,  baik  yang  berlayar  di  permukaan  laut 
maupun  kapal  selam,  termasuk  yang  dilengkapi  dengan  persenjataan  nuklir. 
Terhadap  wilayah- wilayah  demikian  ini,  penghormatan  dan  keterlibatan  ne- 
gara-negara  nuklir  yang  berkepentingan  menjadi  semakin  harus  diperhitung- 
kan. 

Akhirnya,  konteks  hubungan-hubungan  politik  keamanan  di  dalam  kawas- 
an sendiri,  yang  untuk  beberapa  kawasan  tidak  dapat  dilepaskan  sama  sekali 
dari  kaitan  kepentingan  negara-negara  nuklir,  khususnya  dalam  konteks  per- 
saingan  antara  negara-negara  adikuasa,  sangat  berpengaruh  bagi  terwujud  atau 
tidaknya  gagasan-gagasan  membentuk  ZBSN.  Sukses  Amerika  Latin  dalam 
mencapai  ZBSN  antara  lain  ditunjang  oleh  faktor-faktor:  (1)  kesamaan  yang 
relatif  terjadi  di  antara  negara-negara  dalam  kawasan  itu  dalam  hal  nilai-nilai 
budaya,  tradisi  dan  politik  sehingga  mereka  merasa  memiliki  wawasan  dan 
identitas  regional  yang  kuat;  (2)  umumnya  teknologi  nuklir  belum  berkembang 
secara  mantap  di  bagian  dunia  itu,  dan  negara-negara  yang  telah  mulai  berkem- 
bang dalam  bidang  ini  ternyata  berada  di  luar  keterikatan  persetujuan;  (3)  ga- 
gasan mengenai  ZBSN  di  sana  juga  dirangsang  oleh  terjadinya  Krisis  Kuba  ta- 
hun  1962,  yang  melibatkan  persenjataan  nuklir  Uni  Soviet  di  wilayah  itu,  yang 
terjadi  dalam  waktu  yang  hampir  bersamaan;  (4)  terdapat  sesuatu  pihak  (Mek- 
siko)  yang  sangat  gigih  memelopori  perjuangan  untuk  tercapainya  maksud  ter- 
sebut;  dan  (5)  persaingan  antara  negara-negara  adikuasa  di  kawasan  itu  relatif 
tidak  terjadi  sementara  konflik  intra-regional  berada  dalam  tingkat  yang  mini- 
mal. Faktor-faktor  tersebut  menunjukkan  bahwa  konteks  keamanan  dan  poli- 
tik pada  tingkat  regional  sangat  berpengaruh  bagi  gagasan  pengembangan 
ZBSN.  Akan  tetapi  tidak  semua  faktor  harus  sama  dengan  keadaan  di  Amerika 
Latin  supaya  ZBSN  dapat  tercapai.  Hanya  saja,  pengalaman  Amerika  Latin  itu 
dapat  dipergunakan  sebagai  pembanding  dalam  membicarakan  gagasan  menge- 
nai ZBSN  di  berbagai  kawasan  dunia. 

Tetapi  karena  banyaknya  kawasan  dan  persoalan  yang  dihadapi  masing- 
masing,  bukan  tempatnya  dalam  telaah  ini  untuk  membahas  setiap  gagasan 
yang  telah  dikemukakan  oleh  berbagai  pihak  di  berbagai  kawasan  mengenai 
ZBSN,  bahkan  dalam  bentuk  ulasan  singkat  sekalipun.  Cukup  kiranya  kalau 
dikatakan  bahwa  konteks  politik  dan  keamanan  kawasan  menentukan  tercapai 
atau  tidaknya  kesepakatan  untuk  membentuk  ZBSN,  yang  faktor-faktornya 
dapat  berbeda  antara  kawasan  satu  dengan  kawasan  lainnya.  Keterlibatan  ne- 
gara-negara nuklir  dalam  masalah-masalah  politik  dan  keamanan  di  tingkat  re- 
gional akan  memperkompleks  persoalan  yang  dihadapi  dalam  upaya  memben- 
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tuk  kawasan  bebas  senjata  nuklir  ini.  Dan  akomodasi  dari  saling  kait-meng- 
kaitnya  persoalan  yang  dihadapi  dalam  kawasan  itu  bukan  merupakan  hal  yang 
[  mempermudah  dicapainya  kesepakatan. 

Pengalaman  Amerika  Latin  juga  menunjukkan  adanya  preseden  bahwa 
;ZBSN  dapat  dilaksanakan,  atau  sekurang-kurangnya  disetujui,  tanpa  harus 
I  terlebih  dahulu  melibatkan  semua  negara  yang  secara  geografis  tercakup  di  da- 
I  lamnya  sebagai  pihak  dalam  persetujuan.  Preseden  juga  terjadi  di  mana  negara 
!  yang  tidak  bersedia  menjadi  pihak  dalam  NPT,  bersedia  menjadi  pihak  dalam 
[  pengaturan  pada  tingkat  regional.  Dari  dua  preseden  tersebut  sulit  diambil  pe- 
I  laj  aran  yang  sangat  menarik  dalam  upaya  pencegahan  proliferasi  senj  ata-sen  j  a- 
Ita  nuklir.  Mungkin  hanya  satu  hal  yang  menonjol,  yaitu  untuk  negara-negara 
;yang  tidak  bersedia  menjadi  pihak  dalam  NPT  ada  kemungkinan  menjadi  pi- 
I  hak  yang  terikat  pada  tujuan  non-proliferasi  melalui  pendekatan  regional,  dan 
;  ZBSN  dapat  dilakukan  terhadap  sesuatu  kawasan  tanpa  secara  ketat  terikat  pa- 
L  da  batas  geografis  yang  konvensional. 


IPENUTUP 

Seperti  telah  dikemukakan  dalam  telaah  ini,  persoalan  non-proliferasi  ada- 
llah  sisi  lain  dari  masalah  proliferasi.  Karena  itu  untuk  memahaminya  juga  perlu 
■  mengaitkan  persoalan  ini  dengan  masalah-masalah  yang  dibahas  berkaitan  de- 
■ngan  proliferasi,  khususnya  hal  yang  menyangkut  faktor-faktor  yang  mendo- 
rong  dan  menjadi  kendala  bagi  sesuatu  negara  untuk  memilih  persenjataan 
nuklir  sebagai  salah  satu  komponen  bagi  kekuatan  pertahanannya.  Hanya  de- 
ngan memahami  kaitan  yang  demikian  itu  maka  usaha-usaha  yang  dilakukan 
i  untuk  mencegah  terjadinya  proliferasi  melalui  pengaturan  dan  persetujuan  in- 
Jternasional  mendapatkan  maknanya.  Kesadaran  mengenai  dahsyatnya  benca- 
r  na  perang  nuklir  semata-mata  bukan  merupakan  jawaban  yang  memuaskan  ba- 
;  gi  setiap  upaya  untuk  mencegah  proliferasi  nuklir  pada  masa  yang  akan  datang. 

Pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-maksud  damai,  yang  dalam  dasa- 
•  warsa-dasarwarsa  terakhir  ini  menjadi  perhatian  lebih  banyak  negara,  khusus- 
nya dalam  usaha  memenuhi  kebutuhan  energi,  tidak  hanya  ditentukan  oleh 
t  tuntutan-tuntutan  di  dalam  negeri  sendiri  dalam  pemenuhannya.  Persoalan  ini 
]  jelas  dihadapi  oleh  banyak  negara,  terutama  negara-negara  sedang  berkem- 
^bang,  yang  dalam  banyak  hal  tidak  memiliki  syarat-syarat  yang  dibutuhkan 
agar  dapat  memanfaatkan  tenaga  nuklir  seperti  yang  dikehendaki  itu.  Selain 
^  karena  soal  biaya,  masalah  terbesar  yang  dihadapi  adalah  karena  untuk  meme- 
'  nuhi  maksud  itu  diperlukan  kerjasama  yang  erat  dan  terbuka  dalam  bidang 
f  nuklir  dengan  negara-negara  yang  menguasai  syarat-syarat  tersebut,  yang  ter- 
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utama  adalah  negara-negara  maju.  Tetapi  negara-negara  yang  disebutkan  ter- 
akhir  ini  merasa  tidak  dapat  sepenuhnya  percaya  bahwa  suatu  transfer  syarat- 
syarat  yang  berkenaan  dengan  pemanfaatan  tenaga  nuklir  untuk  maksud-mak- 
sud  damai  tidak  mengakibatkan  terjadinya  proliferasi  senjata  nuklir  atau  penge- 
tahuan  tentang  itu  secara  horisontal.  Karena  itu  mereka  menerapkan  syarat- 
syarat  ketat  untuk  menjamin  semaksimal  mungkin  supaya  tidak  terjadi  prolife- 
rasi. Dengan  demikian  persoalannya  menyangkut  masalah  politik  dan  keaman- 
an  dalam  hubungan  antarnegara  dan  masalah  kepentingan  domestik  (nasional) 
yang  hendak  dicukupi,  dan  bukan  sekedar  masalah  teknis. 

Dari  pengalaman  melaksanakan  NPT  selama  lebih  dari  15  tahun  ini  ter- 
nyata  perbedaan-perbedaan  persepsi,  seperti  dikemukakan  dalam  telaah  ini, 
masih  tetap  besar.  Dan  tampaknya  untuk  mencapai  konsensus  dalam  bidang- 
bidang  pokok,  seperti  masalah  perlombaan  senjata  dan  perlucutan  senjata  nu- 
klir, jaminan  keamanan  bagi  negara-negara  non-nuklir  dan  pemanfaatan  tenaga 
nuklir  untuk  maksud-maksud  damai  dan  kemanusiaan,  masih  akan  terus  men- 
jadi  masalah  yang  terpenting  dalam  usaha  memperteguh  NPT.  Mempertahan- 
kan  saling  kecurigaan  dalam  bidang  ini  tentu  tidak  akan  banyak  gunanya  untuk 
menghindari  dan  mencegah  terjadinya  proliferasi  nuklir  secara  horisontal  dan 
vertikal.  Justru  kerjasama  internasional  yang  diperlukan  untuk  mencegah  agar 
proliferasi  tidak  terjadi  pada  negara-negara  yang  bukan  saja  pihak  dalam  NPT 
tetapi  juga  negara-negara  yang  hingga  kini  memilih  berada  di  luar  keterikatan 
dengan  NPT.  Apakah  proliferasi  horisontal  hendak  ditanggulangi  melalui  NPT 
atau  pengembangan  konsep  ZBSN,  yang  diperlukan  adalah  adanya  iklim  yang 
sehat  yang  menjadikan  dunia  ini  tidak  mengancam  keamanan  negara-negara 
dan  karena  itu  sangat  mengurangi  rangsangan  sesuatu  negara  untuk  memilih 
persenjataan  nuklir. 
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Asia  Tenggara  sebagai 
Zona  Bebas  Senjata  Nuklir: 
Catatan  atas  Beberapa  Masalah* 

J.  Soedjati  DJIWANDONO 


Dalam  tiga  dasawarsa  belakangan  ini  berbagai  gagasan  mengenai  pemben-i: 
tukan  zona  bebas  senjata  nuklir  telah  tercatat  dalam  lembaran  sejarah.i 
Banyak  negara  telah  melontarkan  berbagai  usul  di  aneka  forum  internasionali: 
guna  menciptakan  suatu  zona  bebas  senjata  nuklir  (ZBSN)  yang  mencakupL 
wilayah-wilayah  seperti  Eropa  Tengah,  Eropa  Utara,  negara-negara  Balkan, 
Adriatik  dan  Laut  Tengah. 

Di  antara  sekian  banyak  usulan  yang  telah  diajukan,  hanya  beberapa  saja 
yang  berhasil  nyata.  Di  samping  beberapa  deklarasi  internasional  yang  berha- 
sil  dibuat,  yaitu  Deklarasi  tentang  Denuklirisasi  Afrika,  yang  dikeluarkan  oleh 
Sidang  Para  Kepala  Negara  dan  Pemerintahan  Negara-negara  Organisasi  Per- 
satuan  Afrika  pada  tahun  1964,  dan  berbagai  Resolusi  Majelis  Umum  PBB 
dalam  sidangnya  yang  ke-29  mengenai  Timur  Tengah  dan  Asia  Selatan  sebagai 
zona  bebas  senjata  nuklir,  sampai  sekarang  ini  hanya  terdapat  tiga  buah  per- 
janjian  yang  mencakup  wilayah  tak  berpenghuni  dan  dua  perjanjian  yang 
mencakup  wilayah  berpenghuni.  Ketiga  perjanjian  dalam  kategori  pertama  itu 
ialah  Perjanjian  Antartika  tahun  1959,  Perjanjian  Pengaturan  Kegiatan 
Negara-negara  dalam  Eksplorasi  dan  Penggunaan  Ruang  Angkasa  (1967),  dan 
Perjanjian  Larangan  Penempatan  Senjata  Nuklir  dan  Senjata  Penghancur 
Massal  lainnya  di  Dasar  Laut  dan  Dasar  Samudera  (1972).  Kedua  perjanjikn 
lainnya  ialah  Perjanjian  Larangan  Penggunaan  Senjata  Nuklir  di  AmerikE 
Latin  (Perjanjian  Tlatelolco,  1967),  dan  Perjanjian  Zona  Bebas  Nuklir  Pasifik 
Selatan  yang  baru  ditandatangani  tahun  1985. 


'Diambil  dari  makalah  Southeast  Asia  as  a  Nuclear-  Weapons  Free  Zone:  Notes  on  Some  Issues 
yang  dibawakan  pada  Pertcmuan  Kedua  Lembaga-Iembaga  Pengkajian  Strategis  dan  Interna- 
sional Negara-negara  ASEAN  (ASEAN  Institutes  of  Strategic  and  International  Studies)  di  Kuala 
Lumpur,  tanggal  13-15  Januari  1986.  Alih  bahasa:  M.  Bambang  Walgito. 
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Namun  masih  ada  berbagai  ide  dan  usul  mengenai  pembentukan  zona  be- 
bas  senjata  nuklir  yang  masih  terus  dibahas  dan  berbagai  studi  yang  cermat  di- 
lakukan  terhadap  berbagai  segi  yang  menyangkut  zona-zona  seperti  itu.  Dari 
isebab  itu,  tulisan  ini  tidak  bermaksud  menelaah  secara  mendetail  semua  masa- 
Uah  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  zona  bebas  senjata  nuklir.  Guna 
rmenghindari  pengulangan-pengulangan  yang  tidak  perlu,  akan  lebih  tepatlah 
Ikiranya  kalau  kita  beranggapan  bahwa,  dengan  menyadari  perlunya  penye- 
ssuaian  dan  modifikasi  di  sana-sini,  kita  tidak  hanya  dapat  belajar  banyak  dari 
Fhasil-hasil  studi  yang  telah  ada,  tetapi  bahkan  barangkali  dapat  pula  mengam- 
tbil-alih  beberapa  konsep  dan  pengaturan  serta  ketentuan  yang  terkandung 
cdalam  studi  tersebut  sebagai  suatu  model.  Beberapa  soal  seperti  mengenai 
fpengertian-pengertian  senjata  nuklir,  zona  bebas  senjata  nuklir,  landasan- 
Uandasan  hukumnya,  kewajiban-kewajiban  umum  dari  mereka  yang  menjadi 
Fpihak  dalam  perjanjian,  dan  masalah-masalah  teknis  lainnya  tampaknya  tidak 
rmenjadi  hal-hal  yang  amat  kontroversial. 

Apa  yang  akan  disajikan  berikut  ini  adalah  suatu  usaha  untuk  mengidenti- 
ffikasikan  serta  menelaah  secara  singkat  masalah-masalah  tertentu  yang  boleh 
jjadi  relevan  dan  barangkali  justru  lebih  penting  kaitannya  dengan  gagasan  un- 
ttuk  menjadikan  kawasan  Asia  Tenggara  sebagai  zona  bebas  senjata  nuklir 
((ZBSN)  mengingat  sifat-sifat  khas  kawasan  ini.  Orang  mungkin  berharap 
cdiskusi-diskusi  mengenai  masalah  itu  akan  bermanfaat  dan  menunjang  terca- 
fpainya  konsensus  di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN,  dan  juga  di  an- 
ttara  negara-negara  Asia  Tenggara  secara  keseluruhan,  tentang  bidang-bidang 
>yang  diisyaratkan  dalam  menjawab  soal  perlukah  dan  bagaimana  caraaya 
rmembentuk  ZBSN  di  Asia  Tenggara. 


iZBSN,  ZOPFAN  DAN  KONFLIK  KAMPUCHEA 

Dalam  pidato  pembukaan  sidang  pertama  Panitia  Tetap  ASEAN  di  Kuala 
ILumpur  tanggal  10  September  1984,  Menlu  Malaysia,  Tengku  Ahmad 
FRithauddin,  atas  nama  ASEAN  mengatakan: 

"Di  Jakarta  kita  telah  sepakat  untuk  bersama-sama  mengambil  langkah-langkah  guna  mulai 
melaksanakan  ZOPFAN  dengan  suatu  deklarasi  mengenai  Asia  Tenggara  sebagai  zona  bebas 
senjata  nuklir.  Konsep  Zona  Bebas  Senjata  Nuklir  (ZBSN)  itu  dengan  sendirinya  terpadu  da- 
lam konsep  ZOPFAN  dan  merupakan  salah  satu  ciri  (attributes)  atau  prasyarat  untuk  men- 
capai  ZOPFAN  di  Asia  Tenggara.  Mengingat  bahwa  konflik  Kampuchea  menghalangi  usaha 
kita  untuk  merealisasikan  ZOPFAN,  maka  pada  hemat  saya  akan  merupakan  suatu  kemun- 
duran  besar  bagi  ZOPFAN  seandainya  kita  harus  menunggu-nunggu  penyelesaian  konflik 
Kampuchea  sebelum  kita  memulai  langkah-langkah  penting  guna  merealisasikan  konsep  kita 
tersebut." 


Pada  awal  tahun  1985  dalam  suatu  seminar  mengenai  pembentukan  Asia 
TTenggara  sebagai  zona  bebas  senjata  nuklir  yang  diselenggarakan  di  Jakarta, 
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Menteri  Luar  Negeri  Indonesia  Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan  bahw; 
"Invasi  dan  Pendudukan  Vietnam  di  Kampuchea  membuat  negara-negara 
ASEAN  kurang  bergairah  untuk  meningkatkan  usaha  guna  mewujudkar]- 
ZOPFAN."  Pada  waktu  yang  sama  ia  juga  mengatakan  bahwa  "melihat  per-^^ 
kembangan  di  Laut  Cina  Selatan  di  mana  Vietnam  telah  mengizinkan  Uni  SO' 
viet  untuk  menggunakan  fasilitas  di  Pangkalan  Teluk  Cam  Ranh,"  maka  ha- 
ms dilakukan  berbagai  usaha  untuk  melaksanakan  ZOPFAN  "melalui  pem 
bentukan  Kawasan  Bebas  Senjata  Nuklir  sebagai  salah  satu  komponennya.' 
Lebih  lanjut  dikatakannya  pula  bahwa  pembentukan  Asia  Tenggara  sebaga 
suatu  ZBSN  merupakan  "salah  satu  langkah  prioritas  untuk  mewujudkai 
ZOPFAN." 

Jadi,  bagaimanapun  gagasan  zona  bebas  senjata  nuklir  itu  dikaitkan  deli 
ngan  ZOPFAN,  apakah  itu  merupakan  salah  satu  komponen  ZOPFAN,  ataif 
awal  dari  atau  salah  satu  langkah  ke  arah  perwujudannya,  tampaknya  anggap 
annya  adalah  bahwa  pelaksanaan  ZBSN  bagi  Asia  Tenggara  adalah  lebil 
mudah  dan  sederhana  bila  dibandingkan  dengan  pelaksanaan  ZOPFAN.  Buk 
tinya,  dalam  kesempatan  yang  sama  Tengku  Rithauddin  juga  dengan  optimi 
mengatakan  bahwa  "Yang  menjadi  harapan  kami  ialah  agar  bahwa  studi 
studi  kita  mengenai  konsep  ini  yang  kita  pelajari  ini  dapat  diselesaikan  pad< 
bulan-bulan  mendatang,  sehingga  kita  dapat  membuat  suatu  keputusan  awa 
sehubungan  dengan  deklarasi  mengenai  Zona  Bebas  Senjata  Nuklir  bagi  ka 
wasan  ini."  Secara  sederhana,  apa  yang  diucapkan  oleh  dua  Menteri  Luar  Ne 
geri  A.SEAN  itu  kurang  lebih  menjadi  demikian:  "Baiklah,  konflik  Kam 
puchea  telah  menghalangi  usaha  kita  untuk  merealisasikan  ZOPFAN.  Namui 
marilah  kita  memulainya  dengan  pertama-tama  membentuk  ZBSN." 

Kiranya  tidak  terlalu  sulit  untuk  menyepakati  bahwa  masalah  Kampuchei 
telah  menjauhkan  kita  dari  cita-cita  ZOPFAN,  khususnya  yang  berkaitan  de 
ngan  penggunaan  kekerasan  dan  campur  tangan  pihak  luar.  Sebenarnyala 
dalam  artian  itu  konflik  Kampuchea  tidak  saja  bertentangan  dengan  prinsi 
ZOPFAN  tetapi  juga  dengan  prinsip  regionalisme  ASEAN  sendiri.  Walaupu 
demikian,  akan  merupakan  suatu  hal  yang  tampak  bertentangan  jika  di  sat 
pihak  mengakui  bahwa  konflik  Kampuchea  menghalangi  usaha  kita  untu 
merealisasikan  ZOPFAN  dan  di  lain  pihak  menyadari  bahwa  akibat-akiba 
yang  ditimbulkan  --  salah  satu  di  antaranya  ialah  penempatan  pangkala 
Soviet  di  Vietnam  --  telah  mendorong  kita  untuk  terus  melanjutkan  rencan 
guna  mengumandangkan  denuklirisasi  Asia  Tenggara  sebagai  bagian  dari  ne 
tralisasi  kawasan  Asia  Tenggara. 

Pokok  permasalahan  yang  perlu  diajukan  di  sini  ialah,  apakah  kita  mc 
mang  benar-benar  bertekad  untuk  menjadikan  kawasan  kita  ini  suatu  zona  b{ 
bas  senjata  nuklir,  kendati  konflik  Kampuchea  masih  terus  bergejolak,  yan 
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elah  merintangi  gerak  langkah  ZOPFAN,  dan  yang  akibat-akibatnya  juga  te- 
ah  menambah  kendala-kendala  bagi  pembentukan  ZBSN  untuk  kawasan 
A.sia  Tenggara?  Dalam  situasi  yang  demikian  itu,  bahkan  sekiranya  ZBSN  me- 
.-upakan  bagian  dan  ZOPFAN,  apakah  tidak  sama  sulitnya,  kalau  tidak  lebih 
Ulit,  untuk  mewujudkan  gagasan-gagasan  tersebut,  khususnya  mengingat 
werkembangan  situasi  di  Indocina? 

Ambil  saja  salah  satu  problema  yang  muncul  sehubungan  dengan  ZBSN 
idan  ZOPFAN,  yakni  yang  berkenaan  dengan  cakupan  geografi  atau  pemba- 
casan  (delineasi)  dari  konsep-konsep  tersebut.  Seandainya  kedua  konsep  itu 
mencakup  kawasan  Asia  Tenggara  secara  keseluruhan,  maka  untuk  itu  diper- 
uukan  persetujuan  negara-negara  Indocina.  Dan  agaknya  sulit  untuk  memba- 
fyangkan  mengapa  negara-negara  tersebut  akan  lebih  cenderung  untuk  menye- 
uujui  ZBSN  daripada  ZOPFAN,  mengingat  eksistensi  pangkalan  Soviet  di 
(Vietnam  dan  berbagai  konflik  yang  terus  bekelanjutan  terutama  konflik  an- 
aara  Vietnam,  yang  didukung  Uni  Soviet  dan  Cina.  Kedua  negara  yang  dise- 
)Dutkan  terakhir  ini  merupakan  negara-negara  berkekuatan  nuklir. 

Tetapi  ini  bukan  berarti  menyarankan  bahwa  untuk  pihak  mereka  sendiri 
wegara-negara  ASEAN  tidak  mungkin  lagi  melanjutkan  penelitian  dan  studi 
imereka,  setidak-tidaknya  di  tingkat  intelektual  dan  konseptual,  mengenai  ke- 
rmungkinan  menjadikan  Asia  Tenggara  sebagai  zona  bebas  senjata  nuklir. 
rranpa  perlu  menunggu  penyelesaian  konflik  Kampuchea,  usaha  yang  dilaku- 
:)can  ASEAN  ini  justru  akan  mempersiapkan  negara-negara  anggotanya  untuk 
eetiap  saat  menghadapi  kemungkinan  tersebut  dengan  per,tama-tama  memba- 
i|igun  suatu  konsensus  bersama  di  antara  mereka  sendiri.  Hal  ini  akan  menyi- 
i^pkan  landasan  bagi  pelaksanaan  ZBSN  di  masa  depan  bagi  Asia  Tenggara 
»bila  saat  untuk  itu  telah  tiba. 

Untuk  jelasnya,  orang-orang  yang  sinis  terhadap  rencana  terse&ut  barang- 
:xali  akan  bertanya-tanya  diri  jangan-jangan  keinginan  yang  tampaknya  men- 
Idadak  di  kalangan  negara  anggota  ASEAN  sehubungan  dengan  masalah 
KBSN  itu  dikaitkan  dengan  usaha-usaha  yang  hingga  kini  gagal  untuk  mem- 
wentuk  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  yang  sungguh-sungguh  ber- 
lungsi,  lebih-lebih  kalau  hal  itu  dikaitkan  dengan  lemahnya  kerjasama  di  bi- 
Idang  ekonomi  yang  mengecewakan  serta  usaha  mereka  yang  bertubi-tubi  tapi 
iiiia-sia  dalam  mencoba  mencari  penyelesaian  politik  atas  masalah  Kampuchea. 
^^daikan  kritikan  itu  benar  adanya,  suatu  studi  bersama  antarsesama  ang- 
Sqota  ASEAN  mengenai  masalah  ZBSN  dan  segala  aspeknya  yang  mungkin 
lada  pasti  akan  memperteguh  dan  memperluas  kerjasama  antarmereka  sendiri. 
"Hal  itu  sendiri  tentu  akan  memperdalam  saling  pengertian,'  memperkokoh 
tsesatuan  dan  solidaritas  yang  pada  gilirannya  justru  akan  mampu  menunjang 
\^SEAN. 
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KEPENTINGAN  DAN  HARAPAN  NASIONAL 

Sementara  negara-negara  ASEAN  §ecara  bersama-sama,  dan  nantinya 
juga  negara-negara  lain  di  kawasan  Asia  Tenggara,  pasti  harus  menyetujui  sa- 
saran  dan  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  pembentukan  kawasan 
ini  sebagai  suatu  zona  bebas  senjata  nuklir,  tidak  akan  kurang  pentingnya 
adalah  bahwa  semua  pihak  yang  terikat  dalam  maksud  dan  tujuan  itu  di  masa 
depan  mengakui  dan  memahami  bermacam-macam  kepentingan  nasional  ser- 
ta  harapan-harapan  mereka  masing-masing  atas  masalah  tersebut.  Karena  itu 
merupakan  suatu  keharusan  bahwa  sejak  awal  tahap  pengujian  atas  aspek-as- 
pek  ZBSN  itu,  negara-negara  ASEAN  pertama-tama  harus  bersikap  jujur  satu 
sama  lain  mengenai  perbedaan-perbedaan  pandangan,  persepsi,  kepentingan 
dan  harapan  terhadap  rencana  tersebut. 

Ini  tidak  berarti  menyarankan  bahwa  perbedaan-perbedaan  tersebut  pada 
hakikatnya  diperlukan  untuk  melaksanakan  rencana  pembentukan  ZBSN.  Te- 
tapi  tanpa  pemahaman  dan  penghargaan  selayaknya  atas  adanya  hal-hal  terse-  ^ 
but  di  atas,  perbedaan-perbedaan  tersebut  justru  akan  membuat  mereka  saling 
curiga  dan  saling  tidak  percaya.  Hal  ini  akan  merusak  rencana  secara  keselu-; 
ruhan.  Misalnya  saja,  sudah  bukan  menjadi  rahasia  lagi  bahwa  Indonesial 
memandang  rencana  ZBSN  sebagai  sarana  untuk  memperkokoh  wawasanB 
Nusantara  dan  untuk  lebih  memberi  kepastian  atas  pelaksanaannya.  Hal  ini ' 
diharapkan  akan  memperteguh  rasa  persatuan  dan  keamanan  nasionalnya.  ki 

Namun  hal  ini  dapat  menyebabkan  salah  pengertian  dan  kecurigaan  ja- 
ngan-jangan  pembentukan  zona  bebas  senjata  nuklir  di  kawasan  Asia  Teng- 
gara itu,  seperti  pernah  diungkapkan  oleh  seorang  cendekiawan,  pada  dasar- 
nya  akan  sama  saja  dengan  "meng-ASEAN-kan  prinsip-prinsip  wawasan  Nu- 
santara Indonesia."  Pemikiran  seperti  itu  sudah  barang  tentu  memberi  kono- 
tasi  yang  berlainan  pada  konsep  ZBSN.  Yang  lebih  buruk  lagi,  dan  seperti 
pengkhianatan  untuk  mendukungnya  dari  sudut  pandang  real politik  yang  pe- 
nuh  curiga,  adalah  bahwa  "konsep  ZOPFAN  untuk  Asia  Tenggara  secara  ke- 
seluruhan,"  dan  dengan  sendirinya  juga  konsep  ZBSN  sebagai  salah  satu 
komponennya,  "dapat  menjadi  alat  untuk  menunjang  kondominium  politik 
antara  Indonesia  dan  Vietnam." 

Sebegitu  jauh  semua  negara  anggota  ASEAN  telah  sama-sama  mengakui 
bahwa  merealisasikan  ZOPFAN  sudah  menjadi  tujuan  mereka  bersama.  Ko- 
mitmen  ini  sudah  seringkali  dan  terus-menerus  ditegaskan  di  berbagai  doku- 
men  ASEAN.  Mereka  juga  telah  mengulangi  kesungguhannya  untuk  tetap 
melanjutkan  usaha-usaha  untuk  mewujudkan  gagasan  tersebut.  Konsensus 
mengenai  hal  itu  memang  telah  ada,  termasuk  pula  mengenai  masalah  ZBSN. 
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iNamun  apabila  masalah  ZOPFAN  atau  ZBSN  itu  menjadi  masalah  kebija- 
n  keamanan  yang  operasional  dan  nyata,  konsensus  ASEAN  bisa  jadi  beru- 
h  menjadi  rapuh.  Baik  konsensus  maupun  saling  pengertian  tidak  lagi  dapat 
erima  begitu  saja  terjadi.  Masing-masing  pihak  akan  secara  tegas  dihadap- 
n  kembali  pada  berbagai  kepentingan,  prioritas,  persepsi,  interpretasi  dan 
larapan-harapan  nasional  mereka  sendiri  yang  berbeda-beda.  Hal-hal  seperti 
ju  hams  ditangani  secara  realistis,  jujur  dan  saling  percaya. 

Akhirnya,  di  samping  kesulitan-kesulitan  tersebut  di  atas  masih  ada  lagi 
i:erbedaan-perbedaan,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  mungkin  akan  mun- 
lul,  yang  berkaitan  dengan  kondisi  di  dalam  negeri  masing-masing  negara 
mggota  ASEAN  itu  sendiri.  Sebelum  orang  dapat  membahas  jalinan  yang  tak 
rjrelakkan  lagi  antara  ZOPFAN  atau  ZBSN  dan  negara-negara  luar  kawasan, 
ihususnya  negara-negara  bersenjata  nuklir,  yang  akan  merupakan  tema  pokok 
lagian  berikut  ini,  maka  salah  satu  prasyarat  terciptanya  ZBSN,  bila  hal  ini 
;:endak  ditempatkan  dalam  konteks  ZOPFAN,  haruslah  dimulai  paling  tidak 
aari  tata  regional  yang  damai  di  kalangan  negara  ASEAN  sendiri,  dan  kemu- 
aan  diperluas  ke  seluruh  kawasan  Asia  Tenggara. 

Jadi  dengan  melontarkan  berbagai  persoalan  tersebut  di  atas,  kita  akan 
:.embali  pada  masalahnya  semula.  Perlu  pula  dipikirkan  pentingnya  apa  yang 
l;lah  dikemukakan  dalam  bagian  terdahulu  makalah  ini  dalam  penelaahan 
iflengenai  segala  aspek  yang  memungkinkan  ZBSN  bagi  kawasan  Asia  Teng- 
lara. 


IIEPENTINGAN  NEGARA-NEGARA  ADIKUASA 

Khususnya  mengingat  tiadanya  kemampuan  dari  negara-negara  kawasan 
ixu  sendiri  untuk  memaksakan  perwujudan  dan  pelaksanaannya,  pemben- 
lukan  Asia  Tenggara  sebagai  suatu  zona  bebas  senjata  nuklir  pertama-tama 
^kan  bergantung  pada  kemauan  negara-negara  nuklir,  lebih-lebih  negara  adi- 
uuasa  yang  memiliki  kemampuan  nuklir  strategis,  untuk  mengakui  dan  meng- 
TOrmati  ZOPFAN  ataupun  ZBSN.  Dalam  kaitan  ini,  yang  berfungsi  bukanlah 
EBSN  ataupun  ZOPFAN  untuk  menjadikannya  demikian,  melainkan  fungsi 
alari  kepentingan-kepentingan  strategis,  persepsi-persepsi,  kebijakan  dan  sa- 
ving hubungan  antarnegara  adikuasa  itu  sendiri. 

Dengan  kata  lain,  kesediaan  negara  adikuasa  untuk  mengakui  dan  meng- 
MOrmati  eksistensi  zona  bebas  senjata  nuklir  di  kawasan  Asia  Tenggara  akan 
'litentukan  oleh  derajad  kepentingan  mereka  terhadap  kawasan  tersebut,  dili- 
aiat  dari  sudut  strategi  global  mereka.  Karena  itu,  adanya  fakta  bahwa  salah 
*atu  dari  negara  adikuasa  barangkali  telah  pernah  terlibat  dalam  pemben- 
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tukan  kawasan  tertentu  sebagai  suatu  zona  bebas  senjata  nuklir  belum  men- 
jadi  petunjuk  mengenai  sikap  negara  tersebut  di  masa  depan  untuk  bersedia 
berbuat  serupa  terhadap  kawasan  Asia  Tenggara. 

Mengenai  kawasan  Asia  Tenggara  sendiri,  masih  dapat  diperdebatkan 
apakah  kawasan  itu  memiliki  nilai  strategis  di  mata  negara  adikuasa  atau 
tidak.  Bagaimanapun,  posisi  geografis  Asia  Tenggara  pasti  mempunyai  nilai 
strategis  dilihat  dari  hubungan  negara-negara  adikuasa. 

Sudah  barang  tentu  kemajuan  yang  telah  dicapai  dalam  bidang  teknologi 
senjata  nuklir  dan  sistem  penghantarnya  (delivery  systems)  telah  menjadikan 
kedudukan  dan  jarak  geografis  kurang  berarti  apabila  pecah  perang  nuklir, 
bagaimanapun  tampak  tak  terperikannya  hal  ini.  Namun,  lepas  dari  masalah 
konfrontasi  nuklir  tersebut,  boleh  dikatakan  kawasan  Asia  Tenggara  memiliki 
arti  penting  bagi  negara  adikuasa,  paling  tidak  dalam  dua  hal. 

Pertama,  kawasan  ini  memiliki  arti  penting  dalam  kaitan  perimbangan 
strategis.  Sementara  Uni  Soviet  lebih  menekankan  strategi  nuklir  yang  berlan- 
daskan  pada  ICBM  yang  berpangkalan  di  darat,  komponen  SLBMnya  yang 
bertumpu  pada  kapal  selam  tidak  begitu  penting  bagi  kemampuan  penang- 
kalan  (deterrence)  strategis  secara  keseluruhan  jika  dibandingkan  dengan  tiga 
serangkai  kekuatan  strategis  Amerika  Serikat  yang  tampak  terbagi  lebih 
merata  daripada  kekuatan  strategis  Uni  Soviet.  Hal  yang  sama  terjadi  juga 
terhadap  komponen  pembom  berat  nuklir  yang  merupakan  sokoguru  ketiga 
dari  tiga  serangkaian  kekuatan  strategis. 

Dilihat  dari  segi  itu,  kekhawatiran  Amerika  Serikat  terhadap  kemungkinan 
bahwa  ZBSN  bagi  Asia  Tenggara  hanya  akan  berlaku  bagi  kawasan  ini  sendiri 
tetapi  tidak  terhadap  Uni  Soviet,  setidak-tidaknya  lebih  merugikan  kepen- 
tingan  strategis  Amerika  Serikat  daripada  kepentingan  Soviet,  kiranya  dapat 
dimengerti.  Amerika  Serikat  membutuhkan  tingkat  mobilitas  strategis  yang 
lebih  besar  daripada  Uni  Soviet. 

Kedua,  berkaitan  dengan  yang  pertama,  Amerika  Serikat  lebih  membutuh- 
kan sarana  untuk  persinggahan  (transit)  bagi  kapal-kapal  perahgnya.  Kebu- 
tuhan  untuk  mobilitas  strategis  dan  transit  bagi  kapal-kapal  perangnya  itu 
terasa  lebih  besar  lagi  apabila  mempertimbangkan  peran  Amerika  Serikat  da- 
lam menjamin  keamanan  jalur  laut  yang  diperlukan  oleh  sekutu  terdekatnya 
di  Asia,  yakni  Jepang.  Bagi  Jepang,  wilayah  perairan  kawasan  Asia  Tenggara 
merupakan  penghubung  antara  Samudera  Pasifik  dan  Teluk  Parsi  melalui 
Samudera  Hindia.  Jalur  ini  merupakan  jalur  yang  sangat  menentukan  kelang- 
sungan  hidup  Jepang.  Kebutuhan  itu  juga  masih  tampak  lebih  besar  bagi 
Amerika  Serikat  mengingat  perannya  untuk  memberikan  perlindungan  kea- 
manan bagi  para  sekutunya  di  kawasan  Asia  Pasifik. 
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Satu  kesulitan  dalam  setiap  usaha  untuk  mengakomodasi  kepentingan  glo- 
bal dan  strategis  negara-negara  adikuasa  mengenai  masalah  transit  itu  ialah 
bahwa  dalam  kenyataannya  Hukum  Internasional,  khususnya  Hukum  Laut, 
tidak  membedakan  kapal  perang  dengan  jenis-jenis  kapal  lainnya  yang  mela- 
kukan  transit  di  wilayah  perairan  Nusantara  (atau  di  wilayah  udara  kalau  itu 
mengenai  kapal  terbang),  terlepas  dari  fakta  bahwa  Uni  Soviet  adalah  salah 
ssatu  penanda  tangan  konvensi  tersebut  sedangkan  Amerika  Serikat  bukan. 
Salah  satu  cara  untuk  mengatasi  masalah  seperti  itu  adalah  cara  yang  ditem- 
Fpuh  dalam  Perjanjian  Zona  Bebas  Nuklir  Pasifik  Selatan.  Perjanjian  ini  mem- 
tberi  wewenang  sepenuhnya  kepada  negara-negara  yang  menjadi  pihaknya  un- 
ttuk  memutuskan  sendiri  persoalan  mengenai  persinggahan  dan  transit  (pasal 
55,  alinea  2).  Hal  ini  berarti  tergantung  pada  persetujuan  bilateral  antara 
imasing-masing  negara  yang  terlibat  di  satu  pihak  dengan  masing-masing 
nnegara  luar  kawasan  di  lain  pihak.  Namun  agaknya  diragukan  apakah  hal  ini 
bbukan  hanya  sekedar  penipuan  diri  atas  asas-asas  ZBSN. 

Satu  faktor  yang  terbukti  paling  sulit  ditangani  sehubungan  dengan  peran 
dan  kepentingan  negara-negara  besar  dari  luar  kawasan  dalam  pembentukan 
iiona  bebas  senjata  nuklir  di  Asia  Tenggara  ialah  adanya  pengaturan  kea- 
imanan  yang  melibatkan  negara-negara  di  kawasan  dengan  negara-negara  be- 
ssar,  serta  adanya  pangkalan-pangkalan  militer  negara  besar  di  kawasan  ini. 
-Apakah  pengaturan  keamanan,  khususnya  pangkalan-pangkalan  militer,  itu 
rmempunyai  relevansi  khusus  untuk  ZBSN  dan  karenanya  menjadi  pengham- 
b5at  perwujudan  ZBSN  itu  sendiri  atau  tidak,  akan  banyak  tergantung  pada 
poentrngnya  ZBSN  bagi  perimbangan  strategis  antara  negara-negara  adikuasa. 

Bagaimanapun,  agaknya  tidak  cukup  dapat  dipastikan  bahwa,  dengan 
tmengutip  Deklarasi  Bangkok,  pangkalan-pangkalan  militer  asing  seperti  itu 
hianya  bersifat  sementara  saja.  Masalahnya  tidaklah  berhenti  di  situ.  Per- 
scoalan  ini  tampaknya  juga  tidak  mungkin  dipecahkan  hanya  dengan  tetap 
miembiarkannya  tidak  jelas  seperti  itu. 


MILAI  ZBSN:  URAIAN  PENUTUP 

Apabila  diberlakukan,  maka  pencanangan  Asia  Tenggara  sebagai  zona  be- 
b)as  senjata  nuklir  akan  mampu  memberi  isi  pada  Deklarasi  Kuala  Lumpur  ta- 
fiiun  1971  mengenai  ZOPFAN.  Ini  akan  dapat  membantu  pencegahan  prolife- 
raasi  horisontal  senjata-senjata  nuklir.  Dengan  demikian  kemungkinan  ka- 
^vasan  ini  menjadi  sasaran  serangan  nuklir  akan  tercegah  pula  atau  paling  ti- 
liak  terkurangi.  la  juga  akan  membantu  meningkatkan  hubungan-hubungan 
•;'ang  lebih  baik  di  antara  bangsa-bangsa  dalam  kawasan  itu. 
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Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  kemajuan  teknologi  di  bidang  per- 
senjataan  nuklir  dan  sistem  penghantarnya  akan  menghapuskan  jarak  geogra- 
fis  dan  jauh  memperkecil  makna  posisi  geografis  serta  mengurangi  kegunaan 
pangk^lan  militer  dalam  suatu  peperangan  nyata.  Kemajuan  teknologi 
tersebut  telah  menciptakan  pertautan  strategis  dan  saling  ketergantungan  an- 
tarkawasan  di  dunia. 


Di  luar  terjadinya  konfrontasi  nuklir,  kendati  ini  kedengarannya  berten- 
tangan,  kemajuan  teknologi  yang  telah  tercapai  dalam  bidang  pengembangan 
dan  sistem  penghantar  senjata  nuklir  itu  akan  lebih  memungkinkan,  paling  ti- 
dak  di  tingkat  intelektual  dan  konseptual,  terbentuknya  suatu  zona  bebas  sen- 
jata nuklir.  Tentu  saja  pada  kenyataannya,  seperti  telah  dibahas  di  atas,  hal  [ 
itu  akan  tergantung  pada  derajad  relevansinya  terhadap  perimbangan  strategis  'k 
sentral.  i 

Namun  dalam  tahap  sekarang  ini,  nilai  ZBSN  agaknya  tidak  lebih  tinggi 
dari  sekedar  suatu  deklarasi  belaka.  Walaupun  demikian,  ZBSN  boleh  jadi 
mengandung  nilai-nilai  politik  dan  diplomatik.  Bersama  dengan  kawasan-ka- 
wasan  lain  di  dunia,  dikumandangkannya  berbagai  deklarasi  mengenai  ZBSN 
barangkali  akan  memberi  tekanan  moral  terhadap  negara-negara  nuklir, 
khususnya  negara  adikuasa,  agar  mereka  berusaha  lebih  keras  lagi  untuk  men- 
capai  kesepakatan  yang  substantial  dan  operasional  mengenai  pengawasan 
dan  perlucutan  senjata  sehingga  mampu  mengobati  perlombaan  senjata  dan 
mengurangi  kemungkinan  perang  nuklir,  sekiranya  bukan  perlucutan  senjata 
secara  umum  dan  menyeluruh  yang  utopis.  Jika  ZBSN  mencerminkan 
kebulatan  tekad  negara-negara  non-nuklir  untuk  mencegah  proliferasi  senjata 
nuklir,  yang  karenanya  juga  merupakan  sumbangan  bagi  perlucutan  senjata 
dan  pengurangan  kemungkinan  pecahnya  perang  nuklir,  maka  sudah  menjadi 
kewajiban  negara-negara  nuklirlah  untuk  mengemban  tugas  dan  tanggung 
jawab  mereka  dalam  menjaga  perdamaian  dunia. 

Walaupun  reaksi  dari  negara-negara  nuklir,  khususnya  negara  adikuasa, 
terasa  kurang,  suatu  deklarasi  mengenai  ZBSN  menunjukkan  tekad  kita  untuk 
terus  tetap  independen  dan  sebagai  penentu  atas  nasib  dan  masa  depan  kita 
sendiri.  Usaha-usaha  ini  akan  merupakan  peringatan  kepada  mereka  kalau- 
pun  kerjasama  dan  persahabatan  kita  ini  tidak  mereka  terima  begitu  saja. 


Kepentingan  Negara-negara  Dunia  Ketiga 
dalam  Pengawasan  Senjata  Nuklir 

J.  Kusnanto  ANGGORO* 


Selama  mi.  'Dunia  Ketiga"  dan  "Pengawasan  Senjata  Nuklir"  sering  di- 
nnggap  sebagai  isyu-isyu  yang  terpisah.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  perbe- 
iaan  konsep  keamanan  nasional  yang  dianut  oleh  negara-negara  maju  dan  ne- 
2ara-negara  berkembang.  Dari  sudut  pandang  negara-negara  maju.  ancaman 
:erhadap  keamanan  nasional  hampir  identik  dengan  ada  atau  tidaknya  an- 
aaman  uar  atas  kedaulatan  nasional  mereka;  khususnya  negara-negara  adi- 
Luasa  akan  menganggap  ancaman  luar  itu.  muncul  dalam  bentuk  peningkatan 
eemampuan  nuklir  negara  adikuasa  yang  lain.  Sedangkan  dari  sudut  pandang 
eegara-negara  Dunia  Ketiga.  ancaman  luar  hanya  merupakan  sebagian  dari 
laasalah  keamanan  nasional/ 

Untuk  yang  disebut  belakangan  ini,  keamanan  bukan  hanya  berarti  kea- 
aaan  tanpa  konflik  bersenjata.  melainkan  keadaan  terbebas  dari  berbagai  ben- 
lik  kekerasan  struktural  yang  terutama  bersumber  dari  ketidakmerataan  ha- 
ll-hasil  pembangunan.  Kelangkaan  sumber  dana  pembangunan  dan  ke- 
igginan  negara-negara  Dunia  Ketiga  untuk  memperbaiki  taraf  hidup  masyara- 
itnya,  berhadapan  secara  diametral  dengan  kecenderungan  negara-negara 
liikuasa  untuk  meningkatkan  anggaran  militer.  Sementara  itu,  munculnya 
aansfer  persenjataan  sebagai  sosok  baru  kolonialisme  dan  imperialisme.  mau 
nak  mau.  harus  diakui  sebagai  ganjalan  negara-negara  Dunia  Ketiga  untuk 
eemperjuangkan  kedaulatan  ekonomi-politik. 

Perbedaan  titik  berat  konsep  keamanan  nasional  itu  pula  yang  untuk  seba- 
aan  mengakibatkan  gugatan-gugatan  yang  sering  diajukan  negara-negara  Du- 
'  'Staf  CSIS. 

■'Abdur  Rob  Khan,  "Strategic  Studies  in  the  Third  World:  A  Suggested  Aporoach  fl//<f 
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nia  Ketiga  atas  membengkaknya  senjata  nuklir.  Gugatan  itu  lebih  banyak  di- 
warnai  oleh  argumen-argumen  moral  dengan  mengatakan  bahwa  senjata  nu- 
klir bukan  sekedar  mesin  perang,  melainkan  mesin  pemusnah  peradaban;  dan 
oleh  karena  itu  penggunaannya,  atau  ancaman  untuk  menggunakannya,  ber- 
tentangan  dengan  moralitas  masyarakat  internasional.^ 

Akan  tetapi  sesungguhnya  kepentingan  negara-negara  Dunia  Ketiga  dalam 
pengawasan  senjata  nuklir  tidak  sa:ja  dibenarkan  dari  segi  moral,  bahkan  juga 
jika  dilihat  dari  segi  ekonomi,  politik  dan  strategi.  Tanpa  mengurangi  arti  pen- 
ting  argumen-argumen  moral  yang  selama  ini  sering  diajukan,^  tulisan  ini 
akan  lebih  menitikberatkan  pada  ketiga  segi  yang  lain.  Akan  dikemukakan  ^ 
pandangan-pandangan  tentang  kaitan  pacuan  senjata  nuklir,  dan  dengan  de-  i 
mikian  merupakan  sisi  lain  pengawasan  senjata  nuklir,  dengan  masalah-masa- 
lah  ekonomi,  politik  dan  strategi  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  Dunia  i 
Ketiga  dengan  menunjuk  pada  beberapa  isyu,  antara  lain,  kelangkaan  sumber  I 
dana  pembangunan,  transfer  persenjataan  dian  kerawanan  strategis  sebagai 
targeted  nation. 

Tentu  saja  beberapa  isyu  itu  mempengaruhi  negara-negara  Dunia  Ketiga  | 
pada  kadar  yang  berbeda.  Beban  hutang  yang  harus  ditanggung  oleh  Singa- 1 
pura  dan  Korea  Selatan  misalnya,  tidaklah  sebesar  beban  hutang  yang  harus  I 
ditanggung  oleh  negara-negara  bukan-penghasil  minyak  bumi  di  Afrika  dan  > 
Amerika  Latin.  Meskipun  demikian,  sumber  dana  pembangunan  internasio- 
nal  merupakan  masalah  pokok  yang  dihadapi  oleh  sebagian  besar  negara-ne-  - 
gara  Dunia  Ketiga  sebagaimana  terlihat  dari  tema  sentral  pertemuan-perte-  r 
muan  UNCTAD  (United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development)  se- 1 
jak  tahun  1968.  Demikian  pula  halnya  dengan  transfer  persenjataan.  Tidak 
untuk  semua  negara  Dunia  Ketiga,  transfer  persenjataan  disebabkan  oleh 
dorongan  penetrasi  dan  akumulasi  modal  negara-negara  maju;  bahkan  seba- 
gian besar  di  antaranya  disebabkan  oleh  masalah  stabilitas  politik  yang  diha- 
dapi oleh  negara-negara  Dunia  Ketiga,  baik  pada  tingkat  domestik  maupun 
kawasan. 

Selain  bahasan  umum  mengenai  ketiga  isyu  tersebut  di  atas,  akan  dikemu- 
kakan pula  beberapa  peran  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Dunia  Ketiga 


^Lihal  misalnya  Dcklarasi  Politik  yang  dihasilkan  oleh  Konpercnsi  Kepala  Negara  dan  Kepala 
Pcmerintahan  negara-negara  Nonblok  ke-7  di  New  Delhi,  sepcrii  dikulip  oleh  Jayant  Prasad, 
"A  Non-aligned  View  of  Disarmament,"  fDSA  Journal,  Vol.  XVI,  No.  l  (July-September  1983): 
Hal.  77-94. 

^Untuk  bahasan  tentang  argumen  moral  dalam  perlucutan  senjata,  lihat  Gene  Keyes, 
"Strategic  non-Violent  Defense  in  Theory:  Denmark  in  Practice,"  Ph.D  Dissertation,  York  ^ 
University,  Canada,  1978;  cf.  Glenn  D.  Paige,  "Politik  Damai  untuk  Perlucutan  Senjata,"  ^ 
Prisma,  No.  3  (Maret  1981):  Hal.  24-38.  ^. 
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dalam  menanggapi  isyu  pengawasan  senjata  nuklir.  Anggapan  yang  mendasari 
tuhsan  im  lalah,  bahwa  strategi  nuklir,  seperti  ditunjukkan  oleh  strategi  tang- 
gapan  luwes  (flexible  respons),  bukan  merupakan  bagian  yang  sama  sekali  ter- 
pisah  dan  strategi  konvensional;  apalagi  dengan  mengingat  bahwa  sebagian 
besar  dan  mdustri  militer  yang  memproduksi  senjata-senjata  nuklir  juga  mem- 
buat  senjata-senjata  konvensional. 


!  KELANGKAAN  SUMBER  DANA  PEMBANGUNAN 

Buku  tahunan  yang  diterbitkan  oleh  Lembaga  Riset  Perdamaian  Interna- 
;  sional  di  Stockholm  (Stockholm  International  Peace  Research  Institute 
.  SIPRI)  sejak  tahun  1982  senantiasa  dipenuhi  dengan  laporan  yang  berisi  pe- 

1  mngkatan  anggaran  militer  dunia,  khususnya  negara-negara  adikuasa  yang  se- 
imakm  terjerat  dalam  pacuan  senjata  nuklir.  Selama  empat  tahun  tefakhir 

2  anggaran  militer  dunia  cenderung  meningkat  dengan  laju  pertumbuhan  seki- 
ttar  3%  setahun;  jauh  lebih  besar  dibanding  masa-masa  akhir  dasawarsa 
1 1970-an,  meskipun  situasi  perekonomian  dunia  semakin  buruk.  Bahkan  untuk 
Jbeberapa  negara,  laju  pertumbuhan  anggaran  militer  itu  melebihi  laju  pertum- 
cbuhan  ekonominya. 

Dengan  demikian,  anggaran  total  yang  harus  dipikul  bersama  oleh  dunia 
Fpun  semakm  meningkat.  Agak  sukar  mengukur  dengan  pasti  f)esarnya  ang- 
egaran  itu,  akan  tetapi  menurut  perkiraan  berdasarkan  nilai  dollar  tahun  1981 
cbesarnya  mencapai  sekitar  US$600-650  milyar. 

Mudah  diduga  bahwa  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  menggunakan  seba- 
?gian  besar  dari  anggaran  militernya  itu  untuk  meningkatkan  kemampuan  nu- 
kklir.  Di  Amenka  Serikat,  situasi  seperti  ini  mulai  terlihat  sejak  tahun  1981,  ke- 
;tika  pemngkatan  volume  anggaran  militer  mencapai  6%.  Rencana  lima  tahun 
poemenntahan  Reagan  (pertama)  adalah  meningkatkan  anggaran  militer  men- 
laadi  8%  sebagai  perubahan  persentase  tahunan  rata-rata  selama  selang  waktu 
'1983-1987.  Selain  untuk  membiayai  modernisasi  sistem  persenjataan  nuklir 
iutrategis,  anggaran  itu  juga  ditujukan  untuk  meningkatkan  kemampuan 
^enka  Senkat  dalam  memproyeksikan  kekuatan  militer  di  seberang  laut 
eermasuk  di  antaranya  pembuatan  143  kapal  perang  baru.  meningkatkan  ke- 

^SIPRI  Yearbook  1982  (Stockholm:  SIPRI,  1982),  passim. 

■'Kesulitan  seperti  ini  terutama  disebabkan  perbedaan  dalam  menentukan  krilcrium  sistem  per- 
'jS^n  f  ""i"  "".'f  '"^"^P'^^'^i'-akan  bahwa  jumlah  anggaran  itu  baru  berkisar 
n  nvl    i  K^'J  "^^'^  "'eniPerkirakan  anggaran  itu  berkisar  antara  US$500-550 

^ilyar  Lihat  World  Development  Report.  1980  (Washington,  D.C.:  The  World  Bank,  1980):  hal. 

cf.  Marek  Thee,  Scope  and  Priorities  in  Peace  Research,"  Kertas  Kcrja  untuk  Consultations 
m  Peace  Research  (Tokyo:  University  of  Tokyo,  1 980). 
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canggihan  Pasukan  Gerak  Cepat  (Rapid  Deployment  Force,  RDF)  dan  mem- 
produksi  kembali  senjata-senjata  biologi  dan  kimia  yang  telah  dihentikan  se- 
jak  sepuluh  tahun  sebelumnya.  Pada  saat  yang  bersamaan,  Uni  Soviet  pun 
meningkatkan  anggaran  militer  sampai  mencapai  15%  dan  anggaran  belanja 
nasionalnya  untuk  membiayai  program-program  SS-24,  SS-25  dan  kapal  se- 
1am  bertenaga  nuklir  Typhoon. 

Untuk  beberapa  tahun  mendatang,  tampaknya  sangat  kecil  kem.ungkinan 
kedua  negara  adikuasa  ini  mengurangi  anggaran  militernya  yang  selama  ini  di- 
topang  oleh  vested  interest  dari  kalangan  kompleks  industri  militer  (Military 
Industrial  Complex,  MJC).^  Di  negara-negara  kapitalis  seperti  Amerika  Sen- 
kat,  kompleks  industri  militer  itu  berorientasi  pada  laba,  surplus  dan  per- 
luasan  pasar;  sedangkan  di  negara  sosialis  seperti  Uni  Soviet,  birokrasi  militer 
dan  birokrasi  industri  yang  teknokratis  lebih  berorientasi  pada  upaya  untuk 
mempertahankan  dan  mengembangkan  basis-basis  kekuatan  politik  dalam 
negeri.  Orientasi  seperti  itulah  yang  mengakibatkan  kompleks-kompleks  m- 
dustri  militer  di  Amerika  Serikat  maupun  di  Uni  Soviet  merupakan  kekuatan 
pendorong  pacuan  senjata  internasional  yang  sangat  kuat. 

Meskipun  negara-negara  adikuasa  itu  termasuk  negara  yang  kaya,  sukar 
disangkal  bahwa  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  memodernisasi  senjata- 
senjata  nuklir  tetap  merupakan  beban  ekonomi  yang  cukup  berat  dan  sering- 
kali  membuahkan  dilema.  Di  Amerika  Serikat,  peningkatan  anggaran  militer 
itu  hanya  mungkin  dibiayai  dengan  meminjam  sumber  dana  yang  berasal  dar 
bank-bank  komersial.  Pemerintah  Gedung  Putih  hampir  tidak  mungkin  mem 
punyai  pilihan  lain  tanpa  menanggung  risiko  yang  tidak  dapat  diterima  dar 
segi  ekonomi  maupun  politik.  Pilihan  -untuk  membiayai  anggaran  mihte- 
dengan  mencetak  uang  baru,  jelas  tidak  mungkin  oleh  karena  hal  itu  akai 
meningkatkan  laju  inflasi,  sedangkan  "meningkatkan  beban  pajak  atai 
mengurangi  anggaran  pelayanan  sosial,  mau  tidak  mau,  akan  mempunya 
pengaruh  yang  kurang  menguntungkan  terhadap  popularitas  seorang  Preside 
terpilih.  Dengan  kata  lain,  meminjam  dari  bank-bank  komersial  merupaka 
satu-satunya  pilihan. 

Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  jika  di  Amerika  Serikat  sendiri  terjad 
persaingan  antara  pemerintah  federal  dan  perusahaan-perusahaan  swasta  un 
tuk  mendapatkan  pinjaman  dari  bank-bank  komersial.  Sesuai  dengan  hukun 
kelangkaan  ekonomi  (economic  scarcity),  persaingan  itu  mengakibatkan  me 
ningkatnya  suku  bunga  (prime  rate)  bank-bank  komersial.  Selama  selan 
waktu  1977-1981  misalnya,  suku  bunga  itu  meningkat  dari  6%  menjadi  10^^ 

fiUntuk  pcngcrtian  yang  lengkap  tentang  kompleks  industri  militer,  lihat  Sidney  Lens,  Ti  '■ 
Military  Industrial  Complex  (Philadelphia:  National  Catholic  Reporter,  1970). 

^Yoshikazu  Sakamoto  dan  Richard  A.  Falk,  "A  World  Demilitarized:  A  Basic  Human  Need 
Microscope,  No.8  (Fall  1980):  hal.  8-11. 
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Mudal^diduga  bahwa  yang  terjadi  kemudian  ialah  mengalirnya  arus  dana 
dari  negara-negara  maju,  misalnya  yang  tergabung  dalam  OECD  (Organiza- 
tion for  Economic  Cooperation  and  Development),  ke  Amerika  Serikat.  Se- 
cara  tidak  langsung,  hal  ini  akan  mempengaruhi  Dunia  Ketiga  karena  dua  hal. 
Pertama,  Negara-negara  Dunia  Ketiga  akan  semakin  sempit  memperoleh  ke- 
sempatan  untuk  memperoleh  pinjaman  bersyarat  lunak  dari  bantuan-bantuan 
luar  negeri  resmi  (Official  Development  Assistance,  ODA).  Pada  kenyataan- 
nya,  sumber  dana  dari  negara-negara  maju  yang  dialihkan  ke  negara-negara 
Dunia  Ketiga  hanya  berkisar  antara  0,30-0,48%  dari  pendapatan  nasional  ne- 
gara-negara maju.  Ini  masih  berada  di  bawah  0,70%  yang  semula  disepakati 
pada  pertemuan  negara-negara  maju  dengan  negara-negara  berkembang  sebe- 
lumnya.  Tentu  saja  hal  ini  bukan  hanya  karena  meningkatnya  suku  bunga  di 
Amerika  Serikat  lebih  menarik  penanam  modal  dari  negara-negara  maju  yang 
lain,  akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan  proyek-proyek  militeristis  yang  dilaku- 
kan  oleh  negara-negara  maju  itu  sendiri.  Anggaran  yang  dialokasikan  untuk 
proyek-proyek  seperti  ini,  diperkirakan  mencapai  sembilan  kali  lipat  dari  alo- 
kasi  anggaran  pembangunan  yang  diberikan  kepada  negara-negara  Dunia  Ke- 
tiga.^ Yang  kedua,  negara-negara  Dunia  Ketiga  semakin  terjerat  dalam  pin- 
jaman yang  berasal  dari  bank-bank  komersial  yang  pada  umumnya  menuntut 
persyaratan  lebih  berat  daripada  pinjaman-pinjaman  resmi  yang  semula  disa- 
lurkan  melalui  ODA. 

Di  pihak  Uni  Soviet  pun  tidak  jauh  berbeda.  Meningkatnya  anggaran  mili- 
ter  di  negara  itu  ternyata  dibarengi  dengan  menyusutnya  bantuan  ekonomi 
yang  semula  diberikan  kepada  rekan-rekannya  di  Eropa  Timur.  Sebagai  aki- 
batnya,  kesejahteraan  sosial  ekonomi  di  Blok  Timur  memburuk  dan  menim- 
bulkan  ancaman  terhadap  stabilitas  dalam  negeri,  seperti  terlihat  pada  kasus 
Polandia  (1981). 

Dengan  demikian  terlihat  bahwa  membengkaknya  anggaran  militer  ne- 
gara-negara maju,  terutama  kedua  negara  adikuasa,  bertentangan  dengan  ke- 
pentingan  pembangunan  ekonomi  Dunia  Ketiga  yang  masih  menghadapi  ke- 
langkaan  sumber  dana  pembangunan  internasional.  Sedangkan  kemungkinan 
untuk  memobilisasi  sumber  dana  dalam  negeri  sendiri  pun  semakin  sulit. 
Muzammel  Huq  misalnya,^  mengungkapkan  bahwa  untuk  menyangga  ang- 
garan militernya,  negara-negara  Barat  sangat  tergantung  pada  kelestarian  dan 
pelestarian  pemiskinan  Dunia  Ketiga.  Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan 
apabila  mereka  berusaha  mengintegrasikan  ekonomi  negara-negara  Dunia  Ke- 
tiga  ke  dalam  apa  yang  oleh  Huq  dinamakan  sebagai  global  supermarket,  yang 

^Selengkapnya  lihat  World  Development  Report,  1980.  Khususnya  Tabel  16  tentang  Official 
Development  Assistance  from  OECD  dan  OPEC  Members,  hal.  140. 

'Lihat  Muzammel  Huq,  "Militarization  and  Development,"  International  Peace  Research 
Newsletter,  Vol.  KIK,  No.  1  (February  1981):  hal.  12-14. 
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langsung  maupun  tidak  langsung  hanya  mengkonsumsi  produk-produk  ne- 
gara  maju  Tentu  harus  diingat  bahwa  kecenderungan  globalisasi  supermarket 
ini  tidak  dapat  sepenuhnya  diterapkan  atas  Uni  Soviet.  Pemimpm-pemimpin 
Kremlin  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  atas  pemiskinan  di  Duma  Ketiga 
bukan  karena  globalisasi  dan  integrasi  sistem  ekonomi  seperti  itu,  melainkan 
karena  ia  mendorong  militerisasi,  terutama  jika  dilihat  dari  realisasi  bantuan 
militernya  yang  lebih  tinggi  daripada  realisasi  bantuan  non-militer. 

Secara  politis,  usaha  untuk  melestarikan  kemiskinan  Dunia  Ketiga  itu  di- 
tempuh  melalui  ekspor  konsepsi  keamanan  nasional  dari  negara-negara  maju. 
Dengan  demikian  tidak  mengherankan  jika  proses  pembangunan  di  Duma  Ke- 
tiga senantiasa  diukur  dengan  penilaian  apakah  keamanan  nasionalnya  mam- 
pu  memberikari  bahan  baku  murah,  tenaga  kerja  murah  dan  iklim  penanaman 
modal  yang  stabil,^^  dipandang  dari  perspektif  negara-negara  maju.  Konsep 
keamanan  nasional.  dengan  demikian,  dilaksanakan  dengan  membentuk 
rezim-rezim  pemerintahan  yang  dapat  mengatur  tata-politik  ke  dalam  dan 
menjamin  kepentingan  negara-negara  maju.  Inilah  yang  menjelaskan 
mengapa  negara-negara  berkembang  hampir  selalu  tidak  dapat  melaksanakan 
kebijaksanaan  pembangunan  tanpa  proses  militerisasi  yang  masif  karena, 
militerisasi  itu  justru  didorong  oleh  negara-negara  industri  maju. 

Tentu  saja  harus  disadari  bahwa  proses  militerisasi  di  beberapa  negara  Du 
nia  Ketiga  seperti  ditunju'kkan  oleh  meningkatnya  transfer  persenjataan  dan 
negara-negara  maju,  bukan  hanya  disebabkan  penetrasi  industri  m^l^er  dan 
konsep  keamanan  nasional  dari  negara-negara  maju,  akan  tetapi  juga  disebab- 
kan oleh  faktor  intra-negara  dan  intra-kawasan.  Struktur  politik  yang  didomi- 
nasi  oleh  kelompok  militer,  gerakan-gerakan  separatis,  dan  sengketa  perba- 
tasan  serta  keinginan  suatu  negara  untuk  menjadi  pusat  kekuatan  kawasan 
(regional  power  center)  misalnya,  adalah  beberapa  faktor  yang  memperkuat 
kecenderungan  di  beberapa  negara  Dunia  Ketiga  untuk  memngkatkan  ang- 
garan  militernya.  Dari  segi  ekonomi,  membengkaknya  anggaran  militer  imlah 
yang  seringkali  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  mengurangi  dana  pem- 
bangunan yang  semula  dialokasikan  untuk  pembangunan  sosial  ekonomi 
Dari  segi  ekonomi,  di  negara  Dunia  Ketiga  maupun  di  negara-negara  maju 
masalahnya  ialah,  ^'seandainya  belanja  militer  itu  dapat  dialokasikan  untul 
sektor-sektor  non-militer  yang  lebih  bermanfaat  atas  kesejahteraan  uma^ 
manusia." 

>Olni  menunjukkan  bahwa  negara-negara  maju  telah  mengartikan  perdamaian  sebagai  pa. 
economica  bclaka.  padahal  pada  saat  yang  sama  pembangunan  itu  dibareng.  oleh  ^'"'^     '"^^  ^ J , 
process  Untuk  ulasan  lebih  mendalam  lihat  Ivan  lUich,  "The  Delinking  of  Peace  and  Develo 
ment,"  Keynote  Speech  dalam  Konperensi  Asian  Peace  Research  in  the  Global  Context,  Yoke 
hama,  1-5  Desember  1980,  sebagaimana  dimuat  dalam  ibid. 


"Huq,  "Militarization  and  Development,"  ibid. 
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Barangkali  karena  pertanyaan  itu  pula  PBB  mengeluarkan  publikas{>,  Cost 
iof  the  Arms  Race,  yang  antara  lain  menyatakan  bahwa  re-alokasi  anggaran 
imiliter  dunia  dapat  meningkatkan  GDP  (Gross  Domestic  Product)  negara-ne- 
jgara  di  dunia  sebesar  US$200  milyar  ~  suatu  jumlah  yang  sangat  besar  karena 
iia  setara  dengan  pendapatan  kotor  seluruh  negara  Asia  dan  Afrika  Tengah. 

Dalam  publikasi  itu,^^  antara  lain  digambarkan  bahwa  dana  sebesar  itu  akan 
i  sangat  berarti  untuk  memperbaiki  taraf  hidup  masyarakat  miskin  di  Dunia 

Ketiga.  Bahkan  hanya  dengan  separuhnya  saja  dapat  digunakan  untuk  mem- 
tbangun  600.000  buah  sekolah  dan  memberi  pelajaran  kepada  400  juta  siswa; 
imembangun  60  juta  perumahan  untuk  300  juta  manusia;  20  pusat  kegiatan  in- 
cdustri  yang  memberi  kesempatan  kerja  sebanyak  20  juta  pencari  kerja;  atau 
imembangun  sarana  irigasi  untuk  mengairi  150  juta  hektar  sawah.^^ 


EKONOMI  POLITIK  TRANSFER  PERSENJATAAN 

Menurut  ekonom  Marxis,  satu-satunya  jalan  untuk  mengatasi  kejenuhan 
ssistem  kapitalisme  yang  terjebak  dalam  kesulitan  ekonomi,  resesi  maupun  de- 
presi,  adalah  dengan  cara  mengalihkan  sumber  daya  produktif  yang  dimiliki- 
rnya  ke  arah  industri  militer.  Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  perkem- 
\  bangan  kapitalisme  yang  semula  hanya  dimulai  di  sebagian  kecil  Eropa  Barat 
pun  baru  memperoleh  momentum  perkembangannya  setelah  penemuan  tek- 
nologi  militer  dan  peralatan  navigasi.^'*  Bahkan  Perang  Dunia  Kedua  sering- 
kali  dianggap  sebagai  pengaman  kapitalisme  pada  tingkat  yang  lebih  berarti 
daripada  keberhasilan  teori-teori  Keynesian.  Dua  bukti  sejarah  itu  menunjuk- 
■kan  bahwa  sistem  persenjataan  (armament  system)  dan  sistem  perang  (war 
sysem)  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  kapitalisme.  Jika  semula  tesis 
Lenin  mengatakan  bahwa  imperialisme  merupakan  tahap  akhir  kapitalisme,^^ 
maka  tampaknya  transfer  persenjataan  pun  merupakan  bentuk  lain  dari 
kolonialisme  modern  dan  imperialisme  modern.  Sampai  tingkat  tertentu,  teori 

'^United  Nations  Organization,  Cost  of  the  Arms  Race iNew  Yori<:  UNO,  1979). 

'^Sebagai  pembanding  yang  menyeluruh  mengenai  manfaat  ekonomi,  liliat  R.  Faramazyan, 
I  Disarmament  and  the  Economy  (Moslcow:  Progress  Publishers,  1981). 

'''Paul  M.  Sweezy,  "The  Future  of  Socialism,"  dalam  James  H.  Weaver  (ed.),  Modern  Polili- 
cal  Economy:  Radical  and  Orthodox  Views  on  Crucial  Issues  (Boston:  AUyn  and  Bacon  Inc.,  1973), 
hal.  399.  Pandangan  yang  menyerupai  Sweezy  dikemukakan  oleh  Andre- Gunder  Frank.  Yang 
disebut  belakangan  ini  menunjukkan  bahwa  militerisasi  merupakan  suatu  proses  yang  memainkan 
peranan  penting  untuk  mendukung  proses  akumulasi  modal.  Kombinasi  antara  perluasan 
kapitalisme  dan  proses  militerisasi  itulah  yang  memiliki  dimensi  ekonomi  dan  polilik.  Lihat  Andre 
Gunder  Frank,  "Arms  Economy  and  Warfare  in  the  Third  World,"  Third  World  Quarterly,  Vol. 
'  II,  No.  2  (June,  1976):  hal.  299. 

"V.l.  Lenin,  "Imperialism:  the  Highest  Stage  of  Capitalism,"  The  Marxist  Reader,  cd.  Emilc 
Burns  (New  York:  Avenel  Books,  1982):  hal.  532-563. 
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seperti  ini  dapat  diterapkan  terhadap  kompleks  industri  militer  di  Uni  Soviet, 
karena  meskipun  secara  teoretis  negara  itu  menganut  sistem  sosialis,  pada 
prakteknya  yang  terjadi  adalah  kapitalisme  negara  (state  capitalism). 

Prinsip  yang  mendasari  kolonialisme  adalah  upaya  untuk  memperoleh  ba- 
han  baku  dan  tenaga  kerja  murah,  dan  oleh  karena  itu  mempunyai  kaitan  de- 
ngan  proses  akumulasi  modal,  dalam  rangka  melindungi  maupun  memperluas 
penetrasi  pasar.  Di  lain  pihak,  imperialisme  lebih  bersifat  politik  yakni  men- 
ciptakan  ketergantungan  negara-negara  pinggiran  pada  negara-negara  pusat. 
Seperti  akan  dituturkan  di  bawah,  transfer  persenjataan  memiliki  dimensi 
kolonialisme  modern  dan  imperialisme  modern. 

Dari  segi  ekonomi,  peranan  transfer  persenjataan  sebagai  sarana  imtuk 
mempertahankan  pasar  dan  meningkatkan  penetrasi  pasar  tidak  terlalu  sukar 
dilihat.  Kurang  lebih  87%  pembeli  sistem  persenjataan  Amerika  Serikat  ada- 
lah rekanannya  dalam  perdagangan  internasional,  sedangkan  angka  yang 
sama  untuk  Uni  Soviet  adalah  97%.^^  Bahkan  pangkalan  Subie  dan  Clark  di 
Filipina  pun  sesungguhnya  bukan  hanya  dimaksudkan  untuk  menyangga  per- 
imbangan  kekuatan  militer  di  kawasan  Pasifik,  akan  tetapi  secara  tidak  lang- 
sung  juga  melindungi  asset  modal  Amerika  Serikat  di  negara  itu.  Dengan 
mengandalkan  Clark  dan  Subic,  Amerika  Serikat  dapat  memantau  kemung- 
kinan  perubahan  politik  yang  terjadi  secara  kurang  menguntungkan  untuk 
kepentingan  Bank  of  America,  Citicorp  dan  Texaco  yang  tersebar  di  beberapa 
negara  di  kawasan  Asia-Pasifik. 

Untuk  sebagian  yang  lain,  transfer  persenjataan  merupakan  kompensasi 
ketergantungan  negara-negara  Bar  at  atas  beberapa  jenis  mineral  strategis. 
Afrika  Selatan  dan  Afrika  Barat  Daya  misalnya,  selama  ini  dikenal  sebagai 
kawasan  yang  sangat  kaya  dengan  mineral-mineral  strategis  yang  diperlukan 
untuk  modernisasi  sistem  persenjataan  di  Amerika  Serikat;  lebih  dari  80*7o  un- 
tuk masing-masing  jenis  mineral  strategis,  seperti  Tungsten,  Molybdium, 
Thorium,  Vanadium,  Cobalt  dan  Uranium  diperoleh  dari  kawasan-kawasan 
itu.'^  Dengan  demikian  mempertahankan  Afrika  Selatan  dan  Barat  Daya  di 
dalam  wilayah  pengaruhnya  merupakan  kepentingan  vital  Amerika  Serikat 
untuk  melanjutkan  pacuan  senjata. 

Tentunya  Uni  Soviet  memiliki  kepentingan  yang  serupa  dengan  Amerika 
Serikat,  meskipun  dengan  penekanan  dan  kadar  yang  berbeda.  Transfer  per- 
senjataan yang  dilakukan  oleh  Uni  Soviet  tampaknya  lebih  didorong  oleh  tu- 
juan-tujuan  ekonomi  militer  daripada  ekonomi  global.  Hal  ini  bukan  hanya 
dapat  dilihat  dari  kenyataan  bahwa  proporsi  ekspor  sistem  persenjataan  dari 

'^Jan  Oberg,  "Arms  Trade  with  the  Third  World  as  an  Aspect  of  Imperialism,"  Journal  of 
Peace  Research,  Vol.  XII,  No.  3  (1975):  hal.  213,  et.  seq. 

'■'Eboe  Hutchfel,  "The  Peace  Movement  in  the  Third  World,"  Alternatives,  Vol.  IX,  No.  4 
(December  1983):  hal.,  587  et.  seq. 
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pendapatan  nasionalnya  lebih  tinggi  daripada  negara-negara  Barat,  akan  te- 
tapi  juga  seandainya  persentase  realisasi  antara  bantuan  militer  dan  bantuan 
ekonomi  dari  negara  itu  diperbandingkan.  Selama  dua  dasawarsa  terakhir, 
bantuan  militer  yang  direalisasikan  mencapai  sekitar  75%  dibanding  hanya 
45%  untuk  bantuan  ekonomi. Sementara  alasan-alasan  untuk  mengaman- 
kan  asset  modal  di  luar  negeri  dan  kompensasi  atas  keter.gantungan  mineral 
strategis,  tampaknya  kurang  menonjol  untuk  Uni  Soviet  sebagai  pemasok 
sistem  persenjataan  ke  Dunia  Ketiga,  oleh  karena  sistem  ekonomi  sosialis  yang 
relatif  lebih  tertutup,  ^maupun  karena  Siberia  banyak  memiliki  mineral- 
mineral  strategis  yang  diperlukan  untuk  modernisasi  sistem  persenjataan, 

Dewasa  ini  tampaknya  kecil  sekali  kemungkinan  negara-negara  pemasok 
sistem  persenjataan  mengekang  diri  dalam  transfer  persenjataan,  baik  yang 
menyangkut  perangkat  lunak  dalam  bentuk  alih  keahlian  maupun  dalam  pe- 
rangkat  keras  yang  berupa  sistem  persenjataan.  Perundingan  mengenai  pe- 
ngendalian  transfer  persenjataan  yang  ditunda  sejak  tahun  1980  masih  belum 
jelas  kelanjutannya,  bahkan  sebaliknya  volume  transfer  persenjataan  mening- 
kat  dua  kali  lipat  dalam  selang  waktu  5  tahun.  Pemerintahan  Reagan  pun  keli- 
hatannya  justru  semakin  memperkeras  keinginannya  untuk  transfer  persenja- 
taan. Kecenderungan  ini  terlihat  karena  sejak  bulan  Juli  1981,  Gedung  Putih 
mulai  menghapus  berbagai  persyaratan  yang  semula  ditentukan  oleh  Presiden 
'  Carter;  isyu-isyu  tentang  hak-hak  asasi  manusia,  komitmen  untuk  tidak  mem- 
perkenalkan  jenis-jenis  persenjataan  modern  ke  kawasan-kawasaij  tertentu, 
I  dan  seperangkat  kriteria  yang  sebelumnya  digariskan  oleh  Presiden  Carter 
tidak  lagi  menjadi  pertimbangan  Amerika  Serikat  untuk  menjual  sistem  per- 
senjataan. Karena  itu  tidak  mengherankan  apabila  Korea  Selatan  segera  mem- 
iperoleh  36  pesawat  F-16,  Pakistan  memperoleh  40  untuk  jenis  pesawat  yang 
sama,  sedangkan  Arab  Saudi  memperoleh  5  buah  pesawat  AWACS  (Airborne 
Warning  and  Control  System),  6  buah  pesawat  tanker,  lebih  dari  1.000  rudal 
:  Sidewinder,  dan  22  buah  instalasi  radar  darat. 

Memang  untuk  sebagian  penjualan  sistem  persenjataan  modern  ke  Arab 
;  Saudi  itu  merupakan  usaha  Amerika  Serikat  untuk  mempertahankan  perim- 
bangan  neraca  pembayarannya  atas  minyak  bumi.  Akan  tetapi  dengan  mem- 
:  perhatikan  sikap  historis  Arab  Saudi  yang  selalu  menentang  pangkalan  militer 
;asing  di  wilayah  nasionalnya,  tampaknya  penjualan  itu  pun  mempunyai 
maksud  lain  dari  segi  strategi  untuk  meningkatkan  proyeksi  militernya  di 
seberang  laut.  Lebih  dari  itu,  transfer  persenjataan  yang  terbesar  sejak  Perang 
Dunia  Kedua  itu  pun  dilakukan  setelah  Amerika  Serikat  kehilangan  tempat 
berpijak  di  Iran  dan  setelah  Uni  Soviet  memperoleh  Etiopia  dan  Yaman 
Selatan  sebagai  pangkalan  militer  yang  baru. 


'*J.  Kusnanto  Anggoro,  "Transfer  Persenjataan  Uni  Soviet  l<c  Negara-negara  Non- 
Komunis,"  Paper  yang  disampaikan  pada  Diskusi  Terbatas  FISIP-UI,  Fcbruari  1984. 
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Dilihat  dari  sudut  pandang  negara-negara  Dunia  Ketiga,  sedikitnya  ada 
dua  aspek  penting  yang  diak:ibatkan  oleh  transfer  persenjataan,  yakni  mening- 
katnya  kemungkinan  konflik  regional  dan,  khususnya  untuk  negara-negara 
Dunia  Ketiga  yang  bukan  pemasok  minyak  bumi,  meningkatnya  beban  cicilan 
hutang  (Debt  Service  Ratio,  DSR).  Ketegangan  yang  berlanjut  antara  Pakistan 
dan  India  misalnya,  untuk  sebagian  disebabkan  oleli  karena  India  memperoleh 
pesawat  tempur  MIG-23  dan  MIG-29  dari  Uni  Soviet  serta  bantuan  untuk  me- 
ngembangkan  reaktor  nuklir;  sementara  di  pihak  lain,  Pakistan  menerima  pe- 
sawat F-16  serta  berbagai  infrastruktur  reaktor  nuklirnya  dari  Amerika  Seri- 
kat.  Ketegangan-ketegangan  lain  yang  muncul  di  kawasan  Timur  Tengah, 
Amerika  Latin  dan  Tanduk  Afrika  pun  disebabkan  pengaruh  transfer  persen- 
jataan dari  negara-negara  adikuasa.  Setelah  Perang  Dunia  Kedua  tercatat  se- 
kitar  160  konflik  bersenjata  yang  terutama  terjadi  di  negara-negara  Dunia  Ke- 
tiga dan  langsung  atau  tidak  langsung  melibatkan  kedua  negara  adikuasa.  Me- 
nurut  Jasjit  Singh, Amerika  Serikat  terlibat  hampir  dalam  98%  konflik-kon- 
flik  bersenjata  sedangkan  Uni  Soviet  80%. 

Lagi  pula,  kemungkinan  terjadinya  konflik  regional  hampir  pasti  akan  me- 
ningkat  apabila  beberapa  negara  dalam  satu  kawasan  memperoleh  pasokan 
sistem  persenjataan  pada  jumlah  dan  tingkat  kecanggihan  yang  berbeda,  ka- 
rena hal  ini  dianggap  akan  mengganggu  perimbangan  kekuatan  pada  suatu  ka- 
wasan. Keinginan  Amerika  Serikat  untuk  meningkatkan  kerjasama  militer  de- 
ngan  Republik  Rakyat  Cina  misalnya,  merupakan  salah  satu  faktor  yang  men- 
dorong  beberapa  negara  Asia  Tenggara  menginginkan  pesawat  F-16,  selain 
sebagai  masalah  intra  Asia  Tenggara  sendiri. 

Itu  semua  baru  sebagian  kecil  dari  dampak  politiko-strategis  yang  kurang 
menguntungkan  sebagai  akibat  transfer  persenjataan.  Tentunya  dampak  itu 
akan  semakin  meningkat  jika  pasokan  sistem  persenjataan  meliputi  pula  jenis- 
jenis  persenjataan  yang  memiliki  kemampuan  ganda  (dual-capability).  Pesa- 
wat tempur,  peluru  kendali,  kapal  perang,  maupun  artileri  merupakan  jenis 
persenjataan  berkemampuan  ganda  yang  dapat  digunakan  untuk  serangan 
nuklir  maupun  konvensional.  Oleh  karena  itu,  mungkin  untuk  jangka  waktu 
tidak  lama  lagi,  batas-batas  antara  negara  non-nuklir  dengan  negara  nuklir 
hanya  dibedakan  oleh  "moncong  peledak." 

Sementara  itu  lerlihat  pula  ko-insidensi  antara  meningkatnya  hutang  dan 
anggaran  militer  di  negara-negara  Dunia  Ketiga.  Beban  cicilan  hutang  negara- 
negara  Dunia  Ketiga  non-minyak  meningkat  dari  16,1%  pada  tahun  1977 
menjadi  22,7%  pada  tahun  1985.^°  Memburuknya  beban  cicilan  hutang  itu 

"Jasjil  Singh,  "Developing  Countries  and  Nuclear  Issues,"  Strategic  Analysis,  Vol.  IX,  No. 
11  (February,  1981):'hal.  1173. 

^"Lihal  World  Economic  Outlook,  1983.  Tabel  35  dan  World  Economic  Outlook,  1984,  Tabel 
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muncul  bersamaan  dengan  meningkatnya  anggaran  militer  hampir  di  semua 
kawasan.  Badan  Perlucutan  dan  Pengawasan  Senjata  di  Amerika  Serikat  men- 
catat  bahwa  laju  pertumbuhan  anggaran  militer  itu  jauh  melebihi  laju  pertum- 
buhan  pendapatan  p^rJcapita.  Lebih  mengkhawatirkan  lagi  laju  pertumbuhan 
anggaran  militer  yang  paling  tinggi  justru  terjadi  di  kawasan  paling  miskin  dan 
menderita  beban  cicilan  hutang,  misalnya  Amerika  Latin  dan  Afrika.^^ 

Yang  menjadi  pertanyaan  tentunya  ialah,  apakah  meningkatnya  beban  ci- 
cilan hutang  itu  terutama  disebabkan  oleh  meningkatnya  anggaran  militer  dan 
alokasi  dana  yang  digunakan  untuk  pembelian  senjata  atau  disebabkan  oleh 
faktor-faktor  lain,  misalnya  semakin  berperannya  bank-bank  komersial 
dengan  persyaratan  keras  yang  memberikan  pinjaman  pembangunan  dan 
fluktuasi  harga  minyak  pada  awal  dasawarsa  1980-an.  Tidak  mudah  untuk 
menjawab  pertanyaan  ini.  Akan  tetapi  menurut  pengamatan  Brzoska  dan 
Ohlson,^^  rata-rata  negara  Dunia  Ketiga  menggunakan  hutang-hutang  yang 
mereka  peroleh  untuk  transaksi  pembelian  senjata  dari  negara-negara  pema- 
sok.  Ini  suatu  jumlah  yang  cukup  besar,  sedikitnya  dalam  pengertian  bahwa 
proporsi  itu  melebihi  proporsi  sumber  dana  pinjaman  yang  dialokasikan  un- 
tuk sektor-sektor  kesejahteraan  sosial.  Menurut  kedua  pengamat  di  atas,  jika 
negara-negara  Dunia  Ketiga  mengurangi  pembelian  senjata  sejumlah  US$200 
juta  saja  mereka  akan  mampu  menekan  mortalitas  dua  kali  lebih  baik,  me- 
ningkatkan  harapan  hidup  sampai  4  tahun  dan  mengurangi  kurang  lebih  15% 
buta  hurlif. 

DUNIA  KETIGA  SEBAGAI  "TARGETED  NATIONS" 

Kebijakan  Amerika  Serikat  pada  dasawarsa  1950-an  terutama  didorong 
oleh  maksud-maksud  militer. Strategi  Amerika  Serikat  pada  waktu  itu,  pem- 
balasan  massal  (massive  retaliation),  masih  mengandalkan  pada  serangan 
udara  yang  bertumpu  pada  pesawat  pembom  B-47,  selain  rudal-rudal  jarak  se- 
dang  Thor  dan  Jupiter.  Ketidakmampuan  senjata-senjata  ini  untuk  menjang- 
kau  jantung  pertahanan  Uni  Soviet,  jika  ditembakkan  dari  wilayah  nasional 
Amerika  Serikat,  merupakan  faktor  pendorong  mengapa  Amerika  Serikat 
memerlukan  sistem  pertahanan  depan  (forward  defense)  sebagai  titik  proyeksi 
kekuatan  militernya.  Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  apabila  pemerintah 
Gedung  Putih  mengidap  "pactomania"  dengan  membentuk  berbagai  pakta 
pertahanan,  seperti  Pakta  Baghdad,  CENTO  (Central  Treaty  Organization) 

^'Lihat  World  Military  Expenditure  and  Arms  Transfer,  1984  (Washington,  D.C.:  United 
States  ACDA,  1984),  Tabel  1,  hal.  12-14  dan  Tabel  2,'hai.  53-56. 

^^Michael  Brzosl<a  and  Thomas  Ohlson,  "The  Future  of  Arms  Transfer:  The  Changing  Pat- 
tern," Bulletin  of  Peace  Proposals,  Vol.  16,  No.  2  (1985):  hal.  129-137. 

"Marshall  D.  Shulman  (ed.),  East-West  Tensions  in  the  Third  World  (New  York:  W.W.  Nor- 
ton and  Company,  1986):  hal.  183. 
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dan  SEATO  (Southeast  Asia  Treaty  Organization),  selain  perjanjian- 
perjanjian  dwipihak  dengan  Jepang,  Filipina  dan  Korea  Selatan.  Pakta 
Baghdad,  yang  beranggotakan  Iran,  Irak,  Pakistan  dan  Turki,  yang  secara 
langsung  berhadapan  dengan  perbatasan  Uni  Soviet  menunjukkan  bahwa  la 
berfungsi  sebagai  pendukung  utama  Komando  Udara  Strategis  (Strategic  Air 
Command.  SAC),  baik  dalam  melakukan  palacakan,  pemantauan,  maupun 
melakukan  serangan  strategis. 

Pactomania  s^perti  ini  kemudian  sedikit  menyusut  hampir  dalam  dua  dasa- 
warsa  berikuti>ya.  Mengendornya  pactomania  tersebut  disebabkan  faktor- 
faktor  politik  maupun  perkembangan  dalam  teknologi  persenjataan.  Dengan 
demikian,  berkurangnya  intensi  Amerika  Serikat  di  berbagai  negara,  seperti 
Libia,  Pakistan,  Thailand,  dan  kemudian  juga  Iran,  tidak  semata-mata  dise- 
babkan perubahan  politik  yang  terjadi  di  negara-negara  itu,  akan  tetapi  juga 
semakin  canggihnya  satuan  kekuatan  udara  Amerika  Serikat  setelah  tampil- 
nya  pesawat  B-52;  apalagi  bahwa  sejak  awal  dasawarsa  1960-an,  Amerika  Se- 
rikat mulai  menggelarkan  rudal-rudal  balistik  yang  sanggup  menjangkau  ja- 
rak  antarbenua. 

Akan  tetapi  perhitungan-perhitungan  militer  Amerika  Serikat  menguat 
kembali  pada  akhir  dasawarsa  1970-an,  terutama  setelah  ia  kehilangan  tempat 
berpijak  di  Iran  dan  sebagai  konsekuensi  pendudukan  Uni  Soviet  atas  Af- 
ghanistan. Kerawanan  jalur  pasokan  minyak  bumi  untuk  sahabat-sahabatnya 
di  Eropa  Barat  dan  Jepang,  mendorong  Amerika  Serikat  untuk  menempatkan 
Pasukan  Gerak  Cepat  di  sekitar  Teluk  Patsi.  Selain  itu,  meskipun  tanpa 
melalui  perjanjian  terbuka,  Amerika  Serikat  memperoleh  hak  untuk  meng- 
gunakan  fasilitas  militer  di  Oman,  Mesir,  Somalia  dan  Kenya.  Semua  ini 
merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  persaingan  globalnya 
dengan  Uni  Soviet.  Sebagai  tanggapan,  Uni  Soviet  pun  memperkuat  kekuatan 
militernya,  mulai  dari  modernisasi  kapal  selam  nuklir  di  Laut  Tengah,  selain 
berhasil  memperoleh  titik  pijak  di  Teluk  Cam  Ranh,  Da  Nang,  Yaman  Selatan 
dan  Etiopia. 

Sbsungguhnya  pangkalan-pangkalan  militer  itu  bukan  hanya  dimaksudkan 
untuk  mempertahankan  perimbangan  kekuatan  di  antara  kedua  negara  adi- 
kuasa,  akan  tetapi  juga  untuk  memudahkan  intervensi  terhadap  konflik  yang 
terjadi  dalam  kawasan,  termasuk  ancaman  untuk  menggunakan  senjata  nu- 
klir. Menurut  Singh,^'*  terhitung  sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  Kedua,  ada 
28  konflik  di  Dunia  Ketiga  yang  pernah  mengundang  ancaman  serangan  nu- 
klir, di  antaranya  ialah  Perang  India-Pakistan  (1971),  Perang  Kemerdekaan: 
Bangladesh  (1971),  Perang  Arab-Israel  (1973)  dan  Perang  Malvinas  (1982). 
Meskipun  teori  Singh  ini  agak  dibesar-besarkan,  serangan  nuklir  itu  sendirii 
bukannya  tidak  mungkin  karena  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  memang  me- 

"Singh,  "Developing  Countries,"  hal.  1175. 
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miliki  sistem  persenjataan  nuklir  dan  persenjataan-persenjataan  yang  memi- 
liki  kemampuan  ganda  di  berbagai  kawasan  dunia.  Dilihat  dari  sudut  pandang 
negara-negara  Dunia  Ketiga,  masalah  pokoknya  tidak  terletak  pada  ada  atau 
tidaknya  kemungkinan  ancaman  nuklir  melainkan  bahwa  negara-negara 
adikuasa,  misalnya  dengan  diplomasi  kapal  perang  (gunboat  diplomacy), 
telah  mencampuri  kedaulatan  negara-negara  Dunia  Ketiga  dalam  menyelesai- 
kan  konflik  yang  terjadi  di  antara  mereka.  Ini  semua  menunjukkan  bahwa 
negara-negara  Dunia  Ketiga  tidak  sepenuhnya  non-targeted  nation. 

Bahkan  seandainya  di  negara-negara  Dunia  Ketiga  sendiri  tidak  terjadi 
konflik  yang  berkepanjangan,  kediidukannya  sebagai  targeted  nation  masih 
tetap  terlihat.  Pesawat  pembom  strategis  B-52H  milik  Amerika  Serikat  yang 
ditempatkan  di  Diego  Garcia  mampu  mengancam  pangakalan  Uni  Soviet  di 
Teluk  Cam  Ranh  dan  Yaman  Selatan;  sedangkan  pesawat  Backfire  Uni  Soviet 
pun  sanggup  menjangkau  Teluk  Subic  dan  Clark  serta  pangkalan  navigasi  di 
Angeles  dan  San  Miguel,  Filipina.  Dengan  mengingat  bahwa  yang  disebut  be- 
lakangan  ini  memainkan  peranan  penting  untuk  menjamin  stabilitas  strategis, 
khususnya  untuk  mendukung  ketepatan  serangan  Amerika  Serikat  yang  dilan- 
carkan  dari  Samudera  Pasifik  dan  Hindia,  bukannya  tidak  mungkin  pang- 
kalan-pangkalan  itu  akan  dilumpuhkan  oleh  senjata  nuklir.  Latihan  dan  per- 
lengkapan  untuk  menghadapi  perang  nuklir  yang  secara  intensif  diberikan  ke- 
pada  pasukan  Amerika  Serikat  di  Korea  Selatan  menunjukkan  bahwa  ke- 
mungkinan itu  cukup  diperhitungkan  oleh  negara-negara  adikuasa.^^ 

Meskipun  jika  konflik  nuklir  antara  kedua  negara  adikuasa  benar-benar 
terjadi,  bumi  belahan  utara  akan  memperoleh  porsi  ledakan  nuklir  lebih  be- 
sar,  tidak  berarti  bahwa  bumi  belahan  selatan  ~  di  mana  sebagian  besar  ne- 
gara-negara Dunia  Ketiga  berada  ~  terbebas  sepenuhnya  dari  risiko  kehan- 
curan.  Nlenurut  sebuah  jurnal  bulanan  yang  diterbitkan  oleh  Akademi  Ilmu 
Pengetahuan  Swedia,  AMBIOp-^  diperkirakan  bahwa  konflik  nuklir  hanya 
akan  menggunakan  separuh  dari  cadangan  nuklir  yang  dimiliki  oleh  kedua  ne- 
gara adikuasa  dengan  daya  ledak  keseluruhan  sebesar  5,8  milyar  ton  TNT.  Be- 
lahan bumi  bagian  selatan  hanya  akan  "menikmati"  sekitar  173  juta  ton  atau 
22 perratusribu  persen  dari  senjata  nuklir  yang  ditembakkan.  Meskipun  demi- 
kian  kemusnahan  yang  mungkin  diakibatkan  oleh  porsi  kecil  itu  tidak  terba- 
yangkan,  karena  daya  ledak  tersebut  mencapai  15.000  kali  daya  ledak  bom 
yang  pernah  dijatuhkan  di  Hiroshima. 

Korban  yang  jatuh  bukan  hanya  disebabkan  oleh  ledakan,  panas,  dan  api, 
melainkan  juga  oleh  debu  jatuhan  (fall-out).  Selain  itu  masih  berjuta-juta  jiwa 
meninggal  karena  radiasi  ion,  rusaknya  ozone  di  lapisan  stratosfir  yang  me- 

"/fc/t/..  hal.  1174. 

^*Seperti  dikutip  oleh  Barrie  Piitock,  "Nuclear  War:  the  Threat  to  Australia,"  Peace  bossier, 
No.  4  (October  1982):  hal.  2. 


496 


ANALISA  1986  -6 


ningkatkan  daya  tembus  sinar  ultra  violet,  musim  dingin  nuklir,  dan  epidemi 
kolera  serta  disentri  yang  disebabkan  rusaknya  jaringan  sanitasi.  Dari  satu 
segi  memang  benar  dan  beralasan  gugatan-gugatan  moral  negara-negara  Du- 
nia  Ketiga  yang  menyatakan  bahwa  senjata  nuklir  adalah  senjata  pemusnah 
massal,  sebagaimana  dikutip  pada  awal  tulisan  ini. 

Selain  kedudukan  Dunia  Ketiga  sebagai  Targeted  Nations,  konsekuensi 
lain  yang  ditimbulkan  oleh  pacuan  senjata  nuklir  antara  kedua  negara  adi- 
kuasa  adalah  pergeseran  strategi  perang  yang  dianut  oleh  negara-negara  Dunia 
Ketiga,^^  yang  pada  gilirannya  mengubah  watak  perang  di  antara  mereka. 
Beberapa  konsekuensi  tersebut,  di  antaranya,  ialah  pendalaman  dan  perluasan 
medan  tempur,  penekanan  pada  aspek  mobilitas,  kepadatan.  sasaran,  dan 
semakin  pentingnya  peran  prasarana  komunikasi,  komando,  pengendalian 
dan  pelacakan. 

Faktor  utama  yang  mendorong  pergeseran  strategi  perang  negara-negara 
Dunia  Ketiga  ialah,  oleh  karena  mereka  tidak  dapat  sepenuhnya  melepaskan 
diri  dari  literatur  strategi  negara  adikuasa.  Selain  itu,  transfer  sistem  persenja- 
taan  yang  lebih  modern  tentu  lebih  disesuaikan  dengan  kebutuhan  strategi  ne- 
gara pemasok  daripada  strategi  perang  konvensional  yang  pada  umumnya  ter- 
jadi  di  Dunia  Ketiga. 

Sudah  sering  dibahas  dalam  berbagai  publikasi,  bahwa  aspek  utama  yang 
mendorong  pergeseran  strategi  nuklir  adalah  penemuan-penemuan  baru  da- 
lam teknologi  persenjataan.  Secara  teoretis,  semula  diharapkan  bahwa  dengan 
munculnya  senjata-senjata  yang  lebih  canggih,  jumlah  persenjataan  yang 
diperlukan  dalam  suatu  medan  tempur  akan  berkurang.  Akan  tetapi  penga- 
laman  Perang  Yom  Kipur  (1973)' dan  Perang  Malvinas  (1982)  membuktikan 
bahwa  teori  itu  tidak  benar  dan  sebaliknya  yang  terjadi,  bahwa  perang 
modern  justru  menuntut  penggunaan  senjata  dalam  jumlah  yang  lebih  besar. 

Kecuali  itu,  Perang  Yom  Kipur  juga  memperlihatkan  bahwa  meningkatnya 
kecanggihan  teknologi  perang  memiliki  korelasi  positif  dengan  pendalaman 
dan  perluasan  medan  tempur.  Jika  pada  masa  Perang  Dunia  suatu  pertem- 
puran  hanya  terjadi  pada  radius  30-50  kilometer,  senjata-senjata  modern 
memperluas  medan  itu  menjadi  5  atau  6  kali  lipat.  Oleh  karena  itu  tidak  meng- 
herankan  apabila  dukungan  logistik  dan  prasarana  komunikasi,  komando, 
pengendalian  dan  pelacakan  menjadi  semakin  penting.  Bahkan  akibatnya,  se- 
ringkali  salah  satu  pihak  telah  kalah  sebelum  bertempur,  seperti  halnya  Pasu- 
kan  Divisi  III  Syria  yang  dilumpuhkan  oleh  Israel  di  Lembah  Bekaa  pada  ta- 

^^Jasjit  Singh,  "New  Doctrines  of  Warfighting:  Implications  for  the  Third  World,"  Strategic 
Analysis,  Vol.  IX,  No.  1  (April  1985):  hal.  78-94. 

^^Yoshilcazu  Sakamoto,  "The  Globe,  Asia  and  Peace  Research,"  Opening  Address  dalam' 
Conference  on  Asian  Peace  Research  in  the  Global  Context,  International  Peace  Research- 
Newsletter,  hal.  14. 
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hun  1982.  Ketakutan  untuk  dilumpuhkan  pada  serangan  pertama  seperti  ini- 
lah  yang  antara  lain  semakin  mendorong  pacuan  senjata  pada  tingkat  ka- 
wasan.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa  pacuan  senjata  antara  negara  adi- 
kuasa  pun  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  pacuan  senjata  yang  ter- 
jadi  di  antara  negara-negara  Dunia  Ketiga. 

Tampaknya  kecenderungan  seperti  itu  akan  tetap  berlanjut.  Terutama  oleh 
karena  negara-negara  adikuasa  mengidap  apa  yang  oleh  Sakamoto  disebut  se- 
bagai  konservatisme  struktural,^^  yaitu  keinginannya  untuk  senantiasa  me- 
ngukuhkan  dominasi  dalam  arti  ekonomi,  politik,  ideologi  maupun  militer. 
Konservatisme  struktural  itulah  yang  menyebabkan  negara-negara  adikuasa 
sengaja  merumuskan  kebijakan  yang  mengarah  pada  pacuan  senjata,  mem- 
bentuk  pakta  pertahanan  dan  meningkatkan  intensitas  transfer  persenjataan. 
Dengan  kata  lain,  mengingat  kembali  pada  sub-judul  sebelumnya,  pengertian 
targeted  nations  menjadi  lebih  luas  dari  sekedar  sebagai  sasaran  langsung  dan 
tidak  langsung  apabila  terjadi  konflik  nuklir. 

PERANAN  NEGARA-NEGARA  DUNIA  KETIGA 

Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  negara-negara  Dunia  Ketiga  memiliki 
kepentingan  nyata  dan  bukan  sekedar  kepentingan  moral  dalam  masalah-ma- 
salah  senjata  nuklir.  Agaknya  menyadari  beberapa  kepentingan  itulah,  sejak 
awal  negara-negara  Dunia  Ketiga  telah  berusaha  secara  aktif  untuk  memain- 
kan  peranannya  melalui  sikap-sikap  politik  dalam  menanggapi  isyu  penga- 
wasan  dan  perlucutan  senjata.  Negara-negara  Nonblok  misalnya,  mengusul- 
kan  perlucutan  senjata  umum  dan  menyeluruh  (Global  and  Complete  Disar- 
mament), termasuk  senjata  konvensional,  nuklir,  biologi  dan  kimia  dalam 
berbagai  fora,^^  mulai  dari  pertemuan  tingkat  menteri  sampai  Konperensi- 
konperensi  Tingkat  Tinggi.  Tuntutan  politiknya  atas  perlucutan  senjata  sudah 
dimulai  sejak  KTT  I  di  Beograd  (1961),  meskipun  tuntutannya  mengenai 
perlucutan  senjata  nuklir  baru  dikemukakan  dalam  KTT  III  di  Lusaka 
(1970).  Pada  konperensi  itu  diusulkan  agar  negara-negara  nuklir  membeku- 
kan  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengembangan,  pembuatan 
dan  penggelaran  senjata  nuklir;  menyepakati  larangan  ujicoba  nuklir,  dan 
mengawali  langkah-langkah  nyata  untuk  mengurangi  dan  menghancurkan 
cadangan  senjata  nuklir.  Pernyataan  seperti  ini  kemudian  diulangi  lagi  dalam 
konperensi-konperensi  berikutnya,  dengan  catatan  bahv/a  KTT  III  di  Algiers 
(1973)  mulai  menekankan  pentingnya  alih  sumber  dana  dari  sektor  militer  ke 
sektor  non-militer.^' 

^'Prasad,  "A  Non-aligned  View,"  hal.  77-94. 
^^Ibid..  hal.  83. 
^^Ibid.,  hal.  84. 
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Kecuali  itu,  negara-negara  Dunia  Ketiga  yang  lain  pun  memainkan  peran- 
annya  dalam  pemungutan  suara  tentang  perlucutan  senjata  di  PBB.  Bahkan 
tujuh  negara  Dunia  Ketiga,  ikut  aktif  mengambil  bagian  dalam  Komisi 
Perlucutan  Senjata  yang  dibentuk  oleh  PBB.  Meskipun  demikian,  sampai 
sekarang  belum  terlihat  bahwa  berbagai  usaha  yang  disampaikan  melalui 
beberapa  forum  itu  menunjukkan  hasil-guna  dan  dayagunanya.  Faktor  pe- 
nyebab  utamanya,  tentu  saja,  adalah  anarkhisme, dalam  hubungan  interna- 
sional  di  mana  realisme  politik  memperlihatkan  bahwa  kekuatan  senjata  se- 
rihgkali  merupakan  sarana  yang  paling  ampuh  untuk  mencapai  tujuan-tujuan 
politik.  Bersamaan  dengan  tidak  adanya  otoritas  internasional  yang  dapat 
memberikan  jaminan  keamanan,  pacuan  senjata  justru  merupakan  alternatif 
utama  sebagai  penopang  keamanan. 

Bahkan  jika  dilihat  dari  bobot  politiknya,  tuntutan-tuntutan  negara  Dunia 
Ketiga  baru  mencapai  tingkat  politik  konservatif^^  yang  pada  umumnya  terba- 
tas  untuk  mempengaruhi  kekuatan-kekuatan  politik  yang  menghasilkan  La- 
poran  Sidang  Umum  PBB  dan  pada  gilirannya  mempengaruhi  pendapat 
umum  dunia.  Tanpa  mengurangi  pentingnya  politik  konservatif  seperti  ini,  se- 
benarnya  ia  harus  dilengkapi  dengan  politik  reformis  dan  politik  revolusioner 
untuk  meningkatkan  hasil-guna  dan  dayagunanya  atas  gugatan  yang  diaju- 
kan. 

Politik  reformis  lebih  diperlukan  oleh  karena  politik  ini  tidak  saja  berisi 
pernyataan-pernyataan  politik,  akan  tetapi  menawarkan  pemikiran  alternatif 
serta  lembaga-lembaga  yang  ditugasi  untuk  melaksanakan  pemikiran  alterna- 
tif itu.  Lembaga-lembaga  itulah  yang  diharapkan  mampu  menyusun  kebi- 
jakan  umum  tentang  perlucutan  senjata,  keamanan  internasional  purna-nu- 
klir,  administrasi,  dan  rencana  pembangunan.  Yang  lebih  penting  lagi,  lem- 
baga  seperti  ini  berwenang  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  tahapan 
yang  harus  ditempuh  selama  proses  rekonversi  industri  militer  ke  arah  indus- 
tri-industri  non-militer.  Agak  sedikit  disayangkan  bahwa  lembaga  alternatif 
seperti  itu  ~  misalnya  Lembaga  Internasional  untuk  Riset  Perlucutan  Senjata 
dan  Dana  Perlucutan  Senjata  Internasional  untuk  Pembangunan  — 
justru  diusulkan  oleh  Prancis,  yang  memiliki  senjata  nuklir,  dan  bukannya 
oleh  negara-negara  Dunia  Ketiga  yang  menuntut  perlucutan  senjata  nuklir. 

Pada  tingkat  tertentu,  politik  reformis  itu  dapat  dibarengi  dengan  politik 
revolusioner  yang  ditempuh  melalui  penarikan  dukungan  terhadap  nuklirisasi 
dunia,  termasuk  menyediakan  pangkalan  untuk  negara-negara  adikuasa  dan 

"Tujuh  negara  yang  dimaksud  ialah  Brasilia,  Burma,  Etiopia,  India,  Meksiko,  Nigeria  dan 
Rcpublik  Pcrsatuan  Arab. 

"Untuk  penjelasan  lebih  lengkap  mengenai  politik  damai  konservatif,  reformis  dan  revolu- 
sioner, lihat  Paige,  "Politik  Damai  untuk  Perlucutan  Senjata,"  hal.  28-37. 
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demonstrasi  atau  protes  langsung  atas  nuklirisasi  dunia.  Keberatan  sebagian 
kalangan  di  Filipina  merigenai  Pangkalan  Clark  dan  Subic  misalnya,  dapat  di- 
kategorikan  sebagai  politik  revolusioner  seperti  halnya  dengan  gerakan-ge- 
rakan  perdamaian  yang  terjadi  di  beberapa  negara  maju.  Negara-negara  Du- 
nia Ketiga  sesungguhnya  mempunyai  cukup  banyak  kepentingan  untuk  mem- 
bentuk  gerakan-gerakan  perdamaian. 

Secara  teoretis,  negara-negara  Dunia  Ketiga  dapat  memilih  atau  meng- 
kombinasi  dua  strategi  pengawasan  senjata  nuklir,  yaitu  non-nuklirisasi  dan 
de-nuklirisasi}^  Non-nuklirisasi  adalah  usaha  menolak  kehadiran  senjata-sen- 
jata  nuklir  ke  wilayah  nssional  atau  suatu  kawasan.  Pada  umumnya,  non-nu- 
klirisasi ini  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  bentuk  tindakan,  antara  lain, 
pengendalian  diri  untuk  tidak  menjadi  negara  nuklir,  membentuk  kawasan  be- 
bas  nuklir,  dan  aktif  berpartisipasi  dalam  Persetujuan  Non-proliferasi;  meski- 
pun  untuk  yang  disebut  belakangan  ini  terlebih  dahulu  memerlukan  pembaha- 
ruan  oleh  karena  persetujuan  yang  ada  sekarang  tidak  lebih  hanya  mengukuh- 
kan  dominasi  negara-negara  nuklir.-'^ 

Akan  tetapi  perlu  diingat  bahwa  usaha  non-nuklirisasi  ini  hanya  akan  ber- 
dayaguna  apabila  pada  saat  yang  sama  juga  diperoleh  jaminan  bahwa  negara- 
negara  non-nuklir  atau  suatu  kawasan  bebas  nuklir  tidak  akan  diserang  oleh 
senjata  nuklir.  Tanpa  jaminan  seperti  ini,  keputusan  suatu  negara  untuk  tidak 
mengembangkan  senjata  nuklir  ataupun  keikutsertaannya  dalam  kawasan  be- 
bas nuklir  tidak  dengan  sendirinya  menghapus  kedudukannya  sebagai  targeted 
nations.  Pada  tingkat  tertentu,  non-nuklirisasi  ini  cukup  berdayaguYia  untuk 
membendung  proliferasi  senjata  nuklir  secara  vertikal,  horisontal  maupun 
spasial. 

Sedangkan  de-nuklirisasi  merupakan  usaha  untuk  menghapus  semua  jenis 
senjata  nuklir.  Rumusan  perlucutan  senjata  global  dan  total  yang  selama  ini 
diajukan  oleh  negara-negara  Nonblok  tampaknya  diilhami  oleh  gagasan  de- 
nuklirisasi  ini.  Akan  tetapi  pelaksanaan  de-nuklirisasi  ini  cukup  sulit,  khusus- 
nya  yang  menyangkut  pengawasan  (verification)  atas  jenis-jenis  persenjataan 
yang  mempunyai  kemampuan  ganda. 

^■•Dua  pemikir  terkemuka  mengenai  politik  revolusioner  ini  adalah  Gene  Sharp  dan  Mahatma 
Gandhi.  Pemikiran  Sharp  tertuang  dalam  bukunya  yang  berjudul  The  Po/ilics  of  Nonviolenl  Ac- 
tion (Boston:  Poster  Sargent,  1973),  terutama  hal.  7-62. 

"Mengenai  sebab-sebab  mengapa  di  Dunia  Ketiga  tidak  muncul  Gcrakan  Perdamaian,  berikut 
beberapa  alasan  mengapa  hal  seperti  itu  perlu  dilakukan,  lihat  Hutchfel,  "The  Peace  Movement," 
hal.  581-594. 

^*Untuk  pembahasan  lebih  lengkap,  lihat  Singh,  "Developing  Countries,"  hal.  1179-1186. 

"Untuk  pembahasan  tentang  Proliferasi  Nuklir,  lihat  A.R.  Sutopo,  "Proliferasi  Nuklir  dan 
Permasalahannya,"  Analisa  (Februari  1986):  hal.  151-166.  Lihat  juga  tulisannya  tentang  non- 
proliferasi  dalam  Analisa  terbitan  ini. 
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Kecuali  baru  mencapai  tahapan  politik  konservatif,  kelemahan  lain  dari 
usulan  perlucutan  senjata  yang  diajukan  oleh  Dunia  Ketiga  pada  umumnya 
berkaitan  dengan  struktur  dan  proses.  Dari  segi  struktur,  tuntutan  untuk  per- 
lucutan senjata  secara  umum  dan  menyeluruh  adalah  utopis.  Negara-negara 
Dunia  Ketiga  agaknya  tidak  memahami  dengan  baik  motif  dasar  serta  faktor- 
faktor  penting  yang  mendorong  pacuan  senjata  nuklir  antara  kedua  negara 
adikuasa.  Yang  disebut  belakangan  ini  beranggapan  bahwa  pacuan  senjata 
nuklir  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menciptakan  perimbangan  kekuatan, 
atau  memperbaiki  korelasi  kekuatan  menurut  istilah  yang  lebih  disukai  Uni 
Soviet,  yang  pada  gilirannya  akan  menjamin  keamanan  internasional.  Secara 
diametral  keyakinan  seperti  ini  berlawanan  dengan  keyakinan  Dunia  Ketiga 
yang  beranggapan  bahwa  perimbangan  kekuatan  yang  diciptakan  melalui  pa- 
cuan senjata  nuklir  merupakan  ancaman  atas  keamanan  internasional.  Perbe- 
daan  keyakinan  mengenai  bagaimana  perdamaian  dan  keamanan  internasio- 
nal itu  harus  diwujudkan  merupakan  salah  satu  sebab  mengapa  tuntutan-tun- 
tutan  negara-negara  Dunia  Ketiga  tidak  mencapai  sasarannya. 

Lagi  pula,  dilihat  dari  sudut  pandang  negara-negara  adikuasa,  proses  per- 
lucutan senjata  yang  mungkin  dilaksanakan  bukanlah  perlucutan  senjata  yang 
bersifat  umum  dan  menyeluruh,  seperti  selama  ini  diajukan  oleh  Dunia  Ke- 
tiga,  melainkan  perlucutan  senjata  secara  terbatas  dan  bertahap.^°  Misalnya, 
terbatas  dalam  pengertian  bahwa  perlucutan  senjata,  sekurangnya  pada  tahap 
awal,  hendaknya  dititikberatkan  pada  jenis  persenjataan  nuklir  yang  dianggap 
paling  ofensif  seperti  rudal-rudal  jarak  menengah  di  Eropa;  dan  bertahap 
dalam  pengertian  bahwa  perlucutan  itu  dimulai  dalam  bentuk  moratorium 
yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penarikan  jenis-jenis  senjata  tertentu.  Per- 
lucutan senjata  seperti  ini  akan  menjamin  kepentingan  kompleks-kompleks  in- 
dustri  militer  di  Amerika  Serikat  maupun  Uni  Soviet  untuk  memperkenalkan 
teknologi  persenjataan  yang  lebih  baru.  Munculnya  teknologi  persenjataan 
baru,  meskipun  seringkali  menimbulkan  ancaman  atas  stabilitas  strategis, 
tidak  sepenuhnya  bertentangan  dengan  prinsip  de-nuklirisasi.  Yang  lebih  pen- 
ting  ialah  bagaimana  merumuskan  prinsip  de-nuklirisasi  itu  sendiri.  Rumusan 
untuk  "menarik  sejumlah  persenjataan  lama,  jika  ada  persenjataan  baru  yang 
digelarkan,"  tampaknya  memiliki  peluang  untuk  memenuhi  persyaratan  itu. 


CATATAN  PENUTUP 

Kepentingan  negara-negara  Dunia  Ketiga  atas  pengawasan  senjata  nuklir 
tampaknya  memang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pemba- 


^''Admiral  Noel  Gayler,  "The  Way  Out:  A  General  Settlement,"  dalam  The  Nuclear  Crisis 
Reader,  ed.  Gwyn  Prins  (New  York:  Vintage  Books,  1984):  hal.  236. 
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ngunan  sosial  ekonomi  yang  dilakukannya.  Kebutuhan  akan  alih  sumber  dana 
internasional  yang  lebih  besar  di  satu  pihak  dan  kemiskinan  serta  hambatan 
untuk  memobilisasi  dana  dalam  negeri  di  lain  pihak,  langsung  maupun  tidak 
langsung.  berkaitan  dengan  meningkatnya  anggaran  militer.  Tetapi  apakah 
meningkatnya  anggaran  militer  negara-negara  maju  merupakan  faktor  yang 
paling  berpengaruh  atas  beban  cicilan  hutang  negara-negara  Dunia  Ketiga, 
tampaknya  memerlukan  pengujian  lebih  lanjut.  Untuk  negara-negara  Dunia 
Ketiga  yang  bukan  penghasil  minyak  bumi,  kaitan  itu  memang  lebih  kuat, 
dengan  perkecualian  Singapura,  Korea  Selatan  dan  Taiwan. 

Lagi  pula,  menganggap  transfer  persenjataan  sebagai  salah  satu  sarana  un- 
tuk mengukuhkan  konservatisme  struktural  hanya  dapat  dibenarkan  sejauh 
transfer  persenjataan  itu  ditujukan  ke  negara-negara  tertentu  yang  berada  di 
kawasan  relatif  stabil,  seperti  Argentina  dan  Brasilia.  Di  lain  pihak  cukup  bukti 
yang  dapat  disebut  bahwa  transfer  persenjataan  bukanlah  cara  yang  cukup 
berdayaguna  untuk  mempertahankan  pengaruh  negara-negara  adikuasa.  Uni 
Soviet  tidak  dapat  berbuat  banyak  atas  hilangnya  Barbera,  ketika  Somalia 
berpaling  ke  Amerika  Serikat,  seperti  halnya  Amerika  Serikat  atas  Vietnam 
Selatan  setelah  1975.  Sudut  pandang  yang  mestinya  lebih  penting  adalah  inter- 
relasi  antara  konsepsi  keamanan  suatu  negara  dan  stabilitas  kawasan,  karena 
transfer  persenjataan  bukan  hanya  disebabkan  dorongan  negara-negara  maju 
melainkan  tarikan  politik  domestik  dan  kawasan.  Pasar  senjata  yang  semakin 
polipolistik  (makin  banyak  pemasok)  menunjukkan  bahwa  negara-negara 
Dunia  Ketiga  bukan  hanya  tergantung  pada  pasokan  senjata  negara-negara 
maju,  akan  tetapi  juga  dari  negara-negara  Dunia  Ketiga  sendiri,  antara  lain 
Argentina,  Brasilia  dan  India. 

Itu  semua  merupakan  bukti  bahwa  Dunia  Ketiga  bukanlah  kelompok  ne- 
gara yang  menghadapi  permasalahan  pada  bobot  yang  sama,  meskipun  seba- 
gian  besar  dari  mereka  masih  memerlukan  sumber  dana  internasional  untuk 
meningkatkan  taraf  hidup  masyarakatnya.  Perbedaan  bobot  permasalahan  itu 
semakin  diperkuat  lagi  oleh  perbedaan  sistem  ekonomi  politik  dan  orientasi 
ideologi.  Dengan  kata  lain,  Dunia  Ketiga  merupakan  semacam  koalisi  long- 
gar.  Oleh  karena  itu  tidak  mengherankan  jika  tuntutan-tuntutan  yang  dia- 
jukan  sehubungan  dengan  perlucutan  senjata  adalah  tuntutan  yang  dirumus- 
kan  secara  umum.  Hanya  pada  isyu-isyu  umum  seperti  ini  mereka  dapat  men- 
capai  titik  kesepakatan. 

Lebih  dari  itu,  negara-negara  Dunia  Ketiga  sendiri  sering  bersikap  ambi- 
valen  mengenai  gejala  militerisasi  dan  nuklirisasi  dunia.  Di  satu  pihak  mereka 
menggugat  meningkatnya  anggaran  militer  negara-negara  maju,  seraya  pada 
saat  yang  sama  mereka  sendiri  membangun  kekuatan  miiiternya.  Bahkan 
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beberapa  negara  Dunia  Ketiga,  seperti  Argentina,  Brasilia,  India  dan  Irak  mu- 
lai  membangun  reaktor^reaktor  nuklir  dan  mungkin  pada  suatu  saat  akan 
membuat  senjata  nuklir.  Anarkhisme  sistem  internasional  dan  tidak  adanya 
otoritas  internasional  adalah  suatu  realitas  yang  menunjukkan  bahwa  senjata, 
termasuk  senjata  nuklir,  seringkali  lebih  berdayaguna  daripada  penyelesaian 
politik. 


Senjata  Konvensional  dalam 

Strategi  Nuklir 


A.R.  SUTOPO* 


Dalam  zaman  nuklir  sekarang,  pembicaraan  mengenai  persenjataan  strate- 
gis  umumnya  dikaitkan  dengan,  dan  terutama  berarti,  senjata-senjata  nuklir 
dengan  daya  jangkau  menghancurkan  kekuatan  lawan  di  tempatnya.  Demi- 
kianpun  dalam  pembicaraan  tentang  konflik  strategis,  konotasi  nuklir  sering  ti- 
dak  dapat  dipisahkan.  Senjata  nuklir  dianggap  begitu  efisien  dalam  menghan- 
curkan sasaran-sasaran  yang  dituju  sehingga  orang  sering  menjulukinya  seba- 
gai  senjata  pemungkas.  Ditilik  dari  akibat-akibat  kehancuran  yang  ditim- 
bulkan,  senjata  nuklir  memiliki  kemampuan  berkali  lipat  dari  senjata  konven- 
sional sehingga  dari  segi  ini  semata-mata  fungsi  senjata  konvensional  bukan 
tandingannya. 

Tetapi  ternyata  masuknya  persenjataan  nuklir  dalam  jajaran  kekuatan  mi- 
liter  dan  pertahanan  suatu  negara  tidak  menghilangkan  peran  persenjataan 
konvensional  sebagai  salah  satu  komponen  penting  kekuatan  pertahanan  dan 
militer.  Sekurang-kurangnya  pengalaman  kurang  lebih  40  tahun  terakhir  ini 
membenarkan  keadaan  tersebut.  Negara-negara  yang  memiliki  persenjataan 
nuklir  tidak  serta-merta  membiarkan  tingkat  kesiap-siagaan  dan  modernisasi 
kekuatan  konvensionalnya  terbengkelai.  Bahkan  terdapat  petunjuk-petunjuk 
yang  kuat  bahwa  negara-negara  itu  juga  melakukan  peningkatan  kesiap- 
siagaan  dan  modernisasi  kekuatan  konvensionalnya.  Amerika  Serikat,  Uni 
Soviet,  Inggris,  Francis,  dan  RRC  hingga  kini  terus  melakukan  usaha-usaha 
tersebut  sekalipun  kekuatan  nuklir  mereka  masing-masing  dari  waktu  ke 
waktu  makin  canggih,  Demikian  pun  sebagian  besar  negara-negara  non-nuklir 
terus  berusaha  meningkatkan  persenjataan  dan  kekuatan  militernya;  dan  si- 
tuasinya  tampak  jelas  terutama  di  antara  negara-negara  yang  terlibat  konflik 
dan  sengketa-sengketa. 


'Staf  csis. 
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Persenjataan  nuklir  dan  konvensional  pada  dasarnya  adalah  satu  variabel 
yang  fungsi  utamanya  ~  dalam  hubungan  antarnegara  -  adalah  sebagai  pe- 
rangkat  perang  dan  alat  pengancam.  Akan  tetapi  dalam  analisa  akhir,  fungsi 
persenjataan  adalah  sebagai  alat  perang;  dan  perang  dalam  pengertian  sempit 
-  penggunaan  kekerasan  -  adalah  salah  satu  wasit  iintuk  mempertahankan 
atau  mencapai  tujuan  tertentu.  Dari  sebab  itu  anggapan  yang  cukup  luas 
diterima  mengatakan  bahwa  perang  itu  adalah  sekedar  lanjutan  dari  politik 
dengan  cara  lain.  Dengan  ini  hendak  dikatakan  bahwa  persenjataan  adalah 
sekedar, alat  untuk  keperluan  perang  sebagai  lanjutan  dari  kepentingan  politik 
yang  hendak  dicapai  dengan  mempergunakan  kekerasan  untuk  memaksa 
lawan  memenuhi  kehendaknya.  Tidak  semua  keinginan  atau  tujuan  politik 
memiliki  bobot  dan  prioritas  yang  sama  antara  satu  dengan  lainnya,  sehingga 
konsekuensinya  adalah  tidak  setiap  perangkat  perang  cocok  untuk  mencapai 
tujuan  politik  tertentu  melalui  cara  lain  (perang). 

Telaah  ini  akan  membicarakan  peranan  atau  tempat  dari  persenjataan 
konvensional  dalam  strategi  nuklir.  Perhatian  utama  akan  dicurahkan  pada 
persoalan  mengapa  negara-negara  yang  telah  memiliki  persenjataan  nuklir 
masih  terus  memelihara  kekuatan  konvensionalnya.  Kehadiran  persenjataan 
nuklir  telah  dianggap  sebagai  bagian  kehidupan  yang  tidak  dapat  dihindari 
dalam  konfigurasi  kekuatan  militer  dari  sekurang-kurangnya  negara-negara 
yang  telah  memilikinya.  Tetapi  tidak  satu  pun  dari  konflik  yang  dihadapi  oleh 
negara-negara  nuklir  yarig-^elibatkan  penggunaan  kekerasan  setelah  pem- 
boman  Hiroshima  dan  Nagasaki  melibatkan  persenjataan  nuklir.  Pengalaman 
sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II  ini  secara  nyata  menunjukkan  bahwa 
persenjataan  konvensional  mempunyai  tempat  dalam  keseluruhan  kebijakan 
pertahanan  dan  militer  negara-negara  nuklir.  Di  lain  pihak,  banyak  negara- 
negara  regional  yang  dalam  usahanya  memperkuat  diri  memenuhi  kebutuhan 
perangkat  militernya  memperolehnya  dari  negara-negara  nuklir  sebagai 
pemasok  senjata-senjata  konvensional  modern  terbesar.  Dan  kalaupun 
mereka  secara  langsung  atau  tidak  langsung  bersekutu  dengan  salah  satu 
negara  nuklir,  keterlibatan  mereka  dalam  konflik  dengan  negara  tetangganya 
sering  dianggap  sebagai  salah  satu  konsekuensi  dari  makin  banyaknya  persen- 
jataan konvensional  yang  diberikan  oleh  negara-negara  maju  kepada  mereka. 

Pertimbangan-pertimbangan  moral  -  seperti  misalnya  bahwa  dalam  pe- 
rang modern  penggunaan  senjata  nuklir  lebih  tidak  bermoral  daripada  persen- 
jataan konvensional  ~  bukan  merupakan  bagian  penting  dalam  telaah  ini. 
Yang  lebih  dipentingkan  adalah  fungsi  persenjataan  sebagai  peralatan  perang 
untuk  mencapai  tujuan-tujuan  politik.  Dengan  perkataan  lain,  apakah  harga 
yang  harus  dibayar  untuk  mencapai  tujuan  politik  tertentu  dengan  mempergu- 
nakan jenis  persenjataan  tertentu  seimbang?  Dan  jika  harga  itu  terlalu  mahal 
sehingga  tidak  sepadan  dengan  tujuan  politiknya,  apakah  penggunaan  perang 
sebagai  cara  lain  untuk  mencapai  tujuan  politik  masih  akan  dipertimbangkan 
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Dleh  sesuatu  pihak?  Tetapi  ini  bukan  berarti  bahwa  pertimbangan- 
pertimbangan  yang  bersifat  moral  berkenaan  dengan  penggunaan  kekerasan 
tidak  mempunyai  arti  lagi  dalam  hubungan  kepentingan  antarnegara. 

Hingga  kini  argumen-argumen  tradisional  untuk  membatasi  sasaran  yang 
perlu  dihancurkan  dalam  suatu  konflik  bersenjata,  termasuk  dalam  pemikiran 
strategi  nuklir,  dengan  sebesar  mungkin  menghindari  sasaran-sasaran  sipil, 
nasih  tetap  menjadi  bagian  penting  dari  kaidah-kaidah  penggunaan  keke- 
rasan. Meskipun  dalam  zaman  sekarang  ini  sulit  sekali  membayangkan  ada- 
lya  suatu  medan  pertempuran  yang  sejauh  mungkin  dapat  menghindari  jatuh- 
lya  korban  sipil,  yaitu  suatu  medan  yang  sangat  sedikit  dihuni  oleh  manusia, 
;eperti  daerah  gurun  pasir  atau  mungkin  wilayah  lautan  yang  jauh  dari  lalu- 
intas  kapal  sipil,  anggapan-anggapan  penghancuran  kekuatan  bersenjata 
awan  sebagai  jalan  terpendek  untuk  mengalahkannya  masih  tetap  menjadi 
Dagian  yang  sangat  penting  dalam  konflik.  Ini  berlaku  baik  dalam  pemikiran 
nengenai  penggunaan  persenjataan  konvensional  maupun  dalam  pemikiran 
5trategi  nuklir.  Dalam  hal  strategi  nuklir  dikenal  misalnya  doktrin  counter- 
''orce  (menghancurkan  potensi  perang  lawan).  Dalam  konflik  konvensional 
btal  ini  tampaknya  juga  ingin  dipraktekkan  untuk  memaksa  musuh  segera 
nenyerah  atau  mengakhiri  peperangan.  Tetapi  dalam  konflik-konflik  bersen- 
lata  jatuhnya  korban-korban  di  kalangan  penduduk  sipil  beserta  harta  keka- 
»^aannya  bukan  merupakan  hal  yang  aneh.  Dan  lebih  menonjol  lagi,  dalam 
pemikiran  strategi  nuklir  sekarang  tidak  tertutup  kemungkinan  justru  menja- 
iikan  penduduk  sebagai  sasaran  yang  akan  dihancurkan  untuk  memaksa 
awan  menghentikan  perang  atau  menyerah,  seperti  yang  tercermin  dalam 
loktrin  counter-value. 

Dalam  pembicaraan  mengenai  kaitan  kekuatan  konvensional  dan 
cekuatan  nuklir  hingga  kini  belum  terdapat  suatu  "laboratorium"  yang  telah 
nenguji  secara  aktual  kebenaran  kaitan  itu.  Yang  terjadi  adalah  anggapan- 
mggapan  yang  digambarkan  dalam  suatu  konstruksi  pemikiran  mengenai 
taitan  penggunaan  kekuatan  konvensional  dalam  suatu  konflik  yang  mungkin 
imbul  antara  negara-negara  berkekuatan  nuklir.  Pemikiran-pemikiran 
iemikian  ini  yang  paling  maju  dikembangkan  dan  terbuka  sumber-sumbernya 
idalah  yang  dilakukan  oleh  NATO,  Oleh  karena  itu  telaah  ini  akan  banyak 
nempergunakan  konsep-konsep  pemikiran  yang  dianut  oleh  NATO  mengenai 
kaitan  antara  senjata  konvensional  dan  senjata  nuklir  dalam  strategi  dewasa 
ini.  Bisa  jadi  pengembangan  pemikiran  mengenai  bidang  ini  yang  dilakukan 
Dleh  NATO,  khususnya  Amerika  Serikat,  dapat  dipergunakan  untuk  mene- 
rangkan  tingkah-laku  berbagai  negara  nuklir  yang  terlibat  dalam  sengketa  dan 
konflik  selama  ini,  meskipun  orang  harus  sangat  berhati-hati  untuk  tidak 
terlalu  mudah  menggunakan  "paradigma"  NATO  itu  sebagai  jalan  pemikiran 
Final. 
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Telah  menjadi  suatu  hal  yang  lazim  bahwa  fungsi  persenjataan  nuklir  da- 
lam  strategi  dewasa  ini  adalah  sebagai  alat  penangkal  dalam  memelihara  dan 
mencapai  tujuan  politik,  khususnya  dalam  mengikhtiarkan  agar  pihak  yang 
dianggap  lawan  dan  bersifat  ofensif  tidak  mempergunakan  ancaman  atau 
kekerasan  senjata.  Fungsi  penangkalan  inilah  yang  ingin  digali  dalam  telaah 
ini  dalam  mengkaitkan  persenjataan  nuklir  dan  persenjataan  konvensional. 
Hingga  sekarang  belum  pernah  terjadi  perang  nuklir  antafnegara  'nuklir. 
Sedangkan  konflik  yang  pernah  melibatkan  penggunaan  senjata  antara  dua 
negara  berkekuatan  nuklir  adalah  antara  RRC  dan  Uni  Soviet  dalam  skala  ter- 
batas  pada  tahun  1969,  yang  hanya  melibatkan  kekuatan  konvensional 
mereka.  Pengalaman  konflik  mereka  itu  barangkali  dapat  menjadi  ilustrasi 
untuk  memperkuat  pemikiran  yang  diajukan  oleh  NATO  dalam  memahami 
kaitan  antara  persenjataan  nuklir  dan 'persenjataan  konvensional  dalam  hu- 
bungan-hubungan  strategis  dengan  titik  berat  penghindaran  terjadinya  kon- 
flik nuklir. 


II 


Setelah  berakhirnya  Perang  Dunia  II,  negara-negara  Eropa  Barat  pada 
umumnya  beranggapan  bahwa  ancaman  utama  terhadap  keamanan  mereka 
berasal  dari  Uni  Soviet.  Uni  Soviet  dilihat  .sebagai  negara  yang  melakukan  tin- 
dakan-tindakan  yang  dianggap  mengancam  perdamaian  dan  stabilitas  di 
Eropa  yang  baru  saja  dihancurkan  oleh  akibat-akibat  perang.  Selain  Uni  So- 
viet dianggap  sebagai  suatu  kekuatan  yang  karena  pertimbangan  ideologis 
agresif  dan  ekspansionis,  negeri  itu  memiliki  kekuatan  mihter,  yang  dalam  era 
sekarang  disebut  sebagai  kekuatan  konvensional,  yang  sangat  besar.  Semen- 
tara  negara-negara  Eropa  Barat  melakukan  demobilisasi,  Uni  Soviet  terus 
mempertahankan  kekuatannya  setelah  perang  usai.  Kekuatan  konvensional 
Soviet  yang  jauh  lebih  besar  -  sekurang-kurangnya  secara  kuantitatif  ~  itulah 
yang  makin  memperbesar  ketakutan  negara-negara  Eropa  Barat  terhadap  an- 
caman Soviet,  yang  juga  dianggap  demikian  oleh  Amerika  Serikat. 

Untuk  menghadapi  ancaman  yang  dipikirkan  itu  negara-negara  Eropa  Ba- 
rat, bersama  dengan  Amerika  Serikat  dan  Kanada,  kemudian  membentuk  per- 
sekutuan  pertahanan  NATO  pada  tahun  1949.  Pembentukan  pakta  perta- 
hanan  NATO  ini  mengkaitkan  persenjataan  nuklir,  yang  hingga  saat  ini  dimo- 
nopoli  Amerika  Serikat,  dengan  pertahanan  NATO-Eropa.  Jika  Uni  Sovieti 
melakukan  serangan  (konvensional)  terhadap  Eropa  Barat,  senjata-senjataa 
nuklir  AS  akan  dipergunakan  untuk  menghancurkan  sasaran-sasaran  di  dalami 
wilayah  Soviet  sehingga  yang  disebutkan  belakangan  itu  akan  mengakhirii 
peperangan  atau  bahkan  bertekuk-lutut.  Dengan  perkataan  lain,  superioritas> 
kekuatan  konvensional  Soviet  ditangkal  oleh  NATO-Eropa  dengan  penggu-.- 
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naan  kekuatan  nuklir  AS  sebab  kekuatan  konvensional  NATO  di  Eropa 
adalah  sangat  kecil  untuk  mampu  menghadapinya. 

Akan  tetapi  tidak  lama  setelah  NATO  dibentuk,  dalam  tahun  1949  itu  juga 
Uni  Soviet  berhasil  membuat  senjata  nuklirnya  sendiri.  Keadaan  ini  mempe- 
ngaruhi  pemikiran  mengenai  fungsi  senjata  nuklir  AS  di  masa  depan  oleh 
karena  cepat  atau  lambat  Uni  Soviet  juga  akan  mampu  melakukan  pemba- 
lasan  nuklir  terhadap  AS  seperti  yang  diperhitungkan  oleh  laporan  sandi 
NSC-68  yang  dibuat  oleh  Departemen  Luar  Negeri  dan  Dewan  Keamanan  Na- 
sional  AS  tahun  1950.  Menghadapi  situasi  demikian  itu,  NSC-68  menyaran- 
kan  agar  negara-negara  NATO  meningkatkan  kekuatan  konvensionalnya  un- 
tuk menghadapi  ancaman  konvensional  Soviet.  Berdasarkan  pertimbangan- 
pertimbangan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  NSC-68  itu,  dan  karena  pecah- 
nya  Perang  Korea,  negara-negara  NATO  kemudian  bersepakat  di  Lisabon 
pada  tahun  1952  untuk  meningkatkan  kekuatan  konvensional  mereka.  Pe- 
ningkatan  kekuatan  konvensional  NATO  yang  disetujui  itu  terutama  dimak- 
sudkan  untuk  menghadapi  kemungkinan  serangan  konvensional  terbatas  oleh 
Uni  Soviet,  sehingga  senjata  nuklir  tidak  secara  otomatis  dipergunakan  dalam 
menghadapi  konflik  dengan  Uni  Soviet. 

Kendati  demikian,  dalam  kenyataannya  negara-negara  NATO-Eropa  tidak 
meningkatkan  kekuatan  konvensionalnya  seperti  yang  telah  disepakati  di 
Lisabon  tersebut.  Negara-negara  Eropa  Barat  sendiri  tampaknya  tidak  meih- 
punyai  kemauan  politik  untuk  mewujudkan  keputusan  yang  telah  diambil 
oleh  para  Menteri  Pertahanan  itu.  Di  samping  itu,  karena  mereka  masih 
menghadapi  rekonstruksi  negara  masing-masing  dari  akibat-akibat  Perang 
Dunia  II,  kemampuan  keuangan  dan  ekonomi  mereka  masih  sangat  terbatas 
sehingga  janji  untuk  meningkatkan  kekuatan  konvensional  mereka  itu  tak 
pernah  terwujud.  Sedangkan  Amerika  Serikat  sendiri,  dengan  bergantinya 
Presiden  dari  Truman  ke  Eisenhower,  kemudian  lebih  memusatkan  perhatian- 
nya  kepada  eksploitasi  persenjataan  nuklir  sebagai  tulang-punggung  untuk 
mendukung  strateginya,  terutama  dalam  mengantisipasi  kemampuan  Soviet 
untuk  melakukan  serangan  terhadap  daratan  Amerika. 

Amerika  Serikat,  yang  dalam  strategi  deterrence  ini  menjadi  tulang-pung- 
gung  keamanan  NATO,  kemudian  mendasarkan  strategi  pertahananny^  pada 
doktrin  massive  retaliation,  termasuk  dalam  melindungi  sekutu-sekutunya  di 
Eropa  Barat.  Berdasarkan  pada  doktrin  massive  retaliation  ini,  suatu  serangan 
konvensional  oleh  Uni  Soviet  terhadap  Eropa  Barat  akan  memberi  alasan 
dilakukannya  pembalasan  dengan  persenjataan  nuklir.  Dengan  perkataan 
lain,  strategi  massive  retaliation  merupakan  strategi  first  use  senjata  nuklir 
dalam  menghadapi  ancaman  bersenjata  terhadap  NATO.  Dianulnya  doktrin 
yang  demikian  ini  oleh  karena  pada  waktu  itu  negara-negara  NATO  masih 
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yakin  bahwa  Amerika  Serikat  memiliki  keunggulan  nuklir  dan  sistem  persen- 
jataan  jarak  jauh  (pembom)  yang  dapat  menghancurkan- kota-kota  Soviet 
secara  efektif.  Karena  itu  negara-negara  NATO-Eropa  pada  umumnya  tidak 
terlalu  mempersoalkan  kredibilitas  doktrin  massive  retaliation,  dan  pada 
tahun  1957  doktrin  ini  secara  resmi  diterima  sebagai  strategi  NATO. 

Menjelang  akhir  dasawarsa  1950-an,  Uni  Soviet  telah  mempunyai  kemam- 
puan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  di  daratan  Amerika  Serikat  dengan 
mempergunakan  pembotn  jarak  jauh  dan  rudal  nuklir  ICBM.  Sejak  perte- 
ngahan  dasav^^arsa  1950-an  Uni  Soviet  juga  telah  mengikuti  pengembangan 
pembom  jarah  jauh  seperti  yang  dikembangkan  oleh  Amerika  Serikat,  tetapi 
tampaknya  ia  tidak  terlalu  berhasil  dalam  hal  ini.  Keberhasilan  Soviet  justru 
ditunjukkan  dalam  bidang  satelit  yang  mendahului  Amerika  Serikat  dengan 
peluncuran  Sputnik  pada  tahun  1957.  Keberhasilan  ini  jelas  menunjukkan 
kemampuan  Soviet  untuk  membuat  sistem  peluncuran  senjata  nuklir  dari 
dalam  wilayahnya  sendiri  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  di  daratan  Ame- 
rika Serikat.  Konsekuensi  dari  perkembangan  ini  adalah  bahwa  Uni  Soviet 
juga  mempunyai  kemampuan  deterrent  terhadap  serangan  nuklir  Amerika 
Serikat.  Pada  gilirannya  hal  ini  yang  berakibat  pada  masalah  jaminan  (nuklir) 
Amerika  Serikat  terhadap  pertahanan  dan  keamanair-NATO-Eropa.  Oleh 
karena  tidak  memiliki  rudal  ICBM  yang  operasional,  Amerika  Serikat  kemu- 
dian  menempatkan  rudal-rudal  nuklir  jarak  menengahnya  (Intermediate 
Nuclear  Forces,  INF)  di  negara-negara  sekutunya  yang  secara  geografis 
berdekatan  dengan  wilayah  Soviet.  Meskipun  negara-negara  NATO-Eropa 
terus  bersandar  pada  strategi  massive  retaliation,  kritik  terhadap  kredibilitas 
jaminan  nuklir  Amerika  Serikat  bagi  pertahanan  Eropa  dilancarkan  terutama 
oleh  Francis  yang  pada  intinya  mempersoalkan  apakah  Amerika  Serikat  mau 
mengambil  risiko  atas  New  York  dan  Chicago  untuk  melindungi  Paris  dan 
Bonn. 

Karena  kekhawatiran  timbul  "jurang  rudal"  (missile  gap),  yang  kemudian 
ternyata  tidak  terbukti,  sebagai  konsekuensi  dari  sukses  Sputnik,  Amerika  Se- 
rikat kemudian  memutuskan  untuk  mengintensifkan  pembangunan  ICBM 
dan  SLBM  menjelang  akhir  dasawarsa  1950-an.  Intensifikasi  pembangunan 
ICBM  dan  SLBM  itu  kemudian  menempatkan  Amerika  Serikat  dalam  posisi 
yang  jauh  lebih  unggul  dalam  sistem  persenjataan  strategis  daripada  Uni  So- 
viet selama  dasawarsa  1960-an.  Meskipun  didahului  oleh  Sputnik,  perkem- 
bangan sistem  persenjataan  strategis  pada  awal  1960-an  telah  menunjukkan 
bahwa  Amerika  Serikat  memimpin  dalam  perlombaan  senjata  jenis  ini.  Maka 
tidak  terlalu  mengherankan  jika  sejak  permulaan  dasawarsa  itu  Amerika  Seri- 
kat telah  mulai  meninjau  kembali  strategi  pertahanan  NATO  dalam  mengha- 
dapi  ancaman  Soviet.  Hasilnya  kemudian  adalah  strategi  flexible  response 
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(jawaban  luwes)  yang  memberikan  peranan  pertahanan  konvensional  dalam 
kaitannya  dengan  pertahanan  nuklir. 

Tampilnya  pemerintahan  Kennedy,  dan  kemudian  dilanjutkan  oleh 
Johnson,  di  Amerika  Serikat  melahirkan  strategi  flexible  response  bagi 
NATO.  Dalam  pidatonya  pada  tanggal  28  Maret  1961,  Presiden  Kennedy  an- 
tara  lain  menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dari  kekuatan  militer  Amerika  Seri- 
kat adalah  untuk  maksud-maksud  damai  --  yaitu  bahwa  persenjataan  itu  tidak 
akan  dipergunakan  --  untuk  menangkal  semua  bentuk-bentuk  perang,  baik 
yang  bersifat  perang  semesta  maupun  perang  terbatas,  perang  nuklir  atau  pe- 
rang konvensional,  besar  maupun  kecil.  Pernyataan  Kennedy  itu  kemudian  di- 
kembangkan  oleh  Menteri  Pertahanan  Amerika  Serikat,  McNamara,  dengan 
lebih  memerinci  apa  yang  dikehendaki  oleh  Amerika  Serikat  dalam  strategi 
NATO  untuk  menghadapi  ancaman  dan  pertahanannya. 

Berkaitan  dengan  berbagai  bentuk  dan  tingkatan  ancaman  yang  dihadapi 
negara-negara  Barat,  pada  tanggari6  Juni  1962  McNamara  menyatakan 
bahwa  jawaban  yang  dapat  diberikan  oleh  kekuatan  Barat  tidak  harus  ter- 
batas pada  persenjataan  nuklir,  oleh  karena  untuk  menangkal  tindakan- 
tindakan  yang  tidak  melibatkan  massive  commitment  -  yaitu  kepentingan- 
kepentingan  dan  prinsip-prinsip  yang  paling  vital  -  tidak  harus  terbatas  pada 
persenjataan  nuklir  saja.  Pernyataan  ini  secara  implisit  sekurang-kurangnya 
mengakui  fungsi .persenjataan  bukan  nuklir  untuk  menghadapi  serangan 
konvensional  lawan.  Sebagai  konsekuensinya,  Amerika  Serikat  inenghendaki 
kembali  ditingkatkannya  kemampuan  pertahanan  konvensional  NATO.  De- 
ngan meningkatkan  kemampuan  pertahanan  konvensional  itu  Amerika  Seri- 
kat berharap  peranan  persenjataan  nuklir  dalam  strategi  NATO  akan  berku- 
rang.  Dengan  perkataan  lain,  persenjataan  nuklir  harus  diberi  peranan  yang 
I  lebih  luwes  (flexible)  daripada  peranannya  dalam  strategi  massive  retaliation. 
Penggunaan  dini  persenjataan  nuklir  untuk  menghadapi  konllik  bukan  nuklir 
Kartinya,  konflik  konvensional)  akan  berakibat  pada  eskalasi  perang  nuklir 
semesta  yang  boleh  jadi  tidak  seimbang  dengan  tujuan  politik  yang  ingin 
idicapai  atau  dipertahankan.  Dalam  hubungan  nuklir  Amerika  Serikat  -  Uni 
; Soviet,  kehancuran  timbal-balik  yang  terjamin  (MAD)  jika  terjadi  perang 
I  nuklir  telah  tercapai. 

Sejalan  dengan  prinsip  yang  dianut  dalam  sriategi  flexible  response,  fungsi 
■kekuatan  konvensional  untuk  menghadapi  serangan  konvensional  lawan  sese- 
dikitnya  dimaksudkan  untuk  mencapai  dua  tujuan.  Periama,  menghadapi  ke- 
•kuatan  konvensional  dengan  kekuatan  konvensional  diharapkan  dapat  me- 
ngurangi  tingkat  kerusakan  atau  kehancuran  yang  ditimbulkan  oleh  konHik 
bersenjata  dari  dua  kekuatan  yang  berlawanan.  Jika  serangan  konvensional 
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lawan  secara  dini  dihadapi  dengan  penggunaan  senjata  nuklir,  korban  di  ka- 
langan  sipil  akibat  penggunaan  senjata  nuklir  pasti  jauh  lebih  besar  daripada 
senjata  konvensional.  Lebih  lagi  jika  pasukan  musuh  telah  memasuki  wilayah 
sendiri,  maksud  perang  untuk  mempertahankan  dan  melindungi  penduduk 
sipil  bisa  dipertanyakan  kalau  untuk  melawannya  dipergunakan  senjata 
nuklir.  Akan  jatuh  korban  di  kalangan  penduduk  yang  hendak  dilindungi 
dalam  jumlah  yang  sangat  besar  akibat  ledakan  nuklir  dan  radiasi  jangka  pan- 
jang. 

Kedua,  yang  tampaknya  merupakan  tujuan  yang  lebih  penting,  untuk 
menjaga  agar  konflik  yang  terjadi  dapat  dikuasai  dengan  harapan  tidak  akan 
langsung  menjadi  perang  nuklir  semesta.  Strsitegi  flexible  response  mendasar- 
-kan  diri  pada  prinsip  graduasi,  yaitu  menggunakan  kekuatan  secara  bertahap 
-  tergantung  pada  jenis  kgnflik  yang  dihadapi  --  dari  konvensional  hingga 
senjata  strategis.  Penggunaan  kekuatan  konvensional  untuk  pertama-tama 
menghadapi  agresi  konvensional  dimaksud  tidak  saja  untuk  memberikan 
waktu  untuk  memperhitungkan  keputusan  apa  yang  akan  dihadapi  dan  per- 
timbangan  untuk  ditempuhnya  eskalasi  ke  penggunaan  senjata  nuklir,  tetapi 
juga  untuk  membujuk  agar  lawan  bersedia  menghentikan  konflik  di  bawah 
bayangan  ancaman  eskalasi  nuklir.  Dengan  demikian,  perundingan  dengan  la- 
wan untuk  mengakhiri  konflik  yang  sedang  berjalan,  tanpa  harus  mengorban- 
kan  apa  yang  sedang  dipertahankan,  dapat  lebih  dimungkinkan  terjadi  dan 
eskalasi  ke  penggunaan  perang  nuklir  dapat  terhindarkan.  Atau,  kuatnya  per- 
tahanan  konvensional  dapat  "menyadarkan"  lawan  bahwa  memaksakan  kon- 
flik berkepanjangan,  yang  dapat  membawa  ke  eskalasi  nuklir,  tidak  sebanding 
dengan  tujuan  politik  yang  hendak  dipapai  semula. 

Dalam  sejarah  hubungan  negara-negara  NATO  dan  Pakta  Warsawa  me- 
mang  belum  pernah  terjadi  pengalaman  nyata  seperti  yang  dikonstruksikan 
dalam  pemikiran  itu.  Barangkali  justru  pengalaman  lain  dapat  dipergunakan 
sebagai  indikasi  yang  hingga  tingkat  tertentu  dapat  mendukung  anggapan  itu. 
Konnik  perbatasan  RRC  dan  Uni  Soviet  pada  tahun  1969  adalah  kasus  dari 
dua  negara  berkekuatan  nuklir  yang  terlibat  dalam  konflik  konvensional.  Per- 
pecahan  ideologis  dua  negara  komunis  itu  yang  mulai  terjadi  sejak  menjelang 
akhir  dasawarsa  1950-an  mempunyai  implikasi  dalam  hubungan  keamanan 
dua  negara.  Tuntutan  RRC  atas  wilayah-wilayah  di  sekitar  perbatasannya 
dengan  Uni  Soviet,  yang  dianggap  secara  tidak  sah  dikuasai  oleh  Uni  Soviet, 
menyebabkan  ditempatkannya  sejumlah  besar  pasukan  kedua  negara  di 
sepanjang  perbatasan  mereka  dengan  peralatan  militer  masing-masing  yang 
paling  modern.  Menjelang  akhir  dasawarsa  1960-an  ketegangan  di  perbatasan 
ini  diperhebat  oleh  terjadinya  konflik  militer  secara  terbatas  di  antara  mereka. 
Konflik  Ini  berpuncak  dengan  ancaman  Soviet:  yaitu,  jika  RRC  terus 
melakukan  provokasi  bersenjata  di  perbatasan  tersebut,  Uni  Soviet  tidak  akan 
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membatasi  did  pada  penggunaan  senjata  konvensional  saja.  Ancaman  ini 
kemudian  memaksa  RRC  untuk  memasuki  meja  perundingan  dan  kemudian 
menghentikan  konflik  konvensional  terbatasnya  dengan  Uni  Soviet.  Dengan 
perkataan  lain,  RRC  menghentikan  penggunaan  kekerasan  untuk  mencapai 
tujuan  terbatasnya  di^perbatasan  dengan  Uni  Soviet  karena  menyadari  (ar- 
tinya  RRC  di  sini  bertindak  sebagai  pelaku  yang  rasional)  kemungkinan  harga 
yang  harus  dibayarnya  jauh  lebih  besar  daripada  tujuan  politik  yang  hendak 
dicapai  oleh  kemungkinan  eskalasi  ke  penggunaan  senjata  nuklir  Soviet. 

Dalam  strategi  flexible  response,  fungsi  persenjataan  konvensional  juga  di- 
maksudkan  sebagai  penangkal  (deterrent)  terhadap  serangan  konvensional  la- 
wan.  Keinginan  NATO  untuk  meningkatkan  kekuatan  konvensionalnya  di- 
maksudkan  agar  negara-negara  NATO  memiliki  kekuatan  konvensional  yang 
memadai  agar  mampu  menghadapi  lawan  sesuai  dengan  jenis  agresi  yang  dila- 
kukan  atau  dipilihnya.  Dimilikinya  kemampuan  konvensional  yang  memadai 
itu  pada  gilirannya  akan  menangkal  lawan  untuk  melakukan  serangan  kon- 
vensional. Akan  tetapi  jika  lawan  melakukan  agresi  konvensional  juga,  dan 
kemudian  terbukti  bahwa  kekuatan  konvensional  yang  dipergunakan  untuk 
menghadapi  agresi  tidak  berhasil,  ancaman  eskalasi  ke  perang  nukUr  akan 
mengikutinya.  Keadaan  demikian  akan  membuat  tujuan  politik  lawan  semula 
yang  terbatas  menjadi  tidak  sebanding  dengan  risiko  yang  diakibatkan  oleh 
penggunaan  kekerasan.  Lawan  diharapkan  menyadari  keadaan  seperti  ini  se- 
hingga  akibatnya  adalah  kekuatan  konvensional  yang  memadai  akan  lebih 
memperkuat  usaha  penangkalan  yang  diterapkan  oleh  NATO.  (Di  sini  NATO 
selalu  berangkat  dari  anggapan  bahwa  mereka  berada  dalam  posisi  sebagai 
pihak  yang  bertahan). 

Dari  uraian  mengenai  strategi  flexible  response  di  atas,  yang  telah  diterima 
oleh  NATO  sebagai  strategi  resminya  sejak  tahun  1967,  terlihat  bahwa  fungsi 
kekuatan  konvensional  dalam  strategi  nuklir  sesedikitnya  ada  dua  jenis.  Di 
satu  pihak,  kekuatan  itu  harus  mampu  mencegah,  karena  itu  menangkal,  la- 
wan untuk  menyerang  dan  menduduki  sebagian  wilayah  yang  ingin  diperta- 
hankan.  Di  lain  pihak,  kekuatan  itu  diharapkan  dapat  mengalahkan,  atau  se- 
kurang-kurangnya  mematahkan,  serangan  konvensional  lawan  dalam  menca- 
pai tujuan  politiknya.  Dari  sebab  itu  yang  menjadi  masalah  sekarang  adalah 
berapa  besar  kekuatan  konvensional  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  fungsi 
tersebut? 


Ill 

Tampaknya  prinsip  MAD  yang  terkandung  lalam  pemikiran  strategi  flexi- 
ble response  dan  kebutuhan  akan  kekuatan  nuklir  yang  memadai  tidak  perlu 
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dibicarakan  di  sini  sebab  masalah  ini  telah  dibahas  dalam  tulisan  lain  tentang 
"Perkembangan  Pemikiran  Strategi  Nuklir  Barat"  {Analisa,  Februari  1986). 
Jika  keku^tan  nuklir  strategis  yang  memadai  untuk  menangkal  lawan  telah 
tercapai,  usaha  penangkalan  atas  konflik  bukan  nuklir  dilakukan  dengan 
menggunakan  kekuatan  konvensional  seperti  dikemukakan  di  atas.  Oleh  ka- 
rena  persenjataan  nuklir  strategis  dihubungkan  dengan  massive  commitment, 
maka  masih  terdapat  apa  yang  disebut  sebagai  windows  of  opportunity  (pe- 
luang-peluang  yang  bisa  dieksploitasikan)  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  poli- 
tik  yang  sifatnya  lebih  terbatas  dengan  mempergunakan  kekuatan  konvensio- 
nal, karena  alasan  apapun,  dari  pihak  yang  merasa  cukup  kuat  untuk  itu.  Da- 
lam keadaan  demikian  itu,  pihak  yang  tidak  memiliki  kekuatan  konvensional 
yang  memadai  untuk  menghadapi  taktik  "agresi"  lawan  yang  cukup  kuat 
akan  menghadapi  kesulitan  besar.  Karena  itulah  maka  diperlukan  adanya  ke- 
kuatan konvensional  yang  cukup  untuk  menghindari  (yang  tidak  lain  adalah 
menangkal)  kemungkinan  seperti  itu. 

Meskipun  konteks  konflik  konvensional  dapat  membawa  implikasi  eska- 
lasi  ke  penggunaan  persenjataan  nuklir,  perdebatan  mengenai  besarnya  ke- 
kuatan konvensional  yang  memadai  untuk  menghadapi  kemungkinan  konflik 
konvensional  terjadi  secara  panjang  lebar.  Masalah  ini  tidak  saja  menyangkut 
pada  perbandingan  kekuatan  konvensional  dari  dua  pihak  yang  saling 
berhadapan  baik  menurut  ukuran-ukuran  kuantitatif  maupun  kualitatifnya, 
tetapi  juga  menyangkut  doktrin  dan  taktik  dalam  menggunakan  kekuatan 
konvensional  itu  sendiri.  Perdebatan  dalam  tubuh  NATO  mengenai  hal  ini 
hingga  sekarang  masih  terjadi,  dan  tampaknya  akan  terus  terjadi,  sebab 
bidang  persenjataan  konvensional  sendiri,  seperti  dikemukakan  dalam  awal 
telaah  ini,  selalu  mengalami  modernisasi.  Soalnya  mungkin  akan  menjadi  jauh 
sederhana  jika  diredusir  menjadi  soal  bahwa  penggunaan  kekuatan  konven- 
sional untuk  menghadapi  agresi  konvensional  lawan  sebagai  tanda  awal  dari 
akan  segera  dipergunakannya  senjata  nuklir  jika  pihalc  yang  melakukan  agresi 
tidak  segera  menghentikan  peperangan.  Kalau  prinsip  demikian  ini  yang 
diikuti,  NATO  boleh  jadi  akan  kembali  kepada  perdebatan  yang  kurang  lebih 
senada  dengan  perdebatan  mengenai  kredibilitas  strategi  massive  retaliation. 

Dari  satu  segi,  besarnya  kekuatan  konvensional  yang  diperlukan  akan  ter- 
gantung  pertama-tama  pada  apakah  kekuatan  itu  dimaksudkan  untuk  memu- 
kul  mundur  agresi  terbatas  lawan  atau  untuk  supaya  mampu  sekurang-ku- 
rangnya  bertahan  dan  bila  diperlukan  memukul  mundur  kekuatan  konvensio- 
nal lawan  yang  melakukan  serangan  secara  besar-besaran,  dan  mungkin  da- 
lam waktu  yang  berkepanjangan.  Kesepakatan  NATO  di  Lisabon  tahun  1952 
m.isalnya,  menghendaki  peningkatan  kekuatan  konvensional  NATO  dari  25 
divisi  menjadi  96  divisi  dalam  waktu  singkat.  Kekuatan  ini  akan  dipergunakan 
untuk  menghadapi  sekitar  140  hingga  175  divisi  Soviet  yang  pada  waktu  itu 
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dianggap  berkesempatan  akan  melakukan  serangan  konvensional  secara 
besar-besaran  terhadap  Eropa  Barat.  Akan  tetapi  setelah  persepsi  mengenai 
serangan  konvensional  secara  besar-besaran  dari  lawan  memudar,  kebutuhan 
kekuatan  konvensional  menjadi  berkurang,  apalagi  kekuatan  itu  dihubungkan 
dengan  senjata-senjata  nuklir  taktis  untuk  menghadapi  serangan  konvensional 
lav^'an.  Dalam  konflik  terbatas  antara  RRC  dan  Uni  Soviet  pada  akhir 
dasawarsa  1960-an,  secara  relatif  kekuatan  konvensional  yang  terlibat  terbatas 
sesuai  dengan  skala  konflik  yang  terjadi. 

Dengan  menganggap  diri  sebagai  kekuatan  defensif ,  secara  kuantitatif  for- 
mula yang  banyak  diterima  oleh  kalangan  NATO  adalah  dua  berbanding  tiga. 
Artinya,  untuk  setiap  serangan  yang  dilakukan  oleh  tiga  divisi  kekuatan  kon- 
vensional lawan,  pihak  yang  bertahan  membutuhkan  dua  divisi  untuk  mampu 
menghadapinya  secara  efektif.  Namun  dalam  suatu  peperangan,  jumlah  besar 
kecilnya  pasukan  belaka  bukanlah  faktor  yang  paling  menentukan  sebab 
efektivitas  kekuatan  konvensional  tersebut  juga  tergantung  pada  segi 
kualitasnya.  Dari  segi  kualitas  ini  misalnya  dapat  disebut  pengorganisasian 
kekuatan,  ketangguhan  dan  kekompakan  dalam  divisi,  moral  pasukan,  mobi- 
litas  dan  kecepatan  bergerak,  standardisasi  persenjataan,  daya  tembak,  dan 
kecakapan  serta  imajinasi  dari  setiap  satuan  pasukan  dalam  menghadapi  suatu 
pertempuran  dan  dalam  mempergunakan  perangkat  militernya.  Akan  tetapi 
soalnya  masih  dapat  diperumit  lagi  oleh  kenyataan  bahv^^a  besarnya  kekuatan 
satu  divisi  dari  sesuatu  negara  berbeda  dengan  negara  lainnya  baik  dalam  hal 
personal,  perangkat  militernya  maupun  kebutuhan  logistik  yang  mendukung 
agar  fungsi  divisi  itu  dapat  optimal. 

Dalam  kaitan  ini,  melakukan  perbandingan  kekuatan  konvensional  NATO 
di  Eropa  dan  kekuatan  Pakta  Warsawa  akan  selalu  mehbatkan  unsur-unsur 
seperti  itu  dan  berada  di  luar  cakupan  telaah  ini.  Cukup  dinyatakan  kiranya 
bahwa  dalam  beberapa  hal  kekuatan  konvensional  Pakta  Warsawa  lebih  besar 
daripada  NATO  sedangkan  dalam  beberapa  hal  lainnya  kekuatan  mereka 
seimbang;  dan  dalam  beberapa  hal  lainnya  lagi  kekuatan  NATO  lebih  unggul 
daripada  Pakta  Warsawa.  Dari  sebab  itu  adanya  keyakinan  di  beberapa  ka- 
langan pemikir  strategi  NATO  bahwa  kekuatan  konvensional  NATO  jauh 
berada  di  bawah  kekuatan  konvensional  Pakta  Warsawa  perlu  dilihat  dengan 
sangat  hati-hati.  Selama  ini  belum  pernah  terjadi  insiden  konflik  konvensional 
antara  kedua  kekuatan  tersebut  sehingga  segala  kesimpulan  mengenai  perim- 
bangan  kekuatan  kedua  belah  pihak  menjadi  persoalan  yang  sifatnya  teoretis. 
Dengan  menggunakan  inferensi  (mengambil  kesimpulan  berdasarkan  kejadian 
di  tempat  lain)  konflik  di  Timur  Tengah,  di  mana  persenjataan  darat  dan 
udara  Israel  serupa  dengan  persenjataan  NATO  dan  persenjataan  negara-ne- 
gara  Arab  khususnya  Suriah  serupa  dengan  persenjataan  konvensional  Pakta 
Warsawa,  dan  dalam  banyak  hal  Israel  unggul  dalam  konflik  itu,  dapat  dika- 
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takan  juga  bahwa  kekuatan  konvensional  NATO  sekurang-kurangnya  seim- 
bang  dengan,  kalau  tidak  unggul  daripada,  kekuatan  konvensional  Pakta 
Warsawa. 

Kini  barangkali  menjadi  lebih  jelas  bahwa  keunggulan  kuantitatif  dapat  di- 
imbangi,  dan  bahkan  diatasi  oleh  keunggulan  teknologi  persenjataan.  Pihak 
yang  merasa  secara  teknologis  dalam  beberapa  hal  ketinggalan  berusaha  un-^ 
tuk  mengejarnya.  Akibatnya  adalah  terjadi  perlombaan  senjata  konvensional, 
yang  tentu  saja  merupakan  perlombaan  mahal.  Modernisasi  kekuatan  kon- 
vensional dari  kedua  belah  pihak  yang  saling  berhadapan  di  mandala  Eropa 
itu  adalah  salah  satu  cermin  dari  adanya  perlombaan  senjata  konvensional 
tersebut.  Bahkan  dengan  modernisasi  kekuatan  konvensional  yang  terus 
diupayakan  itu  kini  justru  membuka  suatu  teori  tentang  kemungkinan  konflik 
strategis,  yang  dalam  strategi  nuklir  ini  selalu  berkonotasi  konflik  nuklir, 
dapat  dilaksanakan  dengan  mempergunakan  persenjataan  konvensional.  Un- 
tuk  mengurangi  tingkat  perlombaan  itu  dan  lebih  memberikan  jaminan 
hubungan  keamanan  mereka,  dua  kekuatan  itu  kemudian  bersepakat  melaku- 
kan  perundingan-perundingan  untuk  membatasi  kekuatan  konvensional  yang 
ditempatkan  di  mandala  Eropa,  dikenal  dengan  sebutan  Mutual  Balanced 
Force  Reduction  (Pengurangan  Kekuatan  secara  Timbal-Balik  dan  Berim- 
bang). 

Dari  segi  doktrin  dan  taktik  mempergunakan  kekuatan  konvensional,  da- 
lam, konflik  yang  melibatkan  dua  kekuatan  bersenjata  nuklir,  tampaknya 
suatu  pertahanan  yang  semata-mata  konvensional  tidak  dapat  dilakukan.  Dari 
sebab  itu,  pertama-tama  yang  perlu  diingat  ialah'bahwa  konflik  konvensional, 
seperti  dikemukakan  sebelumnya,  membawa  serta  efek  eskalasi  ke  penggu- 
naan  senjata  nuklir.  Dalam  pemikiran  NATO  kaitan  itu  terwujud  dalam  pe- 
nempatan  senjata-senjata  nuklir  taktis  dan  jarak  sedang  (intermediate  nuclear 
forces,  INF)  AS  di  Eropa  Barat  dan  oleh  kekuatan  nuklir  independen  Inggris 
dan  Prancis.  Dalam  strategi  Soviet,  pemikiran  itu  secara  implisit  ditunjukkan 
oleh  adanya  ancaman  militer  terhadap  RRC  jika  yang  disebutkan  belakangan 
ini  terus  melakukan  ancaman-ancaman  konvensional  di  perbatasan  mereka 
bersama  pada  akhir  dasawarsa  1960-an  seperti  telah  dikemukakan  sebelum- 
nya. Kekuatan  JNF  Amerika  yang  sekarang  ditempatkan  di  Eropa  itu  misal- 
nya  adalah  jenis  rudal  Pershing-II  dan  rudal  jelajah  (Cruise  missiles),  selain 
AS  juga  menempatkan  kekuatan  daratnya,  sebagai  lambang  keterikatan  AS 
dalam  pertahanan  Eropa.  Uni  Soviet  menempatkan  SS-20  baik  di  mandala 
Eropa,  untuk  menghadapi  NATO,  maupun  di  wilayah  Asia-nya,  antara  lain 
untuk  menghadapi  RRC. 

Perdebatan  mengenai  efektivitas  pertahanan  dan  penangkalan  konvensio- 
nal juga  dihadapkan  pada  masalah  bagaimana  jika  lawan  yang  mempunyai 
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kekuatan  konvensional  yang  lebih  besar  melakukan  pendudukan  wilayah  me- 
lalui  perang  kilat  (blitzkrieg)  sebagai  cara  untuk  mencapainya?  Bidang  ini  se- 
benarnya  telah  menyentuh  bidang  doktrin  taktik  di  medan  perang  yang  sangat 
rumit  karena  menyangkut  berbagai  segi  mengenai  cara  dan  sarana  untuk 
menghentikan  laju  lawan.  Perdebatan  kini  terpusat  pada  dua  pendekatan, 
yang  masing-masing  mempunyai  keunggulan  dan  kelemahannya  sendiri-sen- 
diri.  Pendekatan  pertama  menyatakan  bahwa  untuk  menghadapi  lawan  secara 
memadai  perlu  memperkuat  pertahanan  terluar  sehingga  lawan  dihalau  sejauh 
mungkin  untuk  dapat  lebih  memasuki  wilayah  yang  dipertahankan.  Pende- 
katan ini  disebut  sebagai  konfrontasi  medan  langsung  (direct  engagement  atau 
war  of  attrition)  dengan  menghancurkan  kekuatan  lawan  di  medan  terdepan. 
Pendekatan  kedua  menganjurkan  agar  dalam  menghadapi  lawan  yang  melaju 
itu  sedapat  mungkin  dihindari  terjadinya  konfrontasi  langsung  dan 
menitikberatkan  pada  olah  gerak  cepat  (maneuver)  di  medan  perang  sehingga 
lawan  terkejut  dan  kemauan  serta  kemampuan  militernya  untuk  melanjutkan 
blitzkrieg  hancur,  dan  karena  itu  serangan  balasan  untuk  mematahkannya 
lebih  mudah  dicapai.  Gagasan  ini  disebut  sebagai  strategi  maneuver.  Tentang 
seluk-beluk  dari  dua  pendekatan  tersebut  dan  mana  yang  lebih  efektif  di  an- 
tara  keduanya  tidak  dibahas  di  sini  karena  telah  menjadi  bagian  dari  bidang 
yang  sangat  spesifik  dalam  pengerahan  kekuatan  untuk  menghadapi  lawan. 

Itulah  beberapa  persoalan  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  membi- 
carakan  tingkat  kekuatan  konvensional  yang  dianggap  memadai  untuk  mem- 
perkuat deterrent  dan  pertahanan,  Meskipun  sebenarnya  masih  terdapat  se- 
jumlah  faktor  lainnya  yang  berpengaruh  terhadap  hal  itu,  seperti  letak  dan  ke- 
dudukan  geografis  wilayah  yang  dipertahankan,  padat-jarangnya  penduduk 
di  sekitar  wilayah  yang  mungkin  akan  menjadi  pusat  konflik,  tersedianya  bala 
bantuan  dan  milisi,  dan  pengorganisasian  kekuatan  konvensional  ke  dalam 
fungsi-fungsi  khas  untuk  memenuhi  misi  yang  diemban,  apa  yang  telah  dike- 
mukakan  di  atas  telah  menunjukkan  betapa  kompleksnya  permasalahan  me- 
ngenai apa  yang  dianggap  sebagai  kekuatan  konvensional  yang  memadai  da- 
lam strategi  nuklir.  Kendati  demikian,  memperkuat  kekuatan  konvensional 
hingga  tingkat  tertentu  dianggap  akan  memperkuat  deterrent  nuklir  guna 
menghindari  terjadinya  suatu  perang  nuklir  secara  total  sebab  lawan  juga  me- 
ngerti  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  politik  yang  terbatas  sekalipun  makin  be- 
sar dan  kuat  kekuatan  konvensional  yang  dibutuhkannya,  dan  makin  besar 
pula  risikonya. 


IV 

Jika  peningkatan  kekuatan  konvensional  baik  secara  kuantitatif  maupun 
kualitatif  oleh  negara-negara  nuklir  dipandang  sebagai  bagian  dari  usahanya 
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untuk  memperteguh  postur  kekuatan  penangkal  dan  pertahanan,  usaha  itu  ti- 
dak  semata-semata  berakibat  pada  negara-negara  nuklir  sendiri,  Telah  men- 
jadi  rahasia  umum  bahwa  usaha  itu  juga  mempunyai  efek  terhadap  negara-ne- 
gara lain  yang.tidak  bersenjata  nuklir.  Bentuk  dari  efek  tersebut  yang  paling 
nyata  adalah  terus  meningkatnya  transfer  senjata-senjata  konvensional  muta- 
khir  dari  negara-negara  nuklir  ke  negara-negara  non-nuklir,  terutama  ke  ne- 
gara-negara Dunia  Ketiga  yang  sering  terlibat  dalam  berbagai  koflik  baik  se- 
cara  intern  maupun  dalam  tingkatan  regional. 

Transfer  persenjataan  konvensional  modern  dari  negara-negara  nuklir  ter- 
jadi  hampir  ke  seluruh  penjuru  dunia.  Sebagai  aktor  dalam  hubungan  intema- 
sional,  khususnya  dalam  tingkat  politik  internasional  kawasan,  banyak  negara 
di  berbagai  kawasan  dunia  yang  mengandalkan  pada  pengadaan  persenjataan 
modern  sebagai  salah  satu  unsur  untuk  memenuhi  kebutuhan  politik  dan  kea- 
manannya.  Sementara  kebutuhan  itu  selalu  disesuaikan  dengan  tingkat  per- 
kembangan  teknologi  militer  dunia,  sebagian  besar  dari  mereka  sendiri  tidak 
memiliki  kemampuan  untuk  memproduksinya  sendiri.  Karena  itu  mendatang- 
kan  perangkat  militer  dari  luar  merupakan  salah  satu  alternatif  yang  paling 
umum  ditempuh  oleh  banyak  negara.  Dan  sebagian  terbesar  dari  perangkat 
militer  modern  itu  hanya  diproduksi  dan  dijual  oleh  negara-negara  nuklir. 
Terdapat  negara-negara  Dunia  Ketiga  yang  sepenuhnya  menggantungkan  diri 
pada  pengadaan  senjatanya  dari  negara  (nuklir)  tertentu  saja,  atau  dari  blbk 
militer  dan  pertahanan  tertentu,  apakah  itu  blok  Barat  atau  blok  Timur,  se- 
perti  dalam  kasus  Muangthai,  Singapura,  Filipina,  Korea  Selatan,  Saudi 
Arabia,  Vietnam,  dan  berbagai  negara  di  Amerika  Latin.  Di  lain  pihak,  terda- 
pat sejumlah  negara  lainnya  yang  memenuhi  kebutuhan  persenjataan  konven- 
sional itu  dari  sumber-sumber  yang  ada  seluas  mungkin,  seperti  dalam  kasus 
India,  Pakistan,  Iran,  Irak,  Libia,  Mesir,  Nigeria  dan  Peru. 

Terdapat  beberapa  akibat  karena  transfer  persenjataan  modern  ke  berba- 
gai kawasan  dunia  itu.  Pertama,  konflik  intra-regional  boleh  jadi  meningkat 
oleh  karena  makin  banyak  negara  yang  merasa  "kuat"  untuk  menghadapi 
negara  tetangganya  yang  karena  alasan-alasan  historis,  kultural,  dan  politik- 
strategis  dianggap  sebagai  saingan  atau  ancaman.  Konflik  Israel-Dunia  Arab, 
Iran-Irak,  India-Pakistan,  Vietnam-Mungthai,  dan  Korea  Selatan-Korea 
Utara  ditopang  oleh  pengadaan  senjata  dari  negara-negara  maju.  Karena 
persenjataan  modern  makin  mahal  harganya,  konflik  intra-regional  yang  ter- 
jadi  berarti  makin  mahal  biayanya.  Dalam  konflik  di  Lembah  Bekaa  antara 
Israel  dan  Suriah  misalnya,  dalam  waktu  singkat  Suriah  kehilangan  lebih  dari 
80  pesawat  tempurnya  dari  jenis  Mig-21  dan  Mig-23  serta  sejumlah  tank  T-72. 
Perang  Iran-Irak  merupakan  contoh  lain  dari  makin  mahalnya  perang  modern 
sekarang  karena  selain  sasaran-sasaran  militer  yang  dihancurkan  juga  sasaran- 
sasaran  non-militer,  seperti  kilang  minyak  dan  tanker. 
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Kedua,  perlombaan  senjata  pada  tingkat  regional,  apakah  karena  alasan 
keaiTianan  nasional  atau  karena  alasan  Iain  seperti  prestise,  merupakan  akibat 
dari  transfer  senjata  juga.  India,  Pakistan,  Korea  Selatan,  Korea  Utara, 
Israel,  negara-negara  ASEAN,  Suriah,  Iran,  Irak,  Saudi  Arabia,  Kuwait, 
Libia,  Mesir,  Nikaragua,  El  Salvador,  untuk  menyebut  beberapa  saja,  dengan 
tingkat  alasan  berbeda-beda  terlibat  dalam  usaha  untuk  selalu  mendapatkan 
jenis  persennjataan  yang  lebih  baru.  Salah  satu  contoh  yang  menarik  untuk  di- 
ikuti  dalam  kaitan  ini  misalnya  kasus  pembelian  pesawaf  tempur  F-16  oleh  be- 
berapa negara  anggota  ASEAN.  Setelah  Muangthai  mendapatkan  persetujuan 
untuk  membeli  pesawat  itu  dari  Amerika  Serikat,  Singapura  dan  Indonesia 
juga  mengikuti  jejak  itu.  Jika  di  antara  negara-negara  ASEAN  terjadi  hal 
demikian  itu,  diberitakan  bahwa  Vietnam  juga  mulai  mendapatkan  pesawat 
tempur  Mig-23  dari  Uni  Soviet.  Salah  satu  bahaya  dari  perlombaan  senjata 
yang  bisa  terjadi  adalah  efeknya  yang  dapat  meningkatkan  kecurigaan  terha- 
dap  maksud-maksud  negara  tetangga  tertentu  yang  dapat  berakibat  terjadinya 
konflik  militer  meskipun  hal  ini  mungkin  yang  ingin  dihindari  dengan  usaha 
memperkuat  diri. 

Ketiga,  karena  harga  perangkat  militer  modern  dan  pemeliharaannya  men- 
jadi  makin  mahal,  konsekuensi  lainnya  dari  transfer  senjata  adalah  makin  be- 
sarnya  alokasi  dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  militer  dan 
pertahanan.  Untuk  beberapa  negara  Dunia  Ketiga  barangkali  penggunaan  se- 
jumlah  tertentu  dari  anggarannya  untuk  kebutuhan  militer  dan  pertahanan 
bukan  menjadi  beban  yang  sangat  berat  sehingga  tidak  terlalu  mengganggu 
dana  untuk  keperluan  sosial-ekonominya.  Tetapi  untuk  banyak  negara  di  Du- 
nia Ketiga  yang  tidak  memiliki  cukup  sumber  daya  di  dalam  negeri  sendiri 
bahkan  untuk  pembangunan  sosial-ekonominya,  alokasi  dana  untuk  keper- 
luan militer  dan  pertahanan  berarti  menambah  beban  ekonominya  (J.  Kus- 
nanto  Anggoro  dalam  terbitan  ini  lebih  memerinci  seluk-beluk  transfer  senjata 
dari  negara-negara  maju,  khususnya  dari  negara-negara  nuklir,  ke  negara- 
negara  Dunia  Ketiga). 


Akhirnya,  transfer  senjata  dari  negara  nuklir  ke  negara  bukan  nuklir 
hingga  taraf  tertentu  dapat  diartikan  bahwa  kemampuan  negara-negara  non- 
nuklir  untuk  menghadapi  negara  nuklir  menjadi  meningkat.  Sebabnya  adalah 
karena  banyak  negara  sedang  berkembang  percaya  bahwa  negara-negara  nu- 
klir tidak  akan  dengan  mudah  mempergunakan  persenjataan  nuklirnya  dalam 
menghadapi  konflik  dengan  negara  bukan  nuklir.  Oleh  karena  itu  banyak 
negara  tak  bersenjata  nuklir  secara  tegar  menghadapi  negara  nuklir  dengan 
mempergunakan  kekuatan  konvensionalnya.  Yang  paling  menonjol  dalam 
bidang  ini  adalah  usaha  Argentina  untuk  mendapatkan  kedaulatan  atas  Kepu- 
lauan  Malvinas  (Falkslands)  dengan  menggunakan  kekuatan  konvensional, 
:  meskipun  akhirnya  tidak  berhasil,  dalam  dasawarsa  1980-an  ini.  Insiden  yang 
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terjadi  antara  Amerika  Serikat  dan  Libia  di  Teluk  Sidra  tahun  1986  ini  juga 
menunjukkan  adanya  "keberanian"  suatu  negara  tidak  bersenjata  nuklir 
menghadapi  negara  nuklir,  bahkan  negara  adikuasa.  Penelusuran  atas  peris- 
tiwa-peristiwa  pada  masa  lalu  juga  dapat  menambah  rangkaian  negara-negara 
tidak  bersenjata  nuklir  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terlibat 
penggunaan  senjata  konvensional  melawan-negara  nuklir.  Di  Asia  Tenggara 
kasus  yang  paling  baru  adalah  konflik  antara  Vietnam  dan  RRC  di  daerah  per- 
batasan  mereka. 

Tampaklah  di  sini  hasil  sampingan  dari  usaha  modernisasi  kekuatan  kon- 
vensional negara  nuklir  terhadap  dunia  internasional  secara  luas.  Pada  tingkat 
hubungan  antarnegara  nuklir,  anggapan  kuat  yang  mendasari  ditingkatkan- 
nya  kekuatan  konvensional  adalah  untuk  memperkuat  deterrent  agar  lawan 
tidak  secara  gegabah  mempergunakan  kekuatan  konvensionalnya  untuk  men- 
capai  tujuan-tujuan  politiknya,  sekalipun  itu  yang  sifatnya  terbatas.  Jika 
deterrent  konvensional  ini  pun  masih  gagal,  adanya  kekuatan  konvensional 
yang  memadai  dianggap  akan  mampu  sekurang-kurangnya  memberi  waktu 
untuk  tidak  segera  dipergunakannya  senjata  nuklir  dalam  menghadapi  an- 
caman,  dan  memungkinkan  kedua  belah  pihak  berkomunikasi  mengenai 
situasi  yang  terjadi  di  bawah  ancaman  eskalasi,  sehingga  konflik  dapat  di 
cegah  menjadi  konflik  nuklir.  Ditilik  dari  segi  ini  tampaknya  secara  global 
modernisasi  dan  peningkatan  kekuatan  konvensional  memberikan  sumbangan 
bagi  hubungan  keamanan  yang  lebih  stabil  di  antara  negara-negara  nuklir  dan 
karena  itu  mengurangi  terjadinya  bencana  perang  dalam  tingkat  global. 

Tetapi  dalam  kenyataannya  peningkatan  kekuatan  konvensional  itu  juga 
berarti  peningkatan  kekuatan  militer  negara-negara  non-nuklir.  Ironi  terjadi 
di  sini  oleh  karena  peningkatan  kekuatan  militer  negara-negara  non-nuklir  di 
berbagai  kawasan  tidak  dengan  sendirinya  membantu  memantapkan  hu- 
bungan-hubungan  keamandn  baik  dalam  tingkat  kawasan  sendiri  maupun  da- 
lam hubungan  antara  negara  kawasan  dan  negara  bersenjata  nuklir.  Persoal- 
annya  dapat  menjadi  makin  rumit  jika  unsur  teknologi  dalam  persenjataan 
konvensional  memungkinkan  terjadinya  konflik  strategis  tanpa  harus  melibat- 
kan  persenjataan  nuklir  karena  gabungan  antara  jarak  jangliau  yang  makin 
besar,  ketepatan  senjata  mencapai  sasaran  yang  semakin  baik,  dan  daya  ledak 
dan  daya  hancur  persenjataan  konvensional  juga  selalu  ditingkatkan.  Dari  se- 
bab  itu,  usaha-usaha  untuk  menjadikan  dunia  yang  lebih  aman  dan  stabil  ti-- 
dak  dapat  dilakukan  hanya  semata-mata  melalui  pendekatan  kekuatan  militer- 
baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Dengan  perkataan  lain,  bidang-- 
bidarig  sosial,  politik  dan  ekonomi  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  untuk; 
dimasukkan  sebagai  komponen  utama  dalam  usaha-usaha  pemeliharaani 
keamanan  dalam  hubungan  antarnegara. 
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